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RINGKASAN

Rizki Radestya Bastiyan, 200&®engadaan Sumber Daya Aparatur
Pemerintah Di Daerah Otonom (Studi Tentang Perencaman Dan
Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Badan gegawaian Daerah
Kabupaten Bojonegoro), Komisi pembimbing, ketua: Prof. Dr. Soesilo Zauhar,
MS., anggota: Dr. Choirul Shaleh, M.Si.

Pengadaan sumber daya aparatur memiliki peran p&mging dalam
penyelengaraan otonomi daerah, sebab pengadaan BiBAISijadikan sebagai
dasar sukses atau tidaknya otonomi daerah terseheit. karena itu, pengadaan
CPNS harus berbasis kompetensi dengan merekrutesud@ya manusia yang
memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan, sghingrpilih orang yang
benar-benar siap menjadi pelayan masyarakat, adghra, dan bukan menjadi
seorang bos baru. Pengadaan CPNS dalam prosestipaitingeramalan atau
perencanaan kebutuhan tenaga kerja, rekrutmenksgelpenempatan, dan
orientasi. Namun pada penelitian ini hanya di félamspada tahap perencanaan
dan penempatan CPNS dikarenalkka@rencanaan akan membantu organisasi
dalam menentukan sumber daya aparatur yang dibatulgina membantu
menyelesaikan beban pekerjaan yang dipikul. Melpkrencanaan pula dapat
diketahui tentang kekurangan pegawai sehingga ddpakukan perekrutan
pegawai baru.

Penyusunan perencanaan sumber daya aparatur ydaggntiharapkan
mampu untuk menempatkan pegawai yang terpilih selsmgan kompetensinya,
agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan kemgetyang dimiliki.
Penempatan personil yang tidak sesuai dengan keuzempa akan
menimbulkan berbagai masalah. Oleh karena itu, ptaparencanaan dan
penempatan harus selaras sehingga perencanaan teompgang dibutuhkan
untuk mengisi formasi yang lowong bisa sesuai derganempatan berdasarkan
pada kompetensi yang dibutuhkan pada tahap peraacan

Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabapaojonegoro mampu

mandiri dalam melaksanakan pengadaan sumber dayatap Akan tetapi tidak

semua hal dapat dilakukan oleh daerah, ada beberegses yang masih

melibatkan pusat. Selain itu, proses pengadaaebigrsada beberapa kendala
yaitu keterbatasan waktu dalam proses perencanaanadanya kekosongan
formasi pada penempatan CPNS. Sedangkan, hasil diaagai bisa dikatakan

relatif berhasil meskipun masih ada beberapa fargzasy tidak terisi, dan proses
pengadaan secara keseluruhan berjalan sesuai dgangadiharapkan.
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SUMMARY

Rizki Radestya Bastiyan, 2008The Procurement of The Government
Personnel Resources in the Autonomy Region (A Studgf Planning and
Placement of Civil Servant Candidates in Regional bman Resources
Department in Bojonegoro District), supervision commission, supervisor: Prof.
Dr. Soesilo Zauhar, MS., co supervisor: Dr. Choghaleh, Si.

Procurement of personnel resources has an impaodkmnin the provision
of regional autonomy since the procurement of CRBIS be utilized as the basis
to determine the successful or failure of the regicautonomy. Therefore, CPNS
procurement should be based on competency by tegrunuman resources
having competence in accordance with the needs.ctbnducted in order people
who have been elected are really well prepared éopbblic servants, civil
servants, and not being a new boss. The proceSBNE procurement, it includes
employments’ needs planning, recruitment, selectid@cement, and orientation.
However, this study only focused on the planning &®NS placement since the
planning would assist organizations in determirpegsonnel resources needed in
completing the work burden. Through the planning:ould be known about the
civil servants’ inadequacy. As the result, the weonent of new civil servant
could be conducted.

The well prepared of personnel resource planning exgpected to be able
to put elected civil servant in accordance withirtttempetence, so the work
carried out is suitable with their competence. &taent of personnel who were
not suitable with his ability would cause many peolis. Therefore, the planning
and placement steps had to be aligned in ordecdhgetencies planning needed
to fill the vacancy formation could correspond he tplacement based on the
competencies required at the planning stage.

The result of this study was Bojonegoro District v&mment was
independently able to carry out the personnel nessuprocurement. However,
not all things could be done by region departminae were still some processes
involving the government. Then, in the procuremprdcess, there were some
problems. They were the limited time in the plaignand the empty formation in
CPNS placement. Meanwhile, the results achieveddcbe revealed relative
successful though there were some formations tees wot filled. In addition, the
whole procurement process could be conducted aswdsaexpected.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan pemerintah pusat pada zaman orde barw lolegitinan, kondisi
tersebut sering disebut dengan pemerintahan yamgabstik. Dimana, segala
urusan dikerjakan oleh pemerintah pusat baik itmyaegkut urusan pemerintah
pusat sendiri maupun urusan pemerintah daerahn@ghi pemerintah daerah
sepertinya tidak memiliki hak atau tidak memilikrgi@an yang dominan untuk
mengurusi daerahnya sendiri sesuai yang diinginkahtersebut memunculkan
kondisi ketergantungan dari pemerintah daerah lkepadnerintah pusat selama
era orde baru begitu besar.

Lengsernya rezim orde baru yang ditandai denganntya Presiden
Soeharto dari tahta kepresidenan pada tahun 198f@dnéonggak era reformasi
yang terjadi di Indonesia. Reformasi tersebut htéddanyak membawa perubahan
yang fundamental pada kehidupan bermasyarakat,abgsh dan bernegara.
Ketidakpuasan masyarakat akan sistem pemerintadoag sentralistik, buruknya
kinerja pemerintah, kualitas pelayanan publik yamgdah dan praktik Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tinggi. Hal tersebmendorong tuntutan
reformasi itu sendiri lebih tertuju pada aparatuemprintah. Rakyat
mengharapkan lahirnygood governancedan mereka cukup paham bahwa
pemerintahan yang baik itu antara lain dapat terdumelalui kebijakan

desentralisasi.



Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan ripgahe pusat
kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusamhruigingganya sendiri
berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatigandeerangka negara kesatuan
Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisalsa mmauncullah otonomi bagi
suatu pemerintahan daeralhttp//id.wikipedia.urg/wiki/desentralisasi) Ide
desentralisasi ini tidak hanya didorong untuk meaggi kekuasaan sentralistis
pusat namun juga oleh adanya tuntutan dari daezaled yang mempunyai
variasi sifat, potensi, identitas, dan kelokalanng/aberbeda-beda untuk
memperoleh kewenangan yang lebih besar.

Salah satu manfaat yang bisa diperoleh dari sistesentralisasi adalah
sebagian besar keputusan dan kebijakan yang bdratierah dapat diputuskan
tanpa adanya intervensi yang berlebihan dari pemadri pusat. Akan tetapi,
penerapan sistem desentralisasi juga memiliki sisgatif yaitu adanya
kecenderungn dari pemilik jabatan untuk lebih meimgkan kepentingan
golongan dan kelompoknya, sehingga hal tersebuatddipalah gunakan untuk
mengambil keuntungan pribadi, karena tidak adawydrol yang dominan dari
pemerintah pusat. Hal tersebut dipertegas oleh déaeslalam Muluk (2006:vii)
yang mengatakan :

“...desentralisasi dimaksudkan sebagai instrumenngyamampu

mengakomodasi aspirasi masyarakat yang tergolongnmé dengan

kondisi dan potensi yang beragam pula. Namun demjkiperlu
diwaspadai bersama kemungkinan dampak negatif tteBeasi yang tak
terkendali seperti munculnya republik kecil, ragck dan KKN sebagai
akibat lemahnya kontrol pusat terhadap daerah.riDedisasi tidak berarti
menanggalkan sentralisasi karena pada dasarnyantddisasi dan

sentralisasi berada dalam suatu garis kontinum.emedisasi dan
sentralisasi pada dasarnya tidak saling meniadakamun saling



melengkapi sebagai suatu konfigurasi yang bermauf@am pencapaian
tujuan-tujuan pemerintahan.”

Munculnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentangomni daerah
yang telah memberikan arah perubahan dalam pemgdesman pemerintahan.
Dimana, otonomi daerah itu adalah kewenangan daerath otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat satemenurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masrarakat sesuaiadepgraturan perundang-
undangan. Dari pengertian tersebut menunjukkan &aldaerah otonom
merupakan bentukan dari adanya otonomi daerah ganidjki daerah tersebut.
Hal tersebut diperkuat oleh Hossein dalam MulukO@00) yang menjelaskan
bahwa :

“Pembentukan daerah otonom yang secara simultanpalesn kelahiran

status otonomi berdasarkan atas aspirasi dan koobigktif dari

masyarakat yang berada di wilayah tertentu sedamgian dari bangsa
dan wilayah nasional. Masyarakat yang menuntut astonmelalui
desentralisasi menjelma menjadi daerah otonom aebkgsatuan
masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mamangusan
pemerintahan menurut prakarsa sendiri berdasadfraal masyarakat.”

Pelaksanaan otonomi daerah, pada dasarnya telalbenkam peluang
dan tantangan bagi daerah otonom khususnya kalbu@dtel kota sebagai
konsekuensi logis dari perubahan yang dibawa oledablg-Undang No. 32
Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu dextisksi, pemberdayaan
aparatur, serta pelayanan publik. Peluang danrigatatersebut merupakan suatu
hal yang beralasan, mengingat secara empirik masyamenginginkan peranan
aparatur pemerintah dapat menjalankan tugas-tugks/gman secara optimal.

Tumpuan dari harapan-harapan itu sendiri kini leb#ntuju pada institusi

pemerintah daerah agar dapat mewujudkan pemermtgaag baik (good



governance). Pemerintahan yang baiKgood governance)dapat menjadi
kenyataan dan sukses apabila didukung oleh apargaurg memiliki
profesionalisme tinggi dengan mengedepankan tehpeya akuntabilitas dan
responsibilitas publik, serta penempatan bidanglaggaratur yang sesuai dengan
bidang keahliannya.

Terdapat dua aspek penting dalam implementasi otodaerah, yaitu
sumber daya manusia dan kemampuan keuangan daarapeddapatan asli
daerah. Akan tetapi dari kedua aspek tersebut,rkehan dan kualitas sumber
daya manusia disepakati berbagai pihak sebagaiorfatérpenting dalam
pelaksanaan otonomi daerah, sebab faktor-faktor $angat tergantung pada
faktor yang satu ini. Berapapun besarnya pendapaghrdaerah dan besarnya
sumber daya alam yang tersedia, tanpa sumber dapasm yang berkualitas
maka daerah sulit untuk berkembang dan mempertaharkelangsungan
hidupnya.

Hal ini sejalan dengan Siagian (2005:127), yang gatakan bahwa
“manusia itu merupakan unsur terpenting karena ramssur lainnya yang
dimiliki oleh suatu organisasi, seperti uang, mateesin-mesin, metode kerja,
waktu dan kekayaan lainnya hanya dapat memberiaatjika manusia yang di
dalam organisasi itu merupakan daya pembangun akemiperusak organisasi’.
Dengan ditetapkannya sumber daya aparatur selagar terpenting dalam suatu
organisai, maka pegawai negeri sebagai sumber azgatur yang ada di sektor
pemerintahan turut bertanggungjawab atas kebeanasilalam pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan alasiehingga kedudukan



dan peranan pegawai negeri sipil sangat pentinggselpelaksana dari kegiatan
usaha pemerintah. Di dalam Undang-undang No. 48imMa®99 tentang pokok-
pokok kepegawaian dijelaskan bahwa :
“Dalam rangka mencapal tujuan pembangunaronakiaitu mewujudkan
masyarkat madani, yang taat hukum, peradaban modiermokratis,
makmur, adil, dan bermoral tinggi. Diperlukan pegawegeri yang
merupakan unsur aparatur negara yang bertugas aebbdi kepada
masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketkepmua Pancasila dan

UUD 1945.”

Permasalahan yang menyangkut sumber daya apasat@ariptah daerah
memang sangat komplek. Adapun, berbagai permasafsranasalahan tersebut
antara lain : seringnya terlihat pegawai negerl signg keluyuran ketika jam
kerja, serta masih berisiko untuk melakukan tinkiakipsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN). Hal tersebut terbukti selama tahun 2011 PWaaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) mendapatkan laporansadkan mencurigakan
sampai miliaran rupiah terkait korupsi, dan 148ngraersebut merupakan
Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Fajar, detiknews.co®)eh karena itu, agar
aparatur pemerintah daerah mampu untuk memberikagrj& yang optimal,
maka kemampuan aparatur perlu untuk ditingkatkamutama dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut, sakafigenghapus kesan negatif
dari masyarakat yang selama ini melekat pada apgramerintah.

Setidaknya dalam penyelenggaraan pemerintahanapsetrganisasi
membutuhkan pegawai yang memiliki kemampuan, kenjusemangat juang
tinggi serta pengabdian terhadap negara dan bajsh. karena itu, sebaik

apapun sistem pemerintahan maupun perangkat yajgnakan, tidak akan

berarti apa-apa, tanpa didukung oleh pegawai yaackublitas, memiliki



kejujuran, serta berkomitmen pengabdian yang titeyiadap negara dan bangsa.
Sehingga, kondisi sekarang ini menempatkan apapatuerintah untuk berperan
sebagai agen utama dalam pembagunan di daerah, sehikgai pelaksana
pembangunan, maupun pembaharu yang sudah selayalemgiapatkan perhatian
utama dalam peningkatan kulitas sumber daya manésdudukan aparatur
birokrasi di daerah menjadi posisi yang sangattegiig, karena dalam
pelaksanaan otonomi daerah nantinya pelaksanaapapgoman di daerah sangat
ditentukan oleh peran aktif aparatur daerah.

Guna mewujudkan sosok aparatur yang bertanggungabjawerta
melaksanakan kinerjanya dengan baik maka diperlakiamya fungsi pengadaan
sumber daya aparatur. Disebutkan dalam Peraturaerifgah No. 11 tahun 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nota®8n 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi forgeasy lowong dalam suatu
organisasi pada umumnya berdasarkan kebutuhan.a®&sy sumber daya
aparatur dalam hal ini pegawai negeri sipil (PN®mtiki peran yang penting
dalam penyelengaraan otonomi daerah, karena pemggueEgawai negeri sipil
merupakan dasar atau pondasi sukses atau tidakmyana daerah tersebut. Oleh
karena itu, pengadaan pegawai negeri sipil harusabis kompetensi dengan
merekrut sumber daya manusia yang memiliki kuagikepat, sehingga terpilih
orang yang benar-benar siap menjadi pelayan mdsytaebdi negara, dan bukan
menjadi seorang bos baru. Untuk mewujudkan haklberts maka penerimaan
CPNS harus berdasarkan prinsip transparansi, abyadiak diskriminasi, dan

akuntabel. Hal tersebut sekaligus menghapus pé&lampasyarakat yang selama



ini beranggapan bahwa ketidakprofesionalan PNS isadisebabkan kesalahan
sistem pengadaan PNS baik di instansi pusat daralda@ang tidak berbasis
kompetensi, sehingga pengadaan yang dilakukan tigekghasilkan PNS yang
kompeten baik dari sisi pengetahuan, keterampilanpun sikap.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai daerahormtomemiliki
kekuatan berupa wewenang untuk mengelola berbagabesr dayanya termasuk
dalam melakukan pengadaan sumber daya aparatibaj@n proses pengadaan
itu selain dipengaruhi ketersediaan jumlah pegayua sedikit banyak telah
dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. hal tenselapat diartikan bahwa,
jika teknologi yang dimiliki bisa menggantikan kifeepegawai yang dibutuhkan.
Maka tidak perlu mengambil pegawai. Tetapi, apabdbaliknya teknologi yang
dimiliki masih rendah harus mengambil pegawai baniuk menyelesaikan
pekerjaan sebagai pengganti dari teknologi yangnbelimiliki. Sedangkan, pada
kenyataannya tingkat teknologi yang dimiliki belperainstansi di Kabupaten
Bojonegoro bisa dikatakan tertinggal. Salah saiotahnya BKD hanya memiliki
jaringan langsung dengan BKN saja tidak denganesa&tktker yang lain, serta
peralatan yang dimiliki juga sangat minim diman&dseantor hanya memiliki
satu mesin printer. Sehingga, masih banyak hal gédgjakan secara manual.

Perencanaan pegawai harus dilaksanakan dengark-belaiya tidak
hanya asal meminta pegawai saja. Perencanaan pgegmvgakurang baik dapat
menimbulkan beberapa masalah. Salah satu contobsriygs adalah masih
banyaknya para pegawai negeri sipil yang seringakoébn pelanggaran displin

pegawai. Bahkan, saat ini ada dua orang PNS daBdg@adan Lingkungan Hidup



(BLH) dan Bagian Humas Pemkab Bojonegoro harusrakepada Wabup satu
jam sekali. Sanksi itu diberikan karena merekaatatcsering tidak ada di kantor
saat jam kerja. Sehingga, dilakukan evaluasi dengamgahadap Wabup (Riska,
blokbojonegoro.com). Rendahnya kedisplinan pegdemiebut seharusnya bisa
saja dihindari apabila perencanaan pada proses ageag CPNS bisa
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, artinya aparbpegawai yang dajukan
oleh SKPD yang bersangkutan benar-benar membutytd@awai sesuai dengan
banyaknya beban pekerjaan yang harus diselesatkakat hanya asal tunjuk
saja tanpa adanya perencanaan yang matang. Sehikgdaepannya bisa
mengakibatkan terjadinya ketimpangan beban pekegaagan jumlah pegawai
yang tersedia. Hal tersebut pula yang terjadi padas di atas. Dimana, bisa saja
pada saat itu dalam kantornya memang tidak ada rjpeke yang harus
diselesaikan, sehingga pegawai yang bersangkutamlikibanyak waktu luang
dan digunakan untuk keluyuran keluar kantor padajaa kerja.

Oleh karena itu, pengadaan sumber daya aparatog yaeliputi
perencanaan pegawai, penarikan pegawai, selek&ngatan kerja, dan orientasi
kerja sangat diperlukan guna menyikapi pelaksanadgonomi daerah.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis ameity topik penelitian
mengenai “Pengadaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah di Daerh
Otonom (Studi Tentang Perencanaan dan Penempatan @@ Pegawai

Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah KabupateBojonegoro).”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penelitikaraitersebut, maka
peneliti dapat menggambarkan adanya permasalalmarapga&lahan yang akan
peneliti jadikan bahan acuan dalam penelitianuyait

1) Bagaimana proses pengadaan sumber daya aparatermeim daerah di
Kabupaten Bojonegoro khususnya mengenai prosesgasraan dan
penempatan calon pegawai negeri sipil?

2) Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam melaksan proses
perencanaan dan penempatan calon pegawai negirdisiabupaten
Bojonegoro?

3) Bagaimana hasil yang di capai oleh BKD Kabupatejomegoro dalam

proses perencanaan dan penempatan calon pegawai sipif?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan suatu tulisan ilmiah, maka haresypanyai tujuan
tertentu yang hendak dicapai. Adapun tujuan pesulgkripsi ini adalah sebagai
berikut :

1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenaieprgengadaan
sumber daya aparatur pemerintah di Kabupaten Bg@oekhusunya
mengenai proses perencanaan dan penempatan cglomgi@egeri sipil.

2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenarfaendukung dan
penghambat dalam proses perencanaan dan penengaédanpegawali

negeri sipil di Kabupaten Bojonegoro.
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3) Untuk mendeskripsikan dan menganalisa hasil yangagai oleh BKD
Kabupaten Bojonegoro dalam proses perencanaanetsmpatan calon

pegawai negeri sipil.

D. Manfaat Penelitian
Kegiatan penelitian akan memberikan makna yangribexpabila hasil-
hasil penelitian dapat memberikan sumbangan iposigi pihak-pihak yang
berkepentingan. Adapun kontribusi yang diharaplenlipp adalah :
1) Manfaat Akademis

a. Bagi peneliti, sebagai wahana dalam meningkatkanggtahuan dan
kemampuan berpikir agar dapat menerapkan teoriytang diperoleh
di bangku perkuliahan terutama dalam mengidensfikamasalah,
menganalisis situasi, mengadakan penelitian seeacani alternatif
pemecahan masalah.

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bpgneliti lain sebagai
bahan pembanding untuk mengadakan penelitian sélgm, serta
dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukaelgem.

2) Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan masukan bagi kantor badan kepegawiai@rah
Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan pengadambesudaya
aparatur pemerintah di daerah otonom.

b. Mengetahui permasalahan dalam organisasi secata dga dapat
menerapkan teori dan konsep yang berkaitan, teeutarang

berhubungan dengan pengadaan sumber daya aparatur.
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E. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan deskripgum mengenai
garis besar isi dan pemikiran yang terkandung damdaya, serta lebih
memudahkan pembaca untuk memahami isi dari makauduglian penelitian ini.
Sistematika pembahasaanya adalah sebagai berikut :

BAB | : Pendahuluan
Dalam bab pendahuluan ini berisikan mengenai |&t@akang
ketertarikan peniliti terhadap tulisan ini, perugmisnasalah, tujuan
penelitian, kontribusi penelitian, dan sistemapkaulisan.

BAB Il : Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka, menguraikan mengenai teori-tgamg berkaitan
dengan judul atau obyek penelitian ini. Tinjauaworitetersebut
meliputi pemerintah daerah, otonomi daerah, deslksdsi, serta
pengadaan.

BAB Il : Metode Penelitian
Dalam bab ini menjelaskan mengenai metode peneliyiang
digunakan, fokus penelitian, lokasi dan situs p&aal sumber dan
jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen lgEme serta
analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Menyajikan data-data dari hasil penelitian antaia lgambaran
umum lokasi penelitian, data fokus penelitian, iIgelanya data-

data hasil penelitian tersebut dianalisa.
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BAB V : Penutup
Merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi iaing berisi
mengenai kesimpulan serta saran-saran yang dibeskdagai
masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

DAFTAR PUSTAKA
Bagian ini memuat semua pustaka yang dikutip darg yaenjadi
sumbangan pandangan maupun pemikiran terhadap pkarec
masalah yang diangkat.

LAMPIRAN
Pada bagian ini berisi tambahan informasi yang raezgsung
ataupun tidak langsung digunakan sebagai dasak Utegoerluan
penafsiran dalam bab hasil penelitian dan pembahasag
berfungsi sebagai tambahan atau pedoman dalam ukalak

analisa data dari bahan primer maupun sekunder.



BAB I

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah dan Aparatur Pemerintah
1. Pengertian Pemerintah Daerah

Istilah pemerintah daerah dan pemerintahan dadedééim pandangan
masyarakat artinya acap kali dicampur adukan atamihki arti yang sama.
Padahal, pada dasarnya kedua istilah tersebut rkearti yang berbeda. Untuk
lebih jelasnya dalam membedakan istilah pemerimtah pemerintahan dapat
dilihat secara etimologis. Pada dasarnya istilamgatahan berasal dari kata
perintah yang mempunyai arti melakukan sesuatunggh dengan demikian
dapat dikatakan bahwa :

“Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu aegi@u badan

tertinggi yang memerintah sesuatu negara sepdrnéamerupakan suatu

pemerintah. Pemerintah yakni kata nama syubyek Ymardiri sendiri.

Sebagai contoh misalnya pemerintah pusat, pemericiaerah dan

sebagainya. Pemerintah dilihat dari segi tata @ahasrupakan kata

jadian, yang oleh karena subyek mendapat akl@raAstinya pemerintah

sebagai subyek melakukan tugas atau kegiatan. $exan melakukan

tugas atau kegiatan itu disebut sebagai pemerimtahizu dengan kata

lain, bahwa pemerintahan yakni perbuatan pemetih{&tumorang dan

Cormentyna, 1994:4)

Dalam wuraian berikutnya mendapatkan pengertian baikngenali
pemerintah sebagai subyek maupun pemerintahan aekagiatan, terutama
pemerintah di daerah. Kemudian mengenai perbedstdahi pemerintah dan

pemerintahan menurut Marian yang dikutip oleh Sdrang dan Cormentyna

(1994:4) adalah sebagai berikut :

13
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“Istilah pemerintah menunjuk kepada bidang tugdegaan atau fungsi.
Sedangkan istilah pemerintahan menunjuk kepadanbauigan atau alat
perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidaggstyekerjaan itu.
Dapat diakatakan kalau pemerintahan menunjuk keplgek, sedangkan
istilah pemerintah menunjuk kepada subyek.”

Jika ditelisik lebih dalam, pengertian tentang pentah dan pemerintahan
nampaknya perbedaan yang terkandung di dalamnyankatk menunjukkan ada
pemisahan antara pemerintah dengan pemerintahtamyaAada pemerintah disitu
ada pemerintahan. Sebagaimana tertuang dalam U+wehaiagng No. 32 tahun
2004 pasal 1 tentang pemerintahan daerah, yangksiimadengan pemerintah
daerah adalah sebagai berikut”

“Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusaeripgahan daerah

oleh pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi ugastpembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistemprinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimakslaimd&ndang-

Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 19%&slangkan,

pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atalkotal dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintaheahdae

Supriatna (1993:71) mengemukakan bahwa “adanya meatean di
daerah adalah untuk menyelenggarakan kelancarapaa@rataan pembangunan
di daerah dengan menggali potensi dan memanfaatkaber daya yang dimiliki
untuk kepentingan dan kemanfaatan rakyat di dae@priatna (1993:87) juga
menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pemenmmtahadaerah adalah
sebagai berikut:

a. Secara politis untuk menjaga tetap tegak dan ualNggara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undadgng Dasar
1945, yang dikonstruksikan dalam sistem pemerimapasat dan
daerah, yang memberi peluang turut sertanya radglam mekanisme
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

b. Secara formal dan konstitutional untuk melaksanaketentuan dan

amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Gariar Bdaluan
Negara.
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c. Secara operasional untuk meningkatkan daya gunahdsih guna
penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutamandattaksanaan
pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat seitk
meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesabangsa.

d. Secara administrasi pemerintahan, untuk lebih mdarpEar dan
menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan sehindgpat
terselenggara secara efisien, efektif dan produktif

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwanepetah daerah
merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan bagyarakat daerah yang
dapat berimplikasi pada efisiensi dan peningkatspon pemerintah secara
keseluruhan. Sehingga, perwujudan pengelolaan sutalya di daerahnya diatur
sendiri dengan semaksimal mungkin tetapi tetap dokmman pada peraturan
pemerintah pusat. Pengadaan aparatur pemerintaahdaeerupakan wujud dari

adanya pemerintahan daerah.

2. Pengertian Aparatur Pemerintah
Aparatur pemerintah terdiri dari dua kata, yaitarapur dan pemerintah.
Menurut Poerwadarminta (1976:53) istilah aparatiartitan sebagai alat-alat
negara, pegawai-pegawai dan sebagainya. Sedang&aaruh Handayaningrat
(1992:154) yang dimaksud dengan aparatur pemeredabah yang menduduki
jabatan dalam kelembagaan pemerintah (badan ek3efang meliputi:

1) Pejabat negara yang berstatus dalam bidang peat&aimnt
(eksekutif), yaitu:

Presiden dan wakil presiden

Menteri-menteri

Gubernur

Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republdnésia

di luar negeri

2) Angkatan bersenjata Republik Indonesia yang bestudjdidang
keamanan dan ketertiban.

3) Pegawai negeri sipil daerah dan pusat

apop
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4) Pegawai negeri yang bertugas pada perangkat peaterin
desa/kelurahan.
5) Aparatur perekonomian negara, yaitu:
a. Bank-bank milik negara dan daerah yang memberikan
pelayanan atas jasa-jasa perbankan.
b. Badan usaha milik negara daerah yang memberikan
pelayanan umum pada masyarakat.

Aparatur pemerintah merupakan ujung tombak birokrasg berhadapan
langsung dengan masyarakat yang seharusnya mampgakoenulasi dan
menangani berbagai kasus dan keluhan yang adanmpasiarakat. Oleh karena
itu, keberhasilan pemerintahan ditentukan oleh rpeyang dimainkan oleh
aparatur pemerintah sebagai pelaksana menjalankaenad, isi dan misi
pembangunan karena dibutuhkan sumber daya apaeanearintah yang memiliki
komitmen tinggi dalam menjalankan tugas sesuai @aempgraturan yang berlaku

dan sesuai aspirasi msayarakat. Namun, pada kenygt® aparatur belum

mampu untuk melaksanakan hal tersebut.

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Salah satu aparatur pemerintatialah PNS. Menurut Widjaja (1997:26)
pengertian PNS adalah unsur aparatur negara, agdra, dan abdi masyarakat
yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada panddsdiang-undang dasar
1945, negara dan pemerintah menyelenggarakan tpgaserintahan dan
pembangunan. Sedangkan, menurut Wojowasito (208)):88lam kamus Bahasa
Indonesia, kata pegawai berarti orang yang belgag® pemerintah (perusahaan
dan sebagainya), sedangkan pegawai negeri beragira atau pemerintah. Jadi,

pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada peateatau negara.
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PNS pusat adalah pegawai yang gajinya dibebankaia @enggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN) dan bekeda gepartemen, lembaga
pemerintah non departemen, kesekretariatan, lemtsatjaggi negara, instansi
vertikal di daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, kepaa@én atau dipekerjakan untuk
menyelenggarakan tugas negara lainnya. SedangkaS Béakrah adalah
Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankara@atygaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD) dan bekerja pada pemerintdharah, atau dipekerjakan
diluar instansi induknya. Jadi dapat diketahui b@aHANS daerah adalah PNS
daerah otonom.

PNS mempunyai peranan amat penting sebab PNS rkarupasur
aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerindgrampembangunan dalam
rangka mencapai tujuan negara. Tujuan negara kdéperti tertuang dalam
pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bas@saseluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, emEskan kehidupan
bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Keemjpahtnegara ini hanya bisa
dicapai dengan adanya pembangunan nasional yangkukin dengan
perencanaan yang matang, realistik, terarah dg@ader bertahap, bersungguh-

sungguh, berdaya guna dan berhasil guna.

B. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
1. Pengertian Desentralisasi
Pengertian desentralisasi ditinjau secara etimsl@gbagaimana yang
dikemukakan oleh Kusumaatmaja yang dikutip oleh aGinata (1994:46)

“berasal dari bahasa latin dari katayang berarti lepas dan katantrumyang
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berarti pusat. Dengan demikian desentralisasi ddipdikan sebagai suatu upaya
melepaskan diri dari pusat.” Sementara itu, daldunNé 22 Tahun 1999 pasal 1
huruf (e), dinyatakan bahwa “desentralisasi adatgmyerahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daeraiorot dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan adanya desentralisasi bukan berarti perabripusat tidak
memiliki kewenangan untuk mengawasinya. Pemeriptedat tetap memiliki hak
untuk mengawasi daerah-daerah otonom yaitu daeraimg yberhak dan
berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumalgtan@ sendiri. Wewenang
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya itasakerdari pelimpahan
pemerintah pusat.

Adapun alasan yang melatar belakangi pemerintahukunperiu
mengadakan desentralisasi yang didasarkan padaiskopang diinginkan
sekaligus memberikan landasan filosofis bagi pemgdaraan pemerintahan
daerah. Adapun alasan-alasannya seperti yang dipkgk oleh The Liang Gie
yang dikutip oleh Kaho (1982:7) adalah sebagakbéri

a. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kelass
desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpkétaiasaan
pada suatu pihak saja yag akhirnya dapat menimbuiici.

b. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralishanggap
sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarikatakyt serta
dalam pemerintahan serta melatih diri dalam menyaergan hak-
hak demokrasi.

c. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, alas@ngadakan
desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapaitu su
pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lekéima diurus
oleh pemerinth setempat pengurusannya diserahkasd&edaerah.

Hal-hal yang lebih tepat ditangani pusat diurushofpemerintah
pusat.
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d. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakapaya perhatian
dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan daatah
seperti geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekiodan watak
budaya atau latar belakang sejarahnya.

e. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, dedisasi
diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebilyadkarsecara
langsung membantu pembangunan tersebut.

Sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi daayelenggaraan
pemerintahan dengan otonomi daerah, maka daerahpungai kewenangan
dalam mengelola pembangunan sebagai sarana untokap@ kesejahteraan
rakyat yang harus dilaksanakan secara bertangguagabj sehingga

memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurushrs@mgganya sendiri.

2. Keuntungan dan Kerugian Desentralisasi
Menurut seorang sarjana yang dikutip oleh Kaho 2188, mengatakan
keuntungan-keuntungan yang dapat diambil denganyaddesentralisasi adalah
sebagai berikut:

a. Karena banyaknya urusan pemerintah dilaksanakah dkerah-
daerah, maka penyelenggaraannya menjadi lebihifedekt efisien;

b. Dalam rangka demokrasi, desentralisasi lebih mdéndakyat untuk
turut serta dalam masalah-masalah politik (pemenant);

c. Karena pemerintah-pemerintah daerah lebih langsergubungan
dengan masyarakat, maka penyelenggaraan urusamurdsn
pengaturannya akan dapat lebih disesuaikan derg@rasi-aspirasi
masyarakat setempat atau disesuaikan dengan ekialegihnya;

d. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah elgndekat lagi
sehingga masyarakat lebih merasakan eksistengpaida pemerintah;

e. Usaha-usaha pembangunan di daerah akan lebih banyak
mengikutsertakan masyarakat di lingkungannya, lnggan lebih
disesuaikan dengan cita-cita mereka;

f. Tiap daerah akan berlomba membangun daerahnya,gaing
pembangunan nasional lebih cepat dilaksanakan.

Adapun kerugian yang dapat ditimbulkan dengan alpleannya

desentralisasi menurut Halim dan Mujib (2009:4)laldaebagai berikut :
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a. Desentralisasi sering diartikan oleh pemerintah alloksebagai
kewenangan penuh.

b. Adanya kemungkinan implikasi terhadap keadilan rap@merintah
lokal atau daerah yang bervariasi. Hal ini kares@antung pada
pengaturan kelembagaan dan kebijakan pemerintalat pyang
menyangkut pemerataan antar daerah dan penduduk.

c. Bisa saja desentralisasi tidak hanya gagal dalanmingleatkan
pelayanan publik, tetapi juga bisa memberikan ks
ketidakstabilan nasional. Ini dapat terjadi apalpieanerintah pusat
tidak melakukan upaya redistribusi sumberdaya kgammnkepada
daerah yang miskin.

d. Desentralisasi bisa berimplikasi pada resiko ekonom@kro dalam
bentuk membengkaknya defisit anggaran karena tieedéontrolnya
pengeluaran sektor publik yang dilakukan pemeritakal.

e. Munculnya dilema kemampuan keuangan daerah. Defieati
berarti otonom, tetapi kemampuan keuangan masiklaleryang
berakibat menjadi kembali sebuah persoalan peraérmisat.

3. Pengertian Otonomi Daerah
Undang-undang No. 22 tahun 1999 pasal 1 huruf tbipami daerah
adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatumesgurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri lz@kdes aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. d¢agh senum otonomi daerah
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakarsendiri
tanpa tekanan dari pihak luar.

b. Daerah memiliki kewenangan untuk memilih dan meulcar
pimpinan daerahnya (KDH).

c. Daerah memiliki kewenangan penuh mengelola keuarygadalam
membiayai kegiatan rumah pemerintahannya.

d. Lembaga daerah memiliki supremasi terhadap eksalagrah.

Sedangkan, menurut Adisubrata (1999:1) mengatakamothi daerah
adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus ruarajyda daerah,
yang melekat pada negara kesatuan maupun negarasedewenangan
mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di nkegsatuan meliputi
segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapsanuryang
dipegang oleh pemerintah pusat seperti:

a. Hubungan luar negeri;

b. Pengadilan;
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c. Moneter dan keuangan;
d. Pertahanan dan keamanan.

Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 telah memaeil#&ndasan yuridis
yang jelas tentang keberadaan otonomi daerah, textagmpir dalam pasal 18
UUD 1945. Pada intinya menyatakan bahwa wilayaloedia dibagi atas daerah
besar dan kecil yang bentuk dan susunan pemermighaditetapkan dengan
undang-undang. “Secara etimologis, kata otonomadatrdari bahasa Yunani
autos yang berarti sendiri, daryang berarti aturan atau undang-undang.”
(Abdurrahman 1987:9)

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwanami daerah adalah
pada intinya merupakan suatu bentuk hak atau kewgamayang dimiliki oleh
suatu daerah untuk mengurus atau mengelola rumalgartga sendiri.
Sehubungan dengan hal tersebut, Ateng Syarifudiandddandoyo (1998:27)
mengatakan bahwa “istilah otonomi mempunyai maknebekasan atas
kemandirian (zelfstandingheid)tetapi bukan kemerdekaafanafhankelifheid).
Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adslghd pemberian yang
harus dipertanggung jawabkan.”Pelaksanaan otonaeratl tentunya tidak bisa
terlepas begitu saja dengan peran penyelenggararipgaman, yaitu aparatur
pemerintah. Dalam hal ini, aparatur berfungsi sebadpdi negara dan abdi
masyarakat yang mempunyai tugas memberikan pelaykepada masyarakat

dengan sebaik-baiknya secara profesional.
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4. Tujuan Otonomi Daerah

Menurut Maskun (1995:43) tujuan pemberian otonormaerdh kepada
daerah adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan ekonomi masyarakat setempat;
b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c. Meningkatkan sosial budaya masyarakat;

d. Untuk demokratisasi;

Tujuan otonomi daerah yang dikemukakan diatas ldéd@tsifat lokal.
Sementara, Liang Gie dalam situgwww.silahkanngintip.blogspot.com),
mengemukakan bahwa tujuan pemberian otonomi daelaah :

a. Mengemukakan kesadaran bernegara/berpemerintahnyamdalam
kepada rakyat diseluruh tanah air Indonesia.

b. Melancarkan penyerahan dana dan daya masyarakataetiah
terutama dalam bidang perekonomian.

Pada intinya, tujuan dari pemberian otonomi da&egfada daerah adalah
untuk meningkatkan daya guna dan pencapaian hakind penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah untuk lebihngkatkan berbagai
bentuk pelayanan kepada masyarakat. Tujuan lairpdarberian otonomi daerah
yaitu tidak terjadinya lagi pemusatan kekuasaangylaerpusat di pemerintah
pusat. Sehingga, pemerintah pusat tidak lagi tedatbebani dengan urusan-
urusan yang berhubungan dengan pemerintah daet@ihgga pemerintah pusat
bisa lebih membangun hubungan global dengan nelgarademi kemajuan

Bangsa Indonesia. Di sisi daerah akan lebih bisakumenunjukkan kemampuan
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maupun kreatifitasnya untuk mengelola berbagaiamualam daerah itu sendiri,

intinya pemerintah daerah dituntut kemandiriannya.

5. Pengertian Daerah Otonom

Berdasarkan pada Undang-undang No. 32 tahun 2084l fgaayat (6)
yang dimaksud daerah otonom adalah kesatuan mbayaraulkum yang
mempunyai batas daerah tertentu berwenang menggtunengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri lzekades aspirasi masyarakat
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengambil kalimat dalam Muluk (2006:10) yang meagan bahwa, “hal
yang paling krusial berkenaan dengan daerah otomonmadalah persoalan
penentuan batas dan besaran daerah otonom”. 8alawWorton yang dikutip oleh
Muluk (2006:11) mengungkapkan bahwa “penataan baiaberkaitan dengan
efisiensi ekonomi dan efektivitas demokrasi. Komakindi antara keduanya
mempunyai arti penting untuk menciptakan stabilithen fleksibilitas serta
responsifitas.”

Menurut Kaho (1995:80) mengemukakan bahwa suatuadadisebut
sebagai daerah otonom apabila memiliki ciri-cibasgai berikut :

a. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan runasgga
daerah.

b. Urusan rumah tangga daerah itu diatur dan disebeaggn daerah
itu sendiri.

c. Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tanggatdssrsebut,
maka daerah memerlukan aparatur sendiri.

d. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat meiikda
pendapatan yang cukup besar bagi daerah, agar degabiayai

segala kegiatan dalam rangka penyelengaraan urusah tangga
daerah.
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Dari beberapa pengertian di atas, setidaknya malsyiarbisa lebih
mengerti perbedaan antara otonomi daerah dengaahdatonom. Sebagaimana
pengertian otonomi daerah di atas, jelaslah bahmtakumenerapkan otonomi
daerah harus memiliki wilayah dengan batas admasistpemerintahan yang
jelas. Oleh karena itu, daerah otonom dapat dart8ebagai wilayah administrasi
pemerintahan dan kependudukan dengan batas-batastue Daerah otonom
dikatakan memiliki dua bagian, meskipun titik bgrelaksanaan otonomi daerah
dilimpahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Nardaarah provinsi memliki

otonomi secara terbatas terkait dengan koordimaar &abupaten/kota.

C. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
1. Pengertian Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1974 pasayab (1) yang
dikutip oleh Musanef (1984:110), disebutkan bahwagadaan pegawai negeri
sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong. rkasi adalah penentuan
jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukidmrapkan mampu
melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh geyaing berwenang dan agar
mampu melaksanakan tugasnya secara efektif darreBerta berkelangsungan
berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi. kerja

Selain Itu Dalam Peraturan Pemerintah No 98 tahd@02disebutkan
bahwa pengadaan pegawai negeri sipil adalah kegiatéuk mengisi formasi
yang lowong mulai dari perencanaan, pengumumargn@hn, penyaringan,
pengangkatan calon pegawai negeri sipil sampaiatepgngangkatan menjadi

pegawai negeri sipil. Lowongan formasi dalam satoeganisasi negara pada
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umumnya disebabkan adanya pegawai negeri sipil yasrgenti, meninggal
dunia, mutasi jabatan, dan adanya pengembanganisaiga

Tayibnapis (1995:128) mengatakan “pengadaan pegan&iupakan
langkah awal dari pelaksanaan rencana kepegawgeamy bertujuan untuk
memperoleh tenaga-tenaga potensial dari masydraHlat. ini berarti bahwa
pengadaan PNS harus dilaksanakan secara obyektifralasparan, berdasarkan
syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidaknbeglakan jenis kelamin, suku,
agama, ras, golongan, atau daerah. Dengan kat®émigadaan CPNS dilakukan
berdasarkan prinsip netral, obyektif, akuntabebasedari korupsi, kolusi, dan
nepotisme serta transparansi.

Sedangkan, menurut Musanef (1984:110), pengadagawae negeri sipil
adalah untuk mengisi formasi yang lowong. Lowondammasi dalam suatu
organisasi pada umumnya disebabkan dua hal yaitu :

a. Adanya p_egawai yang keluar karena berhenti ataenkaperluasan

organisasi.

b. Karena pengadaan pegawai negeri sipil adalah untrgisi formasi
yang lowong maka penerimaan pegawai negeri sipishiaerdasarkan
kebutuhan.

Dalam hal ini, pengadaan sumber daya aparatur dhpdikan sebagai
upaya dari instansi pemerintahan dalam menyiapkam whenyeleksi calon
pegawai negeri sipil untuk kemudian direkrut dalemipatkan di bidang kerjanya
sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan dari sistemkait. Sehingga,
diharapkan dapat bekerja dengan sebaik-baiknyauklti, pengadaan pegawai

negeri sipil harus dilakukan berdasarkan kebututemgan seobyektif mungkin

dengan syarat yang ditentukan.
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Setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatarg ysama untuk
melamar menjadi pegawai negeri sipil. Hal tersebesuai dengan yang tertuang
dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2002 tenpangbahan Peraturan
Pemerintah No 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegemgeri sipil, yang
menyebutkan bahwa lowongan formasi PNS diumumkdnaséuasnya oleh
pejabat yang berwenang yaitu pejabat pembina keega. Pengadaan pegawai
harus dilakukan secara terbuka dan disebarkan ssklaanya, melalui media
massa baik cetak maupun elektronik. Hal tersebutkumemberikan kesempatan
kepada sebanyak mungkin semua masyarakat Indongdigk mengajukan
lamaran, sehingga lebih banyak kemungkinan juga estgnsi pemerintahan

untuk memilih pegawai yang benar-benar sesuai kblbnt

2. Proses pengadaan

Pengadaan PNS secara tegas diatur dalam Peratemagriftah No. 98
tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Per&emaerintah No. 11 tahun
2002 tentang pengadaan calon pegawai negeri Sgllagaimana yang terlampir
dalam peraturan pemerintah No.11 tahun 2002 terpangadaan PNS pasal 2
ayat (1) adalah pengadaan PNS dimulai dari peraaran pelamaran,
penyaringan, pengangkatan CPNS, sampai denganmajan menjadi PNS.
Proses pengadaan menurut Hasibuan (2011:38) adalah

a. Peramalan kebutuhan tenaga kerja,

b. Penarikar(recruitmen),

c. Seleksi(selection),

d. Penempatan, orientasi, dan induksi karyawan.
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a) Peramalan Kebutuhan Tenaga Kerja

Istilah peramalan kebutuhan tenaga kerja sama &aeggan perencanaan
sumber daya manusia. Tayibnapis (1995:43) mengatakhwa “perencanaan
adalah unsur yang mengawali seluruh kegiatan adtrasi kepegawaian.
Berbagai masukan (input) dianalisa untuk memperaltérnatif-elternatif yang
terbaik. Dengan demikian dituntut kepekaannya tapgerkembangan situasi”.
Bayak pengertian perencanaan sumber daya manudeingsikan para ahli
secara berbeda. Werther dan Davis yang dikutip df@niandja (2002:75)
mengatakan :

“Proses yang sistematis untuk meramalkan kebutplegawai(demand

dan ketersediaarfsupply) pada masa yang akan datang, baik jumlah

maupun jenisnya, sehingga departemen sumber dayaisiaadapat

merencanakan, pelaksanaan rekrutmen, seleksiihaglatdan aktivitas

yang lain dengan lebih baik.”

Sedangkan, menurut Sikula yang dikutip oleh Mangkgana (2009:4)
mengemukakan bahwa :

Human resource of manpower planning has bedined as the process of

determining manpower requirements and the meansnfeeting those

requirements in order to carry out the integratddrns of the organizatian

(perencanaan sumber daya manusia atau perencaeraagat kerja

didefinisikan sebagai proses pemenuhan kebutuhaagde kerja dan

berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar gmiaknnya

berintegrasi dengan rencana organisasi).

Selain itu, Tayibnapis (1995:44) berpendapat bahtparencanaan
pegawai adalah perkiraan yang sistematik tentarigutkban sumber daya
manusia yag diperlukan oleh organisasi. Dengan redmipngkan jumlah dan

jenis pegawai yang diperlukan, maka biro kepegawalapat merencanakan

pengadaan dan pengembangan pegawai.”
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Setidaknya ada 6 (enam) manfaat yang dapat diatabiladanya proses

perencanaan, yaitu :

1.

2.

Organisasi dapat memanfaatkan sumber daya mararsipsyidah ada
dalam organisasi secara lebih baik.

Melalui perencanaan sumber daya manusia secara ngnata
produktivitas kerja dari tenaga yang sudah adatdhfpagkatkan.
Perencanaan berkaitan dengan penentuan kebutlaan tenaga
kerja dimasa depan, baik dalam arti jumlah danikkasinya untuk
mengisi berbagai jabatan dan menyelenggarakan dmariaktivitas
baru kelak.

Salah satu segi MSDM yang dewasa ini dirasakan lgangpenting
lalah penanganan informasi ketenagakerjaan.

Salah satu kegiatan pendahuluan dalam melakukaangaraan
adalah penelitian.

Perencanaan sumber daya manusia merupakan dasaebggsunan
program kerja bagi satuan kerja yang menangani suntaya
manusia dalam organisasi. (Siagian, 2005 : 44-48)

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapahpmllkan bahwa

perencanaan sumber daya manusia merupakan suagespnmenentukan

kebutuhan pegawai pada masa sekarang maupun yangdakang berdasarkan

perubahan-perubahan yang terjadi untuk memastikémvéd kegatan organisasi

dapat terlaksana dengan baik, serta penempatarw@egsecara tepat dan

bermanfaat secara ekonomis.

Dalam Mangkunegara (2009:5), Sedikitnya ada tigaek@éngan dalam

perencanaan sumber daya manusia (pegawai), yaitu :

1.

Kepentingan individu. Perncanaan sumber daya mansangat
penting bagi individu pegawai, karena dapat membargningkatkan
potensinya, begitu pula kepuasan dicapai melak@mmanaan.

Kepentingan organisasi. Perencanaan sumber dayasmasangat
penting bagi organisasi dalam mendapatkan caloravpegyang
memenuhi kualifikasi. Dengan adanya perencanaanbeumndaya
manusia, dapat dipersiapkan calon-calon pegawag y@arpotensi
untuk menduduki posisi manajer untuk masa yang digang.

Kepentingan nasional. perencanaan sumber daya maasasgat
bermanfaat bagi kepentingan nasional. Hal ini kargregawai-
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pegawai yang berpotensi tinggi dapat dimanfaatkara poleh
pemerintah dalam rangka meningkatkan produktifitagsional.
Mereka dapat dijadikan tenaga-tenaga ahli dalamngiderentu untuk
membantu program pemerintah.

Dalam tahap perencanaan sumber daya manusia atisiarabatan pada
formasi pegawai suatu organisasi maupun instamsepsetahan sangat penting,
guna menentukan penempatan pegawai pada formagi k@song. Menurut

Mangkunegara (2009:13) yang mengartikan pendapat Ytasder mengatakan

bahwa analisis jabatan adalah

“Prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dangetiap jabatan
yang diperoleh dan dicatat secara sistematis”. isisajabatan harus
dibedakan dengan analisis pekerjaan yang menitikatken pada
karakteristik pegawai, penggunaan ujian fisik, tees- wawancara dan
prosedur-prosedur lainnya untuk tujuan tersebut.”

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti ada alasang yamelatar
belakanginya, begitu juga mengenai analisis jabatlasan dilakukannya

pelaksanaan analisis jabatan seperti yang diungkapleh Hariandja (2002:49)

adalah

“Informasi tersebut dapat menjadi landasan untukaoneokkan pekerjaan
dengan petugas, untuk mengetahui beban kerja ydakukian, untuk
mengetahui kemungkinan berbagai hambatan yang uiifgsna pelaksana,
dan menjadi landasan dalam pelaksanaan keselukdgiatan MSDM
dalam upaya memenuhi fungsinya.”

Ada lima tahap dasar analisis jabatan yang dikekarkaleh Dubrin yang

dikutip oleh Mangkunegara (2009:13-14) yaitu :

1. Tahap pertama. Pengumpulan latar belakang informasi
Mengumpulkan semua informasi dan diadakan penguganadap
informasi yang ada. Di samping itu, dibuat jugakdesi jabatan,
bagan organisasi informasi tentang upah dan gaji.

2. Tahap kedua. Pemilihan kedudukan yang representatif
Tahap ini merupakan tahap penentuan kedudukan seswgi dengan
kemampuan pegawai dan persyaratan yang telahwksnt
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3. Tahap ketiga. Pengumpulan data analisis jabatan
Pengumpulan data yang relevan dengan kemampuan skidin
pegawai.

4. Tahap keempat. Pengembangan deskripsi jabatan

Pengembangan deskripsi jabatan yang berhubungganideperluan
perusahaan

5. Tahap kelima. Pengembangan spesifikasi jabatan
Menguraikan kebutuhan jabatan, seperti kemampufat;s#at, baat,
skill, dan pengalaman pegawai.

Sedangkan yang dimaksud dengan formasi, menuruaméfig1984:101)
yang mengatakan formasi adalah “suatu pengendpks@mgadaan yang terarah
serta terperinci, yang harus disusun struktur asgan jenis, sifat, beban kerja
dan menggambarkan susunan pokok piramida kepegasaiasi, sehingga dapat
diambil kepastian adanya kelebihan atau kekurapggawai.” Lain lagi dengan
Tayibnapis (1995:47) yang mengatakan “apabila paiage formasi adalah
jumlah dan susunan pangkat PNS pada periode terteaka pengertian ini sama

dengan batasan dari webster yang menyebutkan foaai@sh suatu susunan atau

posisi seperti posisi yang terdapat dalam keteatata

b) Penarikan (recruitmen),

Perekrutan diartikan sebagai proses penarikan $spumalon yang
berpotensi untuk diseleksi menjadi pegawai. Prosesdilakukan dengan
mendorong atau merangsang calon yang mempunyangpaléuk mengajukan
lamaran dan berakhir dengan didapatkannya sejucal@m. (Hariandja 2002:96-
97)

Sedangkan menurut, Musanef (1984:108) yang mermatdlahwa :
recruitment (penerimaan) suatu usaha untuk mencari dan methdapa
calon-calon pegawai yang melamar jabatan yang Igikosong, guna
mendapatkan sebanyak mungkin calon/pelamar yangemém syarat-
syarat menurujob descriptiondan analisa yang diminta untuk jabatan
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yang lowong pada suatu organisasi. Untuk dipililorwaalon terbaik dan
cakap diantara mereka.

“Penarikan adalah proses pencarian dan pemikaten qaon pegawai
yang mampu bekerja di dalam organisasi.” Edwin Bpd yang dikutip oleh
Hasibuan (2011:40). Dari beberapa pengertian & d#gpat disimpulkan bahwa
penarikan atau rekrutmen adalah suatu upaya yalasuklan oleh instansi
pemerintah untuk menemukan dan mendapatkan pegsawmg sesuai dengan
kebutuhan instansi yang bersangkutan. Pada dasaagaran akhir yang ingin
dicapai dari proses penarikan adalah didapatkacal@ pegawai yang sangat
baik dan tidak berhasilnya proses penarikan adatkk didapatkannya calon
yang berpotensi.

Hariandja (2002:99) mengatakan, berdasarkan peagertbbahwa
perekrutan merupakan upaya untuk mendapatkan s#jucalon pegawai yang
berpotensi dan memenuhi syarat untuk menjadi gadgawai, terdapat sejumlah
hambatan dalam perekrutan. Hambatan-hambatan tétsetsumber dari :
Kebijaksanaan organisgsirganizational policies)

Perencanaan sumber daya man(isignan resources plan)
Affirmatif action plan

Kebiasaan perekriftecruiter babits)

Kondisi lingkunga eksterng&nvironment condition)
Persyaratan jabatgjob requirement)

Biaya penarikaricost)
Perangsangncentive)

0 2l Vi

Adapun sumber dari penarikan mengacu pada tempat latgkungan
tempat calon pegawai didapatkan, dan metode mengawa cara atau
pendekatan yang digunakan untuk mendapatkannylidades mengenai sumber

calon tenaga kerja, secara umum meliputi :
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5. Sumber Internal
Orang-orang yang sudah menjadi pegawai perusalyasg sudah
menduduki jabatan tertentu yang mungkin dapat dghkan,
dipromosikan untuk mengisi jabatan yang kosong luelproses
seleksi yang akan dilakukan.

6. Sumber Eksternal.

Orang-orang yang belum menjadi pegawai perusahgamy akan
ditarik untuk menjadi calon pegawai. Hariandja (2007-108)

Apa yang disampaikan oleh Hariandja terkait dergganber calon tenaga
kerja khussunya dari sumber internal, seperti ytenglis di atas diperuntukkan
bagi perusahaan dengan kata lain adalah sektotassvidamun, hal tersebut juga
dapat di aplikasikan pada sektor publik. Perekrgtamber internal pada instansi
atau sektor publik dapat dicontohkan dengan perigdag tenaga honorer
menjadi pegawai negeri sipil. Pengangakatan tetdeisa juga disebut sebagai
promosi bagi tenaga honorer yang selama ini telgiekdrjakan dan telah
memenuhi syarat untuk diangkat guna mengisi fornyasig kosong sebagai
Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000 tgnf@ngadaan
pegawai negeri sipil pada pasal 3 berbunyi setigygav negara Republik
Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuknaelanenjadi PNS

setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukamdpkraturan pemerintah ini,

yaitu :

1. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pElaesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2002 tentangbakam atas
peraturan pemerintah No. 98 tahun 2000 tentangguran pegawai

negeri sipil pada pasal 6 berbunyi :
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a. Warga negara Indonesia;

b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tatam
setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;

c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berkasar
putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuat&omhu
yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidajah&en;

d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak péasintaan
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawgernsipil,
atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagawsegavasta;

e. Tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri;

f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ksgiilan
yang diperlukan;

g. Berkelakuan baik;

h. Sehat jasmani dan rohani;

I. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Bipu
Indonesia atau negara lain yang ditentukan olehepietah;

j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan gabat

2. Tidak berdasarkan golongan, agama, atau ras. Pri@sebut sesuai

dengan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-undang3\@ahun 1999
yang berbunyi :

“‘pengangkatan PNS dalam setiap jabatan dilaksanaéatasarka
prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetemsstasi kerja,
dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabadtasdrta syarat
obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamikus@gama,
ras atau golongan.”

Berdasarkan pada PP No 11 tahun 2002 atas perubPdhdio 98 tahun

2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil, setydabisa dikemukakan

bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh setiafs#N adalah :

1.

2.

Adanya kesesuaian kompetensi yang dibutuhkan.

Memiliki sikap profesionalisme.

Memiliki etos kerja yang tinggi dan rasa kesetipada instansi.
Dapat menunjukkan sikap bukan sebagai bos barunkatasebagai

pelayan masyarakat.
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5. Mampu menunjukkan prestasi kerja dengan baik.

Berbagai kompetensi inilah yang sebenarnya harjsliklan landasan
yuridis oleh pihak-pihak yang berwenang dalam me{ak penempatan kerja
pegawai baru. Tentu saja, dengan harapan agar patemkerja tersebut benar-
benar memenuhi persyaratan praktis dan teoritigy y@asanya lazim dikenal
dengan istilalthe right man on the right place.

Sedangkan hal yang tidak kalah pentingnya dalanakukin penarikan
pegawai adalah metode yang digunakan, karena mepm@rikan akan
berpengaruh besar terhadap banyaknya lamaran yeag masuk ke dalam
perusahaan. Metode penarikan antara lain sebagaibe

1. Metode Tertutup

Pada metode ini penarikan hanya diinformasikan d&ppara
karyawan atau orang-orang tertentu saja. Akibatiayaaran yang
masuk relatif sedikit sehingga kesempatan untuk daestkan
karyawan yang baik sulit terwujud.

2. Metode Terbuka

Pada metode ini, ketika penarikan diinformasikarese luas dengan
memasang iklan pada media masa, cetak maupun ozlgktragar
tersebar luas ke masyarakat. Dengan metode terlakeran
diharapkan banyak yang masuk sehingga kesempatank un
mendapatkan karyawan yangualified lebih besar. (Hasibuan
2011:44)

c) Seleksi(selection),

Tayibnapis (1995:131) berpendapat seleksi adalabgidtan untuk
memilih tenaga-tenaga yang bermutu diantara pelaraag mengikuti proses
pengadaan”. Seleksi diadakan dengan maksud untuldapatkan mengenai

kenyataan seseorang tentang kecakapan, kepribadrargsaan-kebiasaan dan

keterangan lain-lain yang dipandang perlu guna meaittan tenaga kerja yang
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cakap dan terbaik. Untuk itu, kegiatan seleksi m@dinpenting, oleh karena
pentingnya proses seleksi mengakibatkan kegiataaliet harus dilakukan secara
tepat dan benar guna mendapatkan tenaga kerjadyfautghkan.

Sedangkan menurut Sikula yang dikutip oleh Manggare (2009)

berpendapat sebagai berikut:

“Selecting is choosing. Any selection is a collectof things chosen. The
selection process involves picking out by prefeeensome objects or
things from among others. In reference to staffengd employment,
selection refers specifically to the decision toeha limited number of
workers fro a group of potential employees(penyeleksian adalah
pemilihan. Menyeleksi merupakan suatu pengumpuénsiiatu pilihan.

Proses seleksi melibatkan pilihan dari berbagai elobjdengan

mengutamakan beberapa objek saja yang dipilih. rDatapegawaian,

seleksi lebih secara khusus mengambil keputusamademembatasi
jumlah pegawai yang dapat dikontrak kerjakan ddingn sekelompok

calon-calon pegawai yang berpotensi).

Selanjutnya, pengumuman pengadaan PNS dilakukaaluneiedia masa
baik cetak maupun elektronik dan juga dalam bemekgumuman lain yang
ditempatkan pada kantor-kantor instansi pemerimahberutama pada instansi
tenaga kerja setempat. Pengumuman pengadaan ditakiakam jangka waktu 15
hari sebelum tanggal penyaringan, sebagaimanaulisebdalam pasal 5 ayat (1)
dan (2) Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000.

Berkaitan dengan alat dan langkah-langkah yangndigan dalam proses
seleksi. Para ahli mengemukakan opini yang beraBaantarnya adalah menurut
Musanef (1984:113) yang mengutarakan dalam pelaksaseleksi dilakukan
dalam beberapa tahap dan secara berturut-turugaeierikut :

1. Seleksi mengenai persyaratan administratif seseiagah kebutuhan
dan ketentuan-ketentua yang berlaku.

Seleksi mengenai pengetahuan umum.
Seleksi mengenai psychotest.

Clearence test.
Interview.

obkwn
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Test kerja (dilakukan setelah calon lulus tes 1-5).

Sedangkan Werther Jr dan Davis yang dikutip olehardja (2002:130)

mengemukakan ada beberapa alat dan tahapan selegsiligunakan, yaitu :

BRSSO

i N oA

Preliminary reception of applicatiofpenerimaan pendahuluan)
Employment tequjian penerimaan pegawai)

Selection interviewywawancara seleksi)

Referent and background che¢kpemeriksaan latar belakang dan
referensi)

Medical evaluatior{penilaian kesehatan)

Supervisory intervieW wawancara dengan supervisor)

Realistic job previevjpenjelasan pekerjaan secara realistis)

Biring decision(keputusan penerimaan)

Penyaringan menjadi bagian yang terpenting darigpe@an pegawai

untuk memilih tenaga-tenaga yang bermutu, karersm akenentukan langkah

organisasi di masa depan. Berdasarkan pasal 7 PP 9Blotahun 2000

penyaringan dilakukan oleh panitia penyaringangyaibentuk oleh pejabat

pembina kepegawaian. Panitia ini sekurang-kuranggrgiapat tiga orang pejabat,

yaitu seorang ketua merangkap anggota, sekretaesagkap anggota, dan

seorang anggota. Tugas panitia tersebut antara lain

1.

2.

3.

4.

5.

Menyiapkan bahan ujian

Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian
Menentukan tema dan jadwal ujian

Menyelenggarakan ujian

Memeriksa dan menentukan hasil ujian

Selanjutnya setelah hasil ujian diperiksa, pejgmnhbina kepegawaian

menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyabakesnujian penyaringan

dan yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan kkégamn administrasi sesuai
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ketentuan yang berlaku. Berdasar pada peraturaerpgah No. 11 tahun 2002
pasal 11 ayat (1) berbunyi pelamar yang dinyatdkkus ujian penyaringan dan
telah diberikan nomor identitas pegawai negeril sijgiiangkat sebagai calon
pegawai negeri sipil dan pada ayat (2) disebutkamwia pengangkatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan adehkgputusan pejabat

pembina kepegawaian.

d) Penempatan dan Orientasi

Penempatan merupakan proses penugasan/pengisiatanjabatau
penguasaan kembali pegawai pada tugas/jabataratsaryabatan yang berbeda.
Penugasan ini dapat berupa penugasan pertamapedaivai yang baru direkrut,
tetapi dapat juga melalui promosi, pengalihan, gdanurunan jabatan (demosi),
atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Hariandf@2(286-157). Sedangkan,
Tayibnapis (1995:134) berpendapat bahwa penempadalah “proses
pendayagunaan pegawai dengan menempatkan calomwagegada unit kerja
yang telah direncanakan menerima tambahan ten8géénjutnya, jika seorang
pelamar sudah dinyatakan lulus dan menyarahkarygratan administratif serta
diberi No. identitas PNS, kemudian pelamar diangha&njadi PNS, dan
ditempatkan sesuai dengan formasi yang diperuntukaginya dengan
pertimbangan latar belakang pendidikan dan pengalayga.

Pengangkatan CPNS tersebut ditetapkan dengan Isaputpejabat
pembina kepegawaian yang tertuang dalam peratuwarenntah No. 98 tahun
2000 pasal 14 disebutkan CPNS yang telah menjatankasa percobaan

sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lam@u2) tahun, diangkat



38

menjadi PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dgdatan dan pangkat
tertentu, apabila :

1. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurangrumga bernilai

baik;

2. Memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untiakgkat

menjadi pegawai negeri sipil; dan

3. Lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.

Sedangkan Orientasi merupakan suatu program untrkperkenalkan
pegawai baru pada peran-peran mereka, organisagbijaksanaan-
kebijaksanaannya, nilai-nilai, keyakinan-keyakinaan pada rekan kerja mereka.
Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh departemenbsundaya manusia dan
atasan langsung dari pegawai tersebut untuk metisasikan nilai-nilai
organisasi pada pegawai baru. Hariandja (2002:153)

Program orientasi ini merupakan suatu cara yangreguna membantu
pegawai baru untuk dapat memenuhi target-targbiagridalam organisasi. Di
dalam orientasi pada umunya program menyangkuhdlalimum yang berkaitan
dengan pekerjaan dan hal-hal yang khusus. Aspekaspnum biasanya
berhubungan dengan organisasi, kenikmatan-kenikmati@u keuntungan yang
didapat pegawai, perkenalan dengan pegawai das-tugas. Sedangkan aspek-
aspek khusus berkaitan langsung dengan pekerjdam ddéimensi yang lebih
rinci, yang berkaitan langsung dengan pekerjaarrdapemperkenalkan dengan

rekan kerja, tempat kerja, persyaratan keselankatga dan lain-lain.
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Proses pengadaan menurut penjelasan di atas memteatig dari
peramalan atau perencanaan kebutuhan tenaga penarikan atau rekrutmen,
dan seleksi, serta penempatan. Namun, dalam peneiii peneliti hanya
membatasi mengenai masalah perencanaan dan peaengagh. Hal tersebut
dikarenakanperencanaan kebutuhan pegawai merupakan bagiamgedtdri
proses pengadaan, karena perencanaan akan memobagdnoisasi dalam
menentukan sumber daya aparatur yang dibutuhkana gamembantu
menyelesaikan beban pekerjaan yang dipikul oleharosgsi. Melalui
perencanaan pula dapat diketahui tentang kekurapggawai sehingga dapat
dilakukan perekrutan pegawai baru. Oleh karenapkerjaan yang baik adalah
yang direncanakan dengan matang dan sebaiknya uwkalakpekerjaan sesuai
dengan perencanaan yang telah dilakukan. Jadi, asebencana sangat
mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu pekerj&@slain itu sejak
perencanaan, kita sudah mesti mengidentifikasi tkélamn, sesuai jumlah dan
kualifikasi sumber daya aparatur menurut jabatap tatuan organisasi, hal
tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangamara ketersediaan
lowongan dengan jumlah pegawai. Sehingga sehinguerlukan pemahaman
untuk menelisiknya.

Secara umum setiap pemerintah daerah akan dihadgakia persoalan
mengenai hal-hal berikut iniPertama,potensi sumber daya aparatur pemerintah
yang ada. Kondisi yang dimaksud adalah adanya pewukikan potensi sumber
daya aparatur dengan latar belakang pendidikan yaeggam. Keduag

peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemkantaHal ini ternyata juga
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dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Rbelena itu bagi sebuah
organisasi publik harus melakukan perencanaan kimmgiebagi setiap sumber
daya aparatur yang dibutuhkan secara lebih tega#ls® organisasi tersebut
memberikan kewenangan kepada mereka untuk meméggeg dan peranan dari
jabatan yang diamanatkan kepadanya. Dimana kongieatansendiri dimaknai
sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-ddaar yang direfleksikan dalam
kebiasaan berfikir dan bertindak, serta sebagaiakgpnan melaksanakan tugas
yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan.

Penempatan pegawai dalam proses pengadaan adatatkegiatan yang
dilaksanakan setelah proses perencanaan, selek$a esekrutmen. Dimana
penempatan dilakukan setelah seorang pelamar dkamatditerima dan siap
ditempatkan pada unit kerja yang seharusnya sedeagan kualifikasinya.
Namun, faktanya pernah dijumpai ada beberapa kzeusmpatan pegawai yang
tidak sesuai dengan kualifikasi serta ketepatanga®nproses perencanaan
sebelumnya. Padahal, berhasil atau tidaknya peagaianber daya aparatur bisa
diukur dengan ketepatan dalam menempatkan peganai Benempatan personil
yang tidak sesuai dengan kemampuannya akan merkambberbagai masalah.
Masalah-masalah tersebut diantaranya seperti: [emayan terhadap suatu
pekerjaan relatif lambat, pola pikir yang digunakarkadang tidak sesuai dengan
jenis pekerjaan.

Pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pnesegadaan sumber
daya aparatur akan saling berhubungan satu sameydaiBegitu juga mengenai

perencanaan dan penempatan sumber daya apardatuk, ittn mengapa perlu
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lebih melihat mengenai proses penempatan itu. Kasatara langsung akan
berkaitan erat dengan proses perencanaan. Apakafadoyang direncanakan
sudah terisi semua sesuai dengan kualifikasi sketautuhan atau malah
sebaliknya, bahwa penempatan pegawai baru hanylatagak saja tidak

berdasarkan pada perencanaan di awal tadi. Sehibggadiketahui sejauh mana

tingkat kesesuaian antara proses perencaan deegampatan pegawai baru.



BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Di dalam melakukan penelitian diperlukan metode epgan yang
disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akalri dintuk mendapatkan
data dan informasi dalam mendukung penulisan imtuku memecahkan
permasalahan yang dihadapi secara jelas baik aahuhng lingkupnya, maka
perlu terlebih dahulu menentukan langkah-langkdandanetode penelitian yang
dipergunakan agar gejala penelitian ini dapat diapgan, dirumuskan secara
efektif, rasional dan sistematis.

Sesuai dengan alur pemikiran dalam tujuan penelidghwa penelitian ini
ingin menggambarkan atau mendeskripsikan mengeglakganaan pengadaan
sumber daya aparatur di daerah otonom. Maka pimelibi termasuk jenis
penelitian deskriptif, dengan tujuan untuk menggarkdn secara cermat terhadap
fenomena tertentu yang tengah terjadi dan berlampada saat penelitian
dilakukan dan untuk memeriksa sebab-sebab dau gegdla tertentu.

Dengan demikian karena membahas penekanan padadeadaertentu,
dengan menggambarkan atau mendeskripsikan apaadaaka penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan tatiflidilakukan dengan
metode pencatatan atas pengamatan fakta yang ibediidst. Bogdan dan
Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai o§#dur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa alat tertuigsidisan dari orang-orang dan

42
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perilaku yang dapat diamati” (Moeleong 2002;3). lO&=bab itu, metode yang
dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode desk dengan pendekatan
kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan unimenggambarkan atau
menuliskan kejadian pada saat penelitian dilaksamdemudian dianalisa dan

diintepretasikan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu lingkup permulgang dijadikan
sebagai wilayah pelaksanaan penelitian, sebagaelipemkan memperoleh
gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang diteliti. Penetapan fokus
penelitian sebagai pusat perhatian penelitian deumdlkan sebagai batas yang
berguna untuk mencegah terjadinya pembiasan dalampersepsikan dan
membahas masalah yang sedang diteliti.

Hal tersebut sejalan dengan pengertian dari pemelkualitatif yang
menghendaki batasan dalam penelitiannya. Fokudip@meangat penting dalam
hal ini befungsi sebagai batasan penelitian yaran aklakukan sehingga akan
lebih memperjelas pembahasan.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah sebagakiie:

1. Proses Pengadaan Sumber Daya Apar&emerintah Daerah di

Kabupaten Bojonegoro, meliputi :
a. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja
1) Formasi

2) Proses perencanaan kebutuhan pegawai
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b. Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
1) Proses penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
2) Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam proses pereacardan
penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil daerah diupaten
Bojonegoro.

a. Kendala dalam proses perencanaan CPNS.
b. Kendala dalam penempatan CPNS.
3. Hasil yang di capai oleh BKD Kabupaten Bojonegoatath proses

perencanaan dan penempatan Calon Pegawai Negeéri Sip

C. Lokasi Dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitid@ana dilakukan.
Adapun lokasi penelitian yang dijadikan sebagai pa@muntuk mengadakan
penelitian adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKDukaten Bojonegoro
dengan pertimbangan bahwa :

1. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bojonegoro
merupakan salah salah satu badan yang bertugas daaksanakan
manajemen pegawai negeri sipil.

2. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bojonegoro
merupakan salah satu badan yang mempunyai peraaagats
dominan dalam pelaksanaan pengadaan pegawai bampumdama
yang lebih berkualitas dan profesional demi terocg@a tujuan

pelayanan publik yang lebih baik.
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D. Jenis dan Sumber Data

Dalam sumber data ini peneliti memanfaatkan oxagqg yang tahu

persis dan mengetahui bidang irkgy person. Adapun data yang dikumpulkan

akan dilakukan secara resmi maupun tidak resmiyeehgan mendatangi sumber

data. Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip ol&foeleong (2002:112)

sumber data utama dalam penelitian kualitatif dddlata-kata, tindakan, dan

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumelaidaain.

Berdasarkan jenis datanya, data dapat dibedakajadielua yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumb&ma yang

dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alainja. Data

primer sangat dibutuhkan dalam penelitian karenaupakan data

utama yang penting, yang didapatkan langsung dambsrnya, serta

langsung berhubungan langsung dengan peneliti dampom

memberikan informasi. Adapun sumber data priméandekegiatan

penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojooegor

b. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Badan Kepegawai
Daerah Kabupaten Bojonegoro

c. Staff Karyawan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Bojonegoro.

d. Beberapa pegawai dari SKPD di Kabupaten Bojonegoro.

2. Data sekunder, ialah data yang diperoleh bukansdember asli atau

pertama. Maksudnya yakni data atau informasi yamdpht
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dikumpulkan oleh pihak lain. Untuk data sekundérbisa diperoleh
dari dokumentasi-dokumentasi, laporan, majalahatsiabar dan
naskah hasil penelitian serta materi lainnya yadg eelevansinya
dengan fokus penelitian. Pada intinya, data sekunde yang

mendukung data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dikguimoleh peneliti
untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dalamelipan ini dilakukan
melalui penelitian lapangariField Research)untuk mendapatkan informasi
maupun data-data dengan terjun langsung ke objelg yhjadikan sasaran
penelitian baik individu maupun lembaga yang dap&mberikan data atau
informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan pengumpuldata dengan
menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Dalam proses wawancara ini pengambilan yang digamalengan

meminta keterangan pada pihak yang berhubunganadedgta yang

diperlukan. Dalam penelitian ini wawancara dilakkmelalui tanya

jawab langsung yaitu pada : Kepala BKD KabupatejoiBegoro, Kepala

Bidang dan Kepala Sub Bidang, serta Staff KaryaB&®D Kabupaten

Bojonegoro.
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2. Observasi atau Pengamatan

Observasi ini perlu dilakukan oleh peneliti sebapat mengoptimalkan
kemampuan peneliti dalam melihat keadaan fenonfakéa, kehidupan
budaya dari subyek penelitian. Selain itu, obseriasdapat dilakukan
secara bersamaan dengan pelaksanaan wawancaraevaSbse dilakukan
melalui pengamatan secara langsung terhadap olajed giteliti untuk
mempermudah data-data untuk mempertajam analisig arhubungan
dengan pokok amatan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengetahui sepafistiwa yang
terjadi Dalam lokasi penelitian. Dokumentasi mekgm salah satu
metode untuk mengumpulkan informasi dan memperditia sekunder
daerah penelitian, yang berupa: data-data bentdigeseperti dokumen-
dokumen, peraturan-peraturan yang berkaitan dergara penulisan.
Dengan membaca dokumen dan mengadakan pencatatzatgian
melalui dokumen yang ada di daerah penelitian mpéaeliti dapat
mempertajam perasaan untuk meneliti serta memlmerdqalisa yang

lebih akurat.

F. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat atau teknikgydigunakan sebagai
referensi untuk mengumpulkan data guna menunjamgglaseaktifitas dalam
melakukan penelitian, termasuk dalam memecahkanalatasdan tujuan

penelitian. Oleh sebab itu, instrumen penelitiamjad hal yang penting dalam
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suatu penelitian itu sendiri. Dalam penelitian imstrumen yang digunakan
adalah sebgai berikut :
1. Peneliti sendiri
Penelitian kualitatif memiliki salah satu ciri yaitmemasukkan manusia
atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul datema dalam proses
wawancara dan analisa data.
2. Pedoman wawancafaterview guide)
Susunan atau rangkaian pertanyaan yang bergun& orémbatasi dan
mengarahkan pada fokus permasalahan penelitian.
3. Instrumen penunjang lainnya
Perangkat penunjang yang meliputi, buku catatanalantulis menulis

yang dapat digunakan selama berada di lapangan.

G. Metode Analisa

Ketika peneliti sudah mendapatkan data yang dipbroimaka data
tersebut tidak akan berarti apa-apa apabila tidakatisis. Analis dianggap
sebagai hal yang penting dikarenakan berhubungagadekekuatan analisa dan
kemempuan untuk mendeskripsikan data, situasi dastiwa. Analisa data untuk
penelitian kualitatif adalah dengan menggambarlengdn kata-kata atau kalimat
yang sesuai dengan data. Dalam hal ini penelitiggenakan teknis analisis
taksonomik(taxonomic analysisKarena, menurut Bungin (2003:90) mengatakan
bahwa “apabila yang diinginkan adalah suatu hasil ahalis yang terfokus pada
suatu domain atau sub-sub domain tertentu, makalipemarus menggunakan

teknik analisa taksonomik.”
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Selain itu, Bungin (2003:90-93) mengatakan tekmialisis taksonomik
terfokus pada domain-domain tertentu, kemudian rniendomain tersebut
menjadi sub-sub domain serta bagian-bagian yand ldiusus dan terperinci
yang umumnya merupakan rumpun yang sama. Pemitiloamain yang akan
menjadi fokus analisis, ditentukan oleh seberamambperanan domain tersebut
dapat menjelaskan lebih banyak tentang penelitag gedang dilakukan.

Ada beberapa model diagaram yang umunya dipakandainalisis

taksonomik, salah satunya adalah sebagai berikut :

DIAGRAM: AKAR SERABUT
Cover Term 1
A B C
1 2 3 4 1 2 1 23
a b c a b a bc d
dsb dsb

Gambar 1. Diagram akar serabut
Sumber: Burhan Bungin, 2003



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro
a. Kondisi Geografis

Kabupaten Bojonegoro, adalah sebuah Kabupatenodir®rJawa Timur
dengan ibukotanya adalah Bojonegoro. Kabupatemimniliki letak geografis
Bujur Timur : 111°25' dan 112°09' dan Lintang Selat 6°59' dan 7°37'
Kabupaten Bojonegoro memiliki luas sejumlah 230.4&, dengan jumlah
penduduk sebesar 1.176.386 jiwa merupakan bagiarwdayah Propinsi Jawa
Timur dengan jarak + 1%@ dari ibukota Propinsi Jawa Timur. Dari wilayah
seluas diatas, sebanyak 40,15 persen merupakan hegmra, sedangkan yang
digunakan untuk sawah tercatat sekitar 32,58 peiBengawan Solo mengalir
dari selatan, menjadi batas alam dari Provinsi Jagregah, kemudian mengalir
ke arah timur, di sepanjang wilayah utara Kabup&ejonegoro. Bagian utara
merupakan daerah aliran sungai Bengawan Solo yakgpcsubur dengan
pertanian yang ekstensif. Kawasan pertanian umurmitgaami padi pada musim
penghujan, dan tembakau pada musim kemarau. Bag&atan adalah
pegunungan kapur, bagian dari rangkaian Pegunukegadeng. Bagian barat laut
(berbatasan dengan Jawa Tengah) adalah bagianrateykaian Pegunungan

Kapur Utara.
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Kabupaten Bojonegoro ini berbatasan dengan Kabupaiban di utara,
Kabupaten Lamongan di timur, Kabupaten Nganjuk, ufalben Madiun, dan
Kabupaten Ngawi di selatan, serta Kabupaten Blara@epu (Jawa Tengah) di
barat. Bagian barat Bojonegoro (perbatasan dengaa Jengah) merupakan
bagian dari Blok Cepu, salah satu sumber deposiyaki bumi terbesar di
Indonesia. Satu hal yang perlu dicermati adalahbguminyak yang dimiliki oleh
Kabupeten Bojonegoro, walaupun namanya Blok Cepmunahampir 90%
sumber minyak terdapat di daerah milik KabupatejoiBagoro yang memang
berbatasan dengan daerah Kabupaten Cepu.

Topografi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa sépanjang
daerah aliran sungai Bengawan Solo merupakan dadedhran rendah,
sedangkan di bagian selatan merupakan datarani tdiggpanjang kawasan
Gunung Pandan, Kramat dan Gajah. Kabupaten Bojoodgdagi menjadi dua
dataran yaitu dataran tinggi dan rendah. Datanmaggtimencakup 81,29% dari
luas keseluruhan wilayah Kabupaten Bojonegoro yamigtak pada 25m dari
permukaan laut, sedangkan untuk daerah dataramhresgbanyak 18,71% dari
luas wilayahnya dan berada dibawah 25m dari perarukaut, tetapi pusat kota
berada +15m dari permukaan laut.

Pemanfaatan penggunaan tanah di Kabupaten Bojamegor

1) Tanah sawah 32,65%

2) Tanah kering 24,39%

3) Hutan negara 42,74%

4) Perkebunan 0,04%
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5) Lain-lain 0,18%

PiEFEE;EEO: OB
$ I 838 “FF:i ¢

+ BN

\ 7 Tt - B ==
Gambar 2 Peta Wilayah Kabupaten Bojonegoro
Sumber : www.kabbojonegoro.go.id

Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro pada tahurD 28besar
1.209.973, dengan rincian penduduk laki-laki seb&&8.365 dan perempuan
sebesar 611.608. selain itu, kondisi ketenagakerghakabupaten Bojonegoro
mengalamai sedikit perubahan pada tahun 2009 &tresnduduk usia kerja
sebesar 5,81% kemudian pada tahun 2010 menjadi6,Meémang belakangan
terjadi kenaikan jumlah lowongan pekerjaan dan pgatan kerja, namun masih
belum sebanding dengan angkatan kerja yang terSethagai daerah yang
bertipe agraris, kesempatan kerja pada tahun Zérb@rtyak terjadi pada sektor
pertanian yaitu sebesar 332.665 atau sekitar 47 @d9kesempatan kerja yang
ada. Disusul sektor perdagangan yaitu sebesar %8,46ktor jasa dan lainnya

sebesar 16,24%.
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b. Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro

Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengaturlasdgaiatan
masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara yaelputi segala aspek
kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu. Kabngojonegoro merupakan
salah satu Kabupaten Di Jawa Timur yang bisa dikatasebagai salah satu
kabupaten yang kecil jika dibandingkan dengan katmrpkabupaten lain di
Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saatliigimpin oleh seorang
Bupati yang bernama Drs. H. Suyoto M.Si.

Pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro pada umumreiliki sistem
pemerintahan yang mirip dengan kabupaten/kotawla JEmur pada umumnya.
Peran pemerintah daerah menjadi lebih besar kewanaga ketika mulai
diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004, di mana ugdamang tersebut
membuat sebagian kewenangan yang dimiliki pusathpéahkan ke daerah. Hal
tersebut membuat tingkat keberhasilan pembangundaedah sangat bergantung
dengan kondisi pemerintah daerah yang bersangkidantidak lagi banyak
bergantung dengan pemerintah pusat.

Unit pemerintah daerah dibawah kabupaten adaladnkatan. Sedangkan,
kecamatan itu sendiri akan terbagi habis ke dalesa dtau kelurahan. Kabupaten
Bojonegoro terbagi atas 27 kecamatan, 419 des&elltahan, dengan pusat
pemerintahan berada di Kecamatan Bojonegoro. Petakan akan berjalan
dengan baik apabila tersedia aparatur pemerintay yeemadai, baik dalam segi

kualitas maupun kuantitas.
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Tabel 1 Komposisi PNS Daerah Kabupaten BojonegorPer 1 Januari 2012

TINGKAT PENDIDIKAN

NO INSTANSI
SD |SMP |SMA |D1/D2 | D3 |S1 S2 | S3 | Jumlah
1 SEKDA 8 13 86 3 4 89 24 | - 227
2 SEK.DPRD 1 5 15 - 2 16 5 - 44
3 Inspektorat 1 - 7 - 2 22 4 - 36
4 Dinas 165 | 191 | 1474 | 1405 | 354 | 5930 | 449 | 2 9.970
5 Badan 8 13 113 4 29 | 200 | 48 | - 415
6 Kantor 5 3 41 1 1 28 6 - 85
7 RSUD 14 8 106 3 251 | 104 | 42 | - 528
8 Kecamatan 12 56 557 - 15 221 | 36 | - 897
Jumlah 214 | 289 | 2.399 | 1.416 | 658 | 6.610 | 615 | 2 12.202

Sumber : Bid. Dokumentasi & Informasi BKD Bojonegoro

Melihat dari tabel 1 diatas membuktikan bahwa jumleseluruhan

pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Bojonegoralandari pegawai yang

memiliki tingkat pendidikan SD sampai S3 berjumlaB.202 orang dengan

tingkat pendidikan S1 memiliki jumlah yang palingnlyak yakni 9.970 orang,

lebih dari 50% berkedudukan di instansi yang bertbderdinas. Sedangkan,

jumlah pegawai yang paling sedikit adalah tingkatdidikan tertinggi dalam hal

ini S3 yakni sebanyak dua (2) orang saja yang kasehnnya berkedudukan di

instansi daerah yang berbentuk dinas.




55

Tabel 2 Komposisi PNS Daerah Kabupaten Bojonegormenurut
Golongan/Ruang Per 1 Januari 2012

GOLONGAN (RUANG)
No INSTANSI
I Il 1 v Jumlah
1 | SEKDA 19 90 101 17 227
2 | SEK.DPRD 4 13 22 5 44
3 | Inspektorat 1 4 26 5 36
4 | Dinas 217 2.022 2.818 4.913 9970
5 | Badan 19 89 261 46 415
6 | Kantor 7 41 34 3 85
7 | RSUD 11 244 247 26 527
8 | Kecamatan 53 471 342 31 855
Jumlah 331 2974 3851 5046 12.202

Sumber : Bid. Dokumentasi & Informasi BKD Bojonegoro

Pada tabel di atas dapat dilihat urutan pangkatvwag negeri sipil
Kabupaten Bojonegoro per 1 januari 2012, di sismgytertinggi adalah pegawai
dengan golongan/ruang IV dengan jumlah 5046 pega®adangkan, yang
terendah adalah pegawai dengan golongan/ruanggadegnmlah 331. Berdasar
segala bentuk golongan/ruang pegawai yang tersgibaemua instansi milik
pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Diharapkan hasebert membuat para
pegawai bisa bekerja dengan baik guna menyelesa&gala tugasnya sesuai
dengan tugas pokoknya.

Visi dari Kabupaten Bojonegoro tahun 2009-2013 ydktebangkitan

menuju Bojonegoro yang sejahtera, madani dan bardayng”. Visi harus
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mampu menjadi pikiran, arah, fokus dan perekatasemenyatukan gagasan

strategis bagi suatu proses pemerintahan dan peubam Oleh karena itu

tujuan dari perumusan visi adalah :

1)

2)
3)
4)

5)

6)

Mencerminkan apa yang ingin dicapai Pemerintah Katan
Bojonegoro di masa depan

Memberikan arah dan fokus strategis yang jelas

Menjadi perekat dan pemersatu berbagai gagasdegsa
Berorientasi jauh kemasa depan

Melahirkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkumga
Kabupaten

Menjamin kesinambungan proses pemerintahan dangeguban

Kabupaten Bojonegoro

Adapun misi dari Kabupaten Bojonegoro adalah selmeyakut :

1)

2)

3)

Meningkatkan keshalehan, sosial masyarakat yadglding oleh

pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaamaseuani

dan konsekuen;

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalangkean
mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai suntaya

utama pembangunan;

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pebgegan

ekonomi kerakyatan secara merata dan berkeadilan;
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4) Mewujudkan pelayanan publik yang prima yang di dwukoleh
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan leemaib

berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan Yoelg

2. Keadaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bonegoro
a. Gambaran Umum
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro iyatg terbentuk

pada tahun 2001, dimana Badan Kepegawaian Daemdhhapgerangkat daerah
yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalataks@nakan manajemen
pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan pangidndangan di bidang
kepegawaian, khusunya dalam bidang pengembangalgksperaan dan
pengendalian, manajemen kepegawaian di lingkup Retale Kabupaten
Bojonegoro. Badan Kepegawaian Daerah KebupatennBggwo dikepalai oleh

seorang pejabat eselon Il/b yang dijabat oleh BesBoedi Rahardjo, MM.

b. Visi dan Misi BKD
Visi didefinisikan sebagai cara pandang jauh kedefp@mana instansi
pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, anifsgzat inovatif. Oleh karena
itu, dalam menjalankan tugas dan fungsi, Badan gapaian Daerah Kabupaten
Bojonegoro memiliki visi dan misi untuk mewujudkaan Berdasar pada sedikit
uraian di atas, maka visi Badan Kepegawaian DaBatupaten Bojonegoro,
dapat dirumuskan sebagai berikut “Membentuk apamdmerintah daerah yang

berkualitas dan profesional”.
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Dalam hal ini aparatur pemerintah yang dimaksudatadaparatur yang
memiliki kemampuan, kemahiran, dan kecerdasan datetaksanakan tugas
berdasarkan displin ilmu dan pengalaman serta inéser pada mutu kinerja yang
efisien, efektif dan ekonomis, disamping itu jugampunyai kepekaaan sosial
yang tinggi (antisipatif), produktif dan inovatiblhm menghadapi perubahan dan
perkembangan.

Adapun misi merupakan suatu yang harus dilaksanaiten instansi
pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetgplamgan kata lain bahwa misi
merupakan rumusan operasional dari pada visi. Giebab itu misi harus
dirumuskan secara jelas, sehingga setiap pegavai athak lain yang
berkepentingan akan mengetahui peran dan progragmgm serta hasil yang
akan dihasilkan diwaktu yang akan datang.

Dari uraian di atas, maka Badan Kepegawaian Dadfabupaten
Bojonegoro, merumuskan misi sebagai berikut :

1) Tersedianya jumlah dan mutu pegawai pada masingighaatuan
kerja dengan kebutuhan dan beban kerja.

2) Terlaksananya penataan pegawai sesuai dengan leampsia.

3) Peningkatan manajemen kepegawaian daerah.

4) Peningkatan dan pengembangan pegawai secara Reriaah
berkesinambungan.

5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparanrefntah

daerah.
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c. Tugas dan Fungsi BKD

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Bojoneyamor 8 Tahun
2008 tentang susunan organisasi dan tata kerjanBdda Kantor Kabupaten
Bojonegoro, dan Peraturan Bupati Bojonegoro NomoFakun 2009 tentang
tugas pokok dan fungsi Badan dan Kantor Kabupatgori@goro bahwa Badan
Kepegawaian Daerah menjalankan tugas dan fungagaeberikut :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaiandidikan
dan pelatihan.

2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerirdakaah di
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaia
pendidikan dan pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagairgasebut diatas,
dibentuk 4 (empat) bidang yang membawahi 8 (delapaln bidang dan 1 (satu)
sekretariat yang mebawahi 3 (tiga) sub bagian yakni

1) Bidang pengangkatan dan pengadaan, meliputi :
a) Sub bidang pengadaan dan pengangkatan pegawai
b) Sub bidang pemberhentian dan pensiun
2) Bidang pengembangan, meliputi :
a) Sub bidang pembinaan personil dan karier
b) Sub bidang mutasi
3) Bidang dokumentasi dan informasi terdiri dari :

a) Sub bidang dokumentasi
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b) Sub bidang data elektronik dan penyajian informasi
4) Bidang pendidikan dan latihan terdiri dari :

a) Sub bidang teknis fungsional

b) Sub bidang teknis penjenjangan
5) Sekretariat terdiri dari :

a) Subag umum dan kepegawaian

b) Subbag keuangan

c) Subbag program dan laporan

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagaiapblubungan antar
individu dalam suatu kelompok dalam melaksanakgagsudan pekerjaan yang
secara formal dikelompokkan dan dikoordinasikanimngga terbentuk suatu
kesatuan yang harmonis guna mencapai tujuan ydalp thsepakati bersama
dalam suatu kelompok. Individu dalam suatu kelompo&nyiratkan bahwa
individu-individu yang tergabung berdasarkan pagsaknaan tujuan tertentu.

Selain itu, pengorganisasian tersebut berdasar taigass dan fungsi
masing-masing bagian yang menyangkut kedudukargstutanggung jawab,
pekerjaan, siapa atasan dan bawahan seeta bageaamana pegawai yang satu
dengan yang lainnya. Struktur organisasi Badan g&paian Daerah Kabupaten
Bojonegoro seperti yang tertuang dalam peraturanatiakabupaten Bojonegoro

Nomor 9 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :



Bagan Struktur Organisasi BKD Kabupaten Bojonegoro

Kepala Badan

Drs.Ec.Boedi Rahardjo, MM

Sekretariat

Drs.Muso. Nefudin

Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Sub Bagian Program dan
Kepegawaian Keuangan Laporan
Yuli Parawati Sri Ltam Drs Miisc. Nefudir

|

Bidang Pengadaan Dan Bidang Pengembangan Bidang Dokumentasi dan Bidang Pendidikan Dan
Pengangkatan Informasi Pelatihan
Suaiharti RA Sumantri Djipto S., S.Sos. Mulvadi. S.Pd. MM Much. Taufan. S.Sc

S — S T T
Sub Bidang Pengadaan dgn Sub Bidang Pembinaan Sub Bidang Dokumentasi Sub Bidang Penjenjangan
Pengangkatan Personil dan Karier
Erni Desti K, BA. Mu’amar Far’at, S.STP.
Erry Tjatur H, S.Kom Hartatik, S.Pd.
Sub Bidang Pemberhentian Sub Bidang Mutasi Sub Bidang Data Elektronik Sub Bidang Teknis
Dan Pensiun dan Penyajian Informasi Fungsional

Ahmad Adi W, SH.

Taji Supatno

Candra Kurniawan, SH.

Supranata, S.Sos., MM.

UPTB

Gambar 3. Struktur Organisasi BKD tahun 2009-2013

Sumber : Bag. dokumentasi dan informasi BKD
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e. Keadaan Pegawai BKD Kabupaten Bojonegoro

Keberadaan manusia dalam suatu organisasi menjathes daya yang
terpenting, karena manusialah yang mampu menggamaklan mengarahkan
organisasi tersebut supaya lebih maju dan dapatcapan tujuan yang
diharapkan. Adanya unsur-unsur lain dalam organsgserti metode, material,
mesin dan lainnya hanya sebagai faktor pendukun@ k@ng dijalankan oleh
manusia. Sebab, unsur-unsur tersebut juga tidak msieanpu untuk memberikan
kontribusi tanpa adanya campur tangan dari man@eh karena itu, sangatlah
jelas jika manusia memilik peranan yang pentinigadap tata kelola organisasi.

Seberapa besar kualitas dan kuantitas yang dinoligti seorang manusia,
dalam hal ini sumber daya aparatur pemerintah bdapeslu untuk diketahui,
walaupun hanya sebatas administratif saja. Oleénkaitu, keadaan pegawai pada
kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojoogumentu untuk diketahui,
dikarenakan sangat menentukan di dalam proses lpeggaraan tugas dan
fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Dari keadaan megailah dapat diketahui
jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang, maga, kstatus kepegawaian,
jabatan, dan tingkat pendidikan pegawai, hal terselimaksudkan untuk bisa
meningkatkan prestasi kerja pegawai.

Pangkat atau golongan merupakan kedudukan yangnuod®an tingkat
pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian yajupakan sebagai dasar
penyajian serta pengangkatan dalam suatu jabatedan§kan pendidikan
pegawai merupakan segala wusaha untuk membina &d@ib dan

mengembangkan kemampuan sehingga semakin tinggatipendidikan maka
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semakin tinggi tingkat kemampuan yang dimiliki agalanelaksaakan tugas yang
dibebankan organisasi kepada para pegawai. Demrgan delakang pendidikan
yang dimiliki oleh setiap pegawai, setidaknya meriia@ sedikit gambaran
mengenai kualitas pegawai yang bersangkutan, sgdinga untuk menyesuaikan
suatu pekerjaan, dan dalam menugaskan seorang ae@aws disesuaikan
dengan kemampuan yang dimilikinya.

Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu jungagawai yang terdapat
di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegaroaia, bisa dijelaskan
bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegeruiliki pegawai
berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 4thgordan pegawai yang
berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS) beghn? orang. Adapun keadaan

pegawai BKD Kabupaten Bojonegoro secara keseluratatah sebagai berikut :
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Tabel 3 Keadaan Pegawai BKD Kabupaten Bojonegordahun Anggaran 2009-2013

GOL. STATUS KELOMPOK
No NAMA RUANG ESELON KEPEG. JABATAN JABATAN UNIT KERJA
1 Drs. Ec. Boedi Rahardjo,MM. IV/b Il.b PNS Struktural Kepala BKD BKD
2 Drs. Muso Nefudin IV/b lll.a PNS Struktural Sek. BKD Sek. BKD
F . Kasub & Sek. BKD
3 Yuli Parawati lny/d PNS . SSaRggs umum 5
Umum/Staf kepegawaian
A N 3 PNS Fungs. Staf subbag umum Sek. BKD
4 Lusiadin Cahyaningsih Il/a Umum/Staf & Reerzr T
AN S Fungs. Staf subbag umum Sek. BKD
5 Slamet Riyadi Il/a PNS Umum/Staf & kepegawaian
. Fungs. Staf subbag umum Sek. BKD
i Agus SullggP B \/d PNS Umum/Staf & kepegawaian
y Fungs. Staf subbag umum Sek. BKD
1 S & \fe PNS Umum/Staf & kepegawaian
Fungs. Staf subbag umum Sek. BKD
3 y e [ Umum/Staf & kepegawaian
. Fungs. Staf subbag umum Sek. BKD
1 fadinan lia (S Umum/Staf & kepegawaian
10 Sri Utami /d V/a PNS Struktural Kasubbag keuangan Sek. BKD
Fungs.
. Staf subbag
11 Hariyono Il/d PNS Umum/Staf D A Sek. BKD
12 Setyo Winarni, BA /d V/a PNS Struktural Kasubag program & Sek. BKD
laporan
13 Lis Dyah A m PNS Fungs. Kasubag program & Sek. BKD
Umum/Staf laporan
Kabid pengadaan & Bid.
14 Sugiharti, BA lny/d /b PNS Struktural pengangkatan Pemberhentian &
pengadaan
Struktural Kasubbid Bid.
15 Erry Tjatur H, S.Kom. /b IV/a PNS pengadaan & Pemberhentian &
pengangkatan pengadaan
Funes Staf subbid Bid.
16 Wahid Setyo M I/d PNS &5 pengadaan & Pemberhentian &
Umum/Staf
pengangkatan pengadaan
Fungs Staf subbid Bid.
17 Suhadi, S.Sos I/a PNS gs- pengadaan & Pemberhentian &
Umum/Staf
pengangkatan pengadaan
Struktural Kasubbid Bid.
18 Taji Supatno I/d IV/a PNS pemberhentian Pemberhentian &
pensiun pengadaan
Funes Staf subbid Bid.
19 Heristiani /b PNS X pemberhentian Pemberhentian &
Umum/Staf .
pensiun pengadaan
Funes Staf subbid Bid.
20 Susetyo, S.Sos. Il/a PNS gs- pemberhentian Pemberhentian &
Umum/Staf .
pensiun pengadaan
Fungs Staf subbid Bid.
21 Nur Wahyuni Il/c PNS Umum/Staf pemberhentlan Pemberhentian &
pensiun pengadaan
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22 Fun Staf subbid Bid.
PujiH II/A PNS & pemberhentian Pemberhentian &
. Umum/staf .
anjutan Tahel 3 pensiun pengadaan
= Sumantri Tjipto, S.Sos. IV/a /b PNS Struktural Ko Py
pengembangan pengembangan
Kasubbid Bid.
24 Hartatik, S.Pd. 1/d IV/a PNS Struktural pembinaan personil pengembangan
& karier
s Staf subbid Bid.
25 Wawan S I/a PNS Umum/Staf pembmaan.persoml pengembangan
& karier
Fungs Staf subbid Bid.
26 Chamdani I/d PNS Y | pembinaan personil pengembangan
Umum/Staf .
& karier
Fungs Staf subbid Bid.
27 Maksun Il/b PNS Umum/Staf pembmaan.persoml pengembangan
& karier
28 | Ahmad Adi W, SH., M.Kn. /e IV/a PNS N A e Bid.
pengembangan
N Fungs. Staf subbid mutasi Bid.
29 Rinjana Ayu F Il/b PNS Umum/Staf pengembangan
30 M. Mustofa, .50 l/a PNS Fungs. Staf subbid mutasi Bid.
Umum/Staf pengembangan
. Fungs. Staf subbid mutasi Bid.
31 Suliswanto Il/b PNS Umum/Staf .
32 Mulyadi, 5.Pd, MM l/d lli/a PNS Struktural g ey
& informasi & informasi
33 Erni Desti, BA. ln/d IV/a PNS Struktural R R
dokumentasi & informasi
. Fungs. Staf subbid Bid. Dokumentasi
I N S It " Umum/Staf dokumentasi & informasi
35 R. Bagus B.R II/A PNS Fungs. Staf subbid Bid. Dokumentasi
Umum/Staf dokumentasi & informasi
.. V. Fungs. Staf subbid Bid. Dokumentasi
& Asusitr Le W Umum/Staf dokumentasi & informasi
Struktural Kasubbid data Bid. Dokumentasi
37 Candra K, SH. /b IV/a PNS elektronik & & informasi
penyajian informasi
Fungs. Staf subbid data Bid. Dokumentasi
38 Choirun N, S.SI. /b PNS Umum/Staf elektronik & & informasi
penyajian informasi
39 Supranata, 5.50s., MM /d I/a PNS Struktural Kabid penfildlkan & | Bid. Pend.|d|kan &
pelatihan pelatihan
0 Mu Amar Far’at, S.STP /e V/a PNS Struktural Ka_asu.bb|d Bid. Pend.|d|kan &
penjenjangan pelatihan
a Nurul Fitri R /e PNS Fungs. Sta?f Sl:Ibed Bid. Pendlldlkan &
Umum/Staf penjenjangan pelatihan
42 Puji Ikhwanto \/d PNS Fungs. Stéf stijbb|d Bid. Pend.|d|kan &
Umum/Staf penjenjangan pelatihan
) . Fungs. Staf subbid teknis Bid. Pendidikan &
H el /e Ry Umum/Staf fungsional pelatihan
a4 Totok P \/d PNS Fungs. Staf subb.|d teknis Bid. Pendlldlkan &
Umum/Staf fungsional pelatihan
Fungs. Staf subbid teknis Bid. Pendidikan &
K PGS \/d R Umum/Staf fungsional pelatihan
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Fungs. Staf
46 Prehati Danu A, S.Kom Il/a CPNS Umum/Staf

Fungs. Staf
47 Ary Suhitno, SH /a CPNS Umum/Staf

Sumber : Arsip Bid. Dokumentas & Informasi BKD

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpuddmwva jumlah pegawai
yang berpendidikan sarjana mencapai jumlah yanggdalkesar dari keseluruhan
pegawai yang ada pada kantor Badan KepegawaiamalDamitu sebanyak 26
orang, kemudian urutan kedua adalah pegawai yamgilikiekelulusan tingkat
SMA sebanyak 10 orang, menyusul kemudian di urittiga pegawai dengan
tingkat pendidikan pascasarjana yang berjumlahaBgrsementara itu pegawai
yang menempati urutan keempat adalah pegawai demggat pendidikan SMP
sebanyak 2 orang pegawai, pegawai dengan tingkatiggkan SD dan sarjana
muda (D3) menempati urutan terakhir dengan jumkdpapai masing-masing 1
orang.

Pemaparan data tersebut dapat dijelaskan bahw&atingendidikan
pegawai yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Dadfabupaten Bojonegoro
tergolong cukup tinggi mengingat semakin komplekstugas dan bertambahnya
tantangan para birokrat pada masa sekarang maupug wkan datang.
Pemanfaatan pegawai yang seoptimal mungkin dengadidt yang ada secara
tepat, maka akan dapat membantu pimpinan dalamataekan tugas organisasi
untuk mencapai tujuan. Mengingat tugas dari kaBemtan Kepegawaian Daerah
yang begitu kompleks, maka dibutuhan aparatur defsgar belakang pendidikan
formal yang memadai serta sesuai dengan jabatan tdgas yang telah

dipercayakan kepada mereka, kemudian tidak kalattiingmya di sini guna
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menunjang kelancaran tugas di Badan Kepegawaiamaba#alam sehari-hari
yaitu tersedianya sarana dan prasarana sebagaukpend pelaksanaan tugas
tersebut. Adapun jumlah sarana prasarana yang pegrddi kantor Badan
Kepegawaian DaerahKabupaten Bojonegoro adalah aiebergkut:

Tabel 4 Sarana dan Prasarana yang dimiliki BKD Bhun Anggaran 2009-

2013
No Jenis Sarana/Barang Jumlah Keterangan
1 Mobil 1 Baik
2 Sepeda Motor 6 Baik
3 Meja Pimpinan Dan Karyawan 41 Baik
4 Meja / Kursi Tamu 2 set Baik
5 Kursi Pimpinan Dan Staf 84 Baik
6 Mesin Ketik 1 Baik
7 Komputer 12 Baik
8 Meja Komputer 7 Baik
9 Brangkas 1 Baik
10 Rak Arsip 8 Baik
11 Almari Kayu 3 Baik
12 Almari Kaca 3 Baik
13 Telephon 2 Baik
14 Printer 6 Baik
15 Filling Kabinet 3 Baik
16 Papan Data, Pengumuman, Kegiatan 8 Baik
17 LCD 1 Baik
18 Laptop 1 Baik
19 External Hardisk 5 Baik
20 Wirelles 1 Baik

Sumber: Sekretariat BKD

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro semidmn tabel 4
memiliki 46 orang PNS serta sarana dan prasaragangkan jumlah pegawai
yang ditangani dilingkungan Pemerintah Kabupateqomzgoro sekitar 11.695
orang, maka dapat diambil kesimpulan :

a) Rasio penyelesaian tugas kepegawaian dibanding&gagad jumlah

pegawai yang ditangani 11.695 : 46 = 254 artisgdiap orang yang



68

ada di Badan Kepegawaian Daerah mendapatkan bedvgn untuk
mengurus masalah kepegawaian sejumlah 254 orarayvpegBeban
yang dimiliki ini dirasakan cukup berat dan kurabgrimbang,
sehingga diperlukan manajemen yang handal untukbeetayakan
SDM yang ada dalam penyelesaian masalah-masalalg&egian.

b) Sarana komputer yang tersedia dibandingkan dengalalj pegawai
yang ditangani berbanding 11.695 : 12 = 974 orapgjagi kondisi
saat ini masih belum lengkapnya data base untuavpsgrada semua
satker yang ada. Kondisi demikian rentan untuk nikerigperubahan
dan perkembangan kepegawaian yang dialami olehngasasing

pegawai dalam jajaran Pemkab Bojonegoro.

3. Pengadaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah

Pengadaan sumber daya aparatur yang sering didebgan pengadaan
calon pegawai negeri sipil daerah bukan kegiatang yammudah dilakukan,
pengadaan pegawai ini merupakan masalah yang perstutit dan kompleks.
Dimana, pengadaan difungsikan untuk mendapatkaa seenempatkan orang-
orang yang berkompeten dan efektif tidak semudamimeé dan menempatkan
mesin. Pengadaan sumber daya aparatur daerahdiabestiasarkan pada prinsip
apa, yakni apa yang dimaksudkan adalah terlehnldanenetapkan pekerjaan-
pekerjaannya berdasarkan pada uraian kebut(joerdescription),dengan kata
lain harus merencanakan penentuan kebutuhan peg¢enebih dahulu. Setelah

itu menggunakan prinsip siapa. Dalam hal ini,sieg@&sudnya adalah pengadaan
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ditujukan untuk mencari orang-orang yang tepat kimhenduduki jabatan di
posisi yang dibutuhkan berdasarkan pada spesifieksrjaar(job specification).

Pengadaan calon pegawai negeri sipil daerah adalatu proses yang
difungsikan untuk mengisi formasi pegawai yang logigada suatu instansi
pemerintahan. Lowongnya formasi tersebut bisa disiedn oleh berbagai hal,
diantaranya adalah mengenai adanya pegawai yangupemmeninggal dunia,
mengundurkan diri, mutasi jabatan, maupun adanymembangan organisasi.
Pegadaan calon pegawai negeri sipil daerah hammdie kompetensi dengan
merekrut sumber daya aparatur yang berkualitasnggd tujuan dari pengadaan
calon pegawai negeri sipil daerah untuk memperpksiawai negeri sipil yang
profesional, jujur, bertanggung jawab, dan memilkkimpetensi yang sesuai
dengan tugas dan jabatan yang di tempati dapabpaic Pada dasarnya
pengadaan CPNS Kabupaten Bojonegoro berlandaskda PB No. 98 tahun
2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil sehagai telah diubah dengan
PP No. 11 tahun 2002 tentang pengadaan pegawai sgije

Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Bapak $&&taku Kasubbid
Pengadaan dan Pengangkatan dimana beliau mengutdrakwa :

“Dasar dari pengadaan CPNS Kabupaten Bojonegortatad® No. 98

tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri gpdgsimana telah

diubah dengan PP No. 11 tahun 2002 tentang pengamagmwai negeri

sipil. Selain itu, pengadaan CPNS dilakukan unt@ndapatkan pegawai

yang berkualitas sesuai kebutuhan, guna mengisiasir yang lowong”.

(wawancara pada tanggal 17 februari 2012)

Adanya pengadaan sumber daya aparatur, pemeringduminstansi

yang berkepentingan dalam hal ini Badan Kepegaw&laarah secara tidak

langsung telah memanggil seluruh warga negara kglaryang memenuhi syarat
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guna mengikuti pelaksanaan pengadaan tersebut.vigaga yang diterima akan
diangkat dalam suatu jabatan pegawai negeri unterkgiai formasi CPNS pada
tahun 2010 di lingkup Pemkab Bojonegoro. Animo masaslat terhadap
penerimaan CPNS sangat tinggi, hal ini dibuktikenghn jumlah pelamar pada
pengadaan CPNS pada tahun 2010 berjumlah 7.326.df@myataan seperti itu
dapat dimaklumi karena pada beberapa tahun kedepkarang) telah ditetapkan
kebijakan moratorium terhadap penerimaan CPNS samglktu yang belum
ditentukan. Selain itu, pengadaan hanya ditujukadappelamar umum saja
karena tenaga honorer yang tersedia di lingkup BbnBojonegoro sudah tidak
ada, maksudnya tenaga honorer yang tersisa hamya@8bidahun ke atas. Oleh
karena itulah, pada pengadaan CPNS tahun 2010 dnek¢gempatan bagi
masyarakat umum untuk berlomba-lomba menjadi CP&BkRb Bojonegoro.
Secara struktur maupun fugsinya, setiap Badan Kepsgn Daerah di
Propinsi Jawa Timur termasuk Kabupaten Bojonegorembedakan antara
pengadaan dan pengembangan pegawai. Namun, dagdpan tersebut lantas
membuat bidang pengadaan dan pengembangan pegaslak saling
berhubungan. Hal tersebut seperti apa yang diskanpaileh Bapak Adi selaku
kasubbid mutasi yang mengatakan bahwa :
“Setelah adanya pengembangan pegawai, salah satlemgman mutasi.
Apabila, ada SKPD yang merasa kekurangan pegakan diambilkan
pegawai dari SKPD yang lain. Namun, jika di SKP ladak memiliki
pegawai yang dibutuhkan maka dilakukan pengadaagavyse.”
(wawancara, pada tanggal 07-02-2012)

Prioritas pegawai yang dibutuhkan oleh KabupaternorBagoro pada

pengadaan tahun 2010 untuk pelamar umum adalah :
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a) Tenaga guru/pendidik

b) Tenaga kesehatan

c) Tenaga teknis

Pada prinsipnya, pengadaan CPNS yang dilakukanBiéh Kabupaten

Bojonegoro sesuai dengan prinsip yang disampailkelm Badan Kepegawaian

Negara (BKN) yaitu :

a) Netral non diskriminasi: setiap WNI yang memenulersyaratan

b)

d)

dapat melamar, tanpa membedakan jenis kelamin, figama, ras,
atau daerah.

Obyektif persyaratan pengangkatan CPNS dilakukaniasedengan
syarat dalam peraturan perundangan.

Akuntabel: dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawaasing-
masing PPK dan hasilnya dapat dipertanggung jawalkepada
masyarakat.

Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Transparan: pengadaan CPNS dilakukan secara terlid@
diumumkan secara luas melalui media yang terseshingga dapat

diakses oleh masyarakat.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang disdtapableh Bapak

Danu selaku CPNS yang bekerja di kantor BKD Kabempdojonegoro, adalah

sebagai berikut :

“Asal saya Jogjakarta mas tapi ketika mendaftausanenggunakan
alamat di Bojonegoro. Saya bisa diterima bekerjasidi benar-benar
karena kemampuan saya melewati proses seleksi kdtana membeli
kursi. Di samping itu proses seleksi sudah meldrathihak ketiga dan
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pengumuman hasil tes diumumkan luas kepada masyaredalui media
massa, baik cetak maupun elektronik. Sehinggaasdegil kemungkinan
bisa melakukan jual beli kursi CPNS yang dulu gertlakukan pada
tingkat daerah.” (wawancara, pada tanggal 4 A2

Selain itu, Bapak Erry selaku Kasubbid Pengadaan Pengangkatan

menyampaikan sebagai berikut :

“Masyarakat dari mana saja asal memiliki persyargiersyaratan yang
telah ditentukan bisa melamar menjadi CPNS di syang terpenting
pelamar dari luar daerah memiliki alamat domisiliBbjonegoro. Hal
tersebut agar lebih memudahkan komunikasi ketikaekaedi terima. Jadi,
tidak ada kekhususan bagi masyarakat asli Bojooegt@ngumuman kita
sampaikan melalui berbagai media agar masyarakad bnudah
mengaksesnya, selain itu tidak ada pelamar yangridi dengan
uang/suap bukan dari hasil seleksi yang dilakukah OGM selaku pihak
ketiga.” (wawancara, pada tanggal 4 April 2012)

Berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh tingagmaan tentang
pendaftaran CPNS di lingkungan Pemerintah Kabup&ejonegoro, peserta
harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Adayarat-syaratnya adalah
sebagai berikut :

a) Warga Negara Republik Indonesia, bertaqwa kepadaaiurang

Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD, tia#memiliki
integritas yang tinggi terhadap Negara KesatuarnuBlépindonesia;

b) Usia pada tanggal 1 januari 2011 minimal adalahtat@in (lahir
tanggal 1 januari 1993 atau sebelumnya) dan usksimal sesuai
ijazah dimiliki adalah 35 tahun (lahir 1 januari78atau sesudahnya);

c) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjdéza &urungan

berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatikum yang

tetap;
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f)

¢)

h)

)
k)
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Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak gsgnintaan
sendiri sebagai PNS atau tidak dengan hormat sepagawai negeri
atau pegawai swasta;

Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeil/pgigawai

negeri sipil,

Memiliki kompetensi pendidikan/ijazah sesuai yarigetsyaratkan
(surat keterangan lulus/ijazah sementara, tidaktddigunakan untuk
melamar), dengan ketentuan :

1) ljazah dari sekolah/perguruan tinggi luar negedrus telah
mendapatkan pengesahan atau penyeteraan darapaenilai
penilaian ijazah luar negeri.

2) ljazah dari perguruan tinggi negeri atau swasta gyan
terakreditasi, telah mendapatkan pengesahan/dgagaloleh
perguruan tinggi yang bersangkutan.

Memiliki kartu tanda pencari kerja dari Dinas Teaadferja,
Transmigrasi dan Sosial setempat;

Sehat jasmani dan rohani serta tidak mengkonsumsggunakan
narkotika, psikotrapika, prekursor, dan zat adikifinya;

Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Kabupatejofgoro;
Tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau penpgartai politik;
Jika diangkat sebagai CPNS Pemkab Bojonegoro, sanggtuk
tidak pindah baik dalam maupun keluar daerah mihBn@lelapan)

tahun sejak diangkat menjadi CPNS.
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Pada intinya, pengadaan dimaksudkan untuk mendapgatkgawai yang
benar-benar dibutuhkan oleh organisasi, baik dagi skualitas maupun
kompetensinya, sehingga keberadaannya bisa beratardarena keberadaan
pegawai yang cakap, mampu, dan terampil belum ter@mjamin produktivitas
kerja yang baik apabila tidak didukung dengan mdedja dan kedisplinan
pegawai yang tinggi. Pegawai baru bisa dikatakaméefaat serta mendukung
tercapainya tujuan organisasi apabila mereka bsgken tinggi untuk
menunjukkan prestasi. Sedangkan pegawai yang kumangpu, tidak cakap, dan

tidak terampil akan mengakibatkan pekerjaan tetstdak selesai tepat waktu.

a. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja

Perencanaan kebutuhan pegawai adalah suatu tabadpgaam pengadaan
calon pegawai negeri sipil guna menentukan formgmng membutuhkan
pegawai. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin baganisasi mengenai
tersedianya pegawai yang tepat untuk mendudukialgarjabatan dan pekerjaan
yang tepat. Sehingga, pada hakikatnya perencaremaebut merupakan suatu
tindakan untuk memutuskan hal-hal yang akan dikarjadi masa depan dalam
rangka mencapai tujuan dari berbagai sasaran ydaly ditentukan sebelumnya.
Sehingga, agar jumlah kebutuhan tenaga kerja mas@dn masa depan sesuai
dengan beban kerja yang tersedia, kekosongan peg@apat dihindarkan dan
semua pekerjaan dapat dikerjakan. Namun, pada teemyaya tidak semua usulan
pegawai negeri sipil yang diajukan oleh pemerintderah disetujui oleh
pemerintah pusat. Hal tersebut karena pemerintahtgalah memiliki kuota dan

pertimbangan tersendiri.
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Bapak Erry Tjatur selaku Kasubbid Pengadaan dagdPgkatan Pegawai
mengatakan bahwa :

“Perencanaan kebutuhan pegawai penting untuk direésan, karena hal

tersebut merupakan landasan kita untuk mencariwagang dibutuhkan

sesuai perencanaan tersebut guna mengisi formgawpe yang kosong.”

(wawancara, pada tanggal 17 Februari 2012)

Sama halnya dari wawancara perwakilan beberapa SHiRBBtaranya
yakni, Bapak Sutomo selaku Kabid Perijinan padaaBaBerijinan Kabupaten
Bojonegoro yang mengatakan bahwa .

“‘Dalam kebutuhan pegawai kami selalu diajak komasiikoleh BKD

Bojonegoro, hal tersebut dimaksudkan agar pegawsai lyang kami

terima sesuai dengan kebutuhan pegawai yang kantihkan.”

(wawancara, pada tanggal 14 Maret 2012)

Pernyataan yang tidak jauh berbeda disampaikan Iblefertiwi selaku
Kasi Ketenagaan dan Kelembagaan PNFI Dinas Pemdidikengatakan :

“Untuk masalah perencanaan pegawai kami melakulkasaguai dengan

formasi yang kami butuhkan dan selanjutnya kami betkan pengajuan

pegawai baru pada BKD. Serta, jika pada tahun aaggayang
bersangkutan tidak membutuhkan pegawai baru, kataptmemberikan
laporan pada BKD” (wawancara pada tanggal 14 n24&p)

Selain itu, dari wawancara yang dilaksanakan padggal 13 Februari
2012, Bapak Adi selaku Kasubbid Mutasi yang mergatdahwa :

“Dasar dari kita untuk melakukan perencanaan kdfautypegawai adalah

usulan formasi dari masing-masing SKPD dan jumlebukuhan semua

SKPD yang bersangkutan serta melihaizetting untuk kemudian

dilakukan analisis jabatan dan analisis beban Rerja

Dari pernyataan perwakilan beberapa SKPD di atapatd diambil

kesimpulan bahwa dalam proses perencanaan atantpan&ebutuhan pegawai,
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BKD selalu melakukan komunikasi dengan kata laidibatkan semua SKPD
yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro untuk mer&n berapa banyak dan
formasi saja yang dibutuhkan oleh masing-masing K& sebut. Selain itu,
dalam perencanaan kebutuhan pegawai baru ada peb&KPD saja yang
melaksanakan perencanaan berdasarkan pada akebsisihan maupun analisis
beban kerja. Pada suatu SKPD hanya melihat denagat knata saja posisi apa
yang kosong sehingga langsung diajukan pada BKDhin§ga, sebelum
diserahkan pada pusat, maka BKD yang mengolahtdedabut terlebih dahulu
agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan SKPD Yangudian akan
dikomunikasikan lagi dengan SKPD terkait kecocollata yang dihasilkan oleh
BKD. Jadi, ketika ada SKPD yang hanya menyerahkamtaman saja maka pihak
BKD yang akan melakukan analisis kebutuhan padalSkéhg bersangkutan,
karena memang menurut Pak Erry pada waktu itu beddm peraturan atau
ketentuan yang mengharuskan setiap SKPD harus uka@akanalisis kebutuhan
maupun analisis beban kerja. Namun, ada beberag2gDSjkiga yang telah
melaksanakan analisis kebutuhan maupun beban kehagga BKD tinggal

menyerahkan saja ke pusat.

1) Formasi

Pada umunya formasi dapat dikatakan sebagai judd@ahsusunan dari
pangkat atau jabatan pegawai negeri sipil yangtdiikan oleh suatu organisasi,
yang kemudian ditetapkan dalam susunan suatu forordsk jangka waktu
tertentu berdasarkan pada jenis, sifat, serta bkéga yang harus dilaksanakan.

Kebutuhan akan adanya susunan formasi sangat ukperl hal tersebut
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dimaksudkan agar satuan-satuan organisasi menuiikiah, susunan pangkat
atau jabatan dan kompetensi pegawai yang dianggapcsesuai dengan jenis,
sifat, serta besarnya beban tugas, maka ditetdpkaiasi pegawai negeri sipil.

Bapak Tukin selaku staf karyawan pada UPT Peng&eagawan Solo
mengatakan bahwa :

“Komunikasi instansi kami selalu terjalin dengan Bknamun kebutuhan

pegawai yang kami ajukan selalu bergantung padaasirdan kebutuhan

pegawai, hal tersebut tidak setiap tahun kami lakukarena kebutuhan
akan formasi dan kebutuhan pegawai kami tidak ettahun
membutuhkan.” (wawancara, pada tanggal 14 mare2)201

Selain itu, Bapak Sutomo selaku Kabid Perijinangp&dan Perijinan
Kabupaten Bojonegoro juga mengatakan bahwa :

“Dalam pengajuan formasi, tidak setiap tahun kiemmhutuhkan pegawai

baru, bisa saja tiap tahun sekali bias saja bebdedqun sekali. Semuanya

bergantung dengan kebutuhan kita.” (wawancara paaggal 14 Maret

2012)

Dari pernyataan di atas dapat ditarik suatu kesiampyakni, formasi
pegawai baru ternyata tidak selalu dibutuhkan gat&aun oleh masing-masing
SKPD, hal tersebut bisa dilatar belakangi karemggang jawab ataupun beban
pekerjaan yang dipikul bisa diselesaikan dengarawagyang ada, serta tidak
adanya pegawai yang diberhentikan maupun berhantipdofesinya. Dalam hal
ini, komunikasi menjadi suatu hal yang wajib untilkakukan, meskipun tidak
adanya pengajuan formasi pegawai baru di tiap @aSKPD tetap saja harus
memberikan informasi pada BKD sehingga bisa membaiterja dari BKD
dalam penataan pegawai.

Dalam menentukan formasi masing-masing SKPD peaérindisusun

berdasarkan penyediaan pegawai sesuai dengannapate tersedia dengan
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memperhatikan norma, standart, prosedur yang thtetapkan oleh pemerintah.
Sekiranya dalam menentukan formasi yang dibutuhg&atidaknya haruslah
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a) Jenis pekerjaan.

b) Sifat pekerjaan.

c) Jumlah pegawai yang tersedia.

d) Peralatan yang tersedia.

Formasi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah NoT&hun 2000
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perheiltta 54 Tahun 2003.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, fordashh penentuan jumlah dan
susunan pangkat PNS yang diperlukan untuk mampaksehakan tugas pokok
yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Selsmgan PP No 97 Tahun
2000 Pasal 3 formasi terdiri dari :

a) Formasi PNS untuk masing-masing satuan organisasiepntah
pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh meyaiieg bertanggung
jawab di bidang pendayagunaan aparatur negerdalsateendapat
pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara lzekaas usul
dari pejabat pembina kepegawaian pusat.

b) Formasi PNS daerah untuk masing-masing satuan isggn
pemerintah daerah setiap tahun anggaran ditetapkein Kepala
Daerah.

Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk npantguan, di mana di

dalamnya terdapat sekumpulan orang yang salingrjaegama. Oleh karena itu,
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organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkegjabatugas yang harus
dilaksanakan. Karena tugas pokok dapat selalu bdr&eg dari waktu ke waktu,
maka jumlah formasi dan kompetensi pegawai yangitditkan harus selalu
disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok térdebrkembangan tugas
dapat berimplikasi pada makin besarnya jumlah pagavegeri sipil yang

dibutuhkan.

2) Proses Perencanaan Kebutuhan Pegawai

Tenaga kerja atau pegawai merupakan aset utama diamtiki oleh
organisasi, dimana pegawai memiliki peranan sebag@ncana maupun pelaku
utama dari setiap aktivitas yang dilakukan olehaorgasi. Bukan tanpa alasan,
jika pegawai menjadi aset utama, karena mereka ikewémampuan dalam
berpikir, keinginan, perasaan, serta latar belakaggdidikan yang dibawa ke
dalam organisasi. Bukan seperti unsur lain yaknsimenaterial, maupun uang
yang sifatnya pasif, sehingga dapat dikuasai sdi&ur sepenuhnya guna
mendukung tercapainya tujuan organsasi. Dalam grpsmentuan kebutuhan
pegawai, BKD melakukan koordinasi dengan masingimgaSKPD. Koordinasi
tersebut pada awalnya BKD memberikan surat kepeiipsSKPD di Kabupaten
Bojonegoro. Surat tersebut bertujuan agar setia[5Kang membutuhkan
tambahan pegawai diharapkan untuk mengajukan foffior@sasi yang lowong
serta kualifikasi pegawai yang dibutuhkan.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikeim Bapak Erry Tjatur

selaku Kasubbid Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai
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“Dalam menentukan kebutuhan pegawai, kami melakukaralisis

kebutuhan pegawai setiap SKPD dengan selalu meakkoordinasi

dengan SKPD terkait. Pertama, setiap tahun angdaaen kami selalu
mengirimi surat pada setiap SKPD terkait denganukétan pegawai.

Setelah SKPD memberikan respon, kemudian BKD mmulamasukkan

data yang diberikan oleh tiap-tiap SKPD, selanjatkgmi mengolah data

tersebut hingga kami bisa membbatettingberdasarkan data dari SKPD

itu”. (wawancara tanggal 17 februari 2012)

Perencanaan kebutuhan pegawai ini dirasa sandat ya&uk dilakukan
agar apa yang dilakukan tidak sia-sia, dalam arbahwa perencanaan ini
merupakan bagian awal dari proses pengadaan. $@hidglam melakukannya
harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, hdil#kukan agar pengadaan
sumber daya aparatur berhasil mendapatkan CPNSsgaogi dengan kebutuhan
organisasi. Dengan begitu, CPNS yang direkrut bremnjadi manfaat bagi
organisasi yang bersangkutan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerahyosin formasi
setiap tahun anggaran untuk diajukan kepada Mepgeny bertanggung jawab
dalam pendayagunaan aparatur negara sebagai pedéetauntuhan dan
kekurangan pegawai serta dasar pengajuan formagjagaan. Ada beberapa
tahapan yang mesti dilakukan dalam perencanaanageag pegawai, terutama
yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Bojoengoro. Adapahapan-tahapan
tersebut adalah :

a) Pertama: BKD membudtezettingberdasarkan masukan data dari
SKPD bersangkutan, dimana data tersebut datangh thbalah
terlebih dahulu.

b) Kedua: Kabupaten Bojonegoro membuat usulan tambfinarasi

ke Menpan dan Reformasi Birokrasi.
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c) Ketiga: Persetujuan usulan tambahan formasi dise¥lgnpan dan
Reformasi Birokrasi.

d) Keempat: Kabupaten Bojonegoro membuat usulan nncia
tambahan alokasi formasi ke Menpan dan ReformaskEisi.

e) Kelima: Persetujuan untuk rincian tambahan aloKesinasi di
setujui oleh Menpan dan Reformasi Birokrasi yangrdiai dengan
turunnya surat persetujuan tersebut.

f) Keenam: Setelah semuanya beres, kemudian melalksanak
persiapan pengadaan calon pegawai negeri sipil.

Dalam penentuan kebutuhan pegawai di KabupatemBggro, SKPD di
luar wilayah Bojonegoro tidak diikutsertakan di atal prosesnya, selain tidak
adanya ketentuan yang mengatur, hal tersebut karenmerupakan urusan
internal dari Pemkab Bojonegoro terutama dalamnuareaan pengadaan calon
pegawai negeri sipil. Selain itu, DPRD KabupaterjoBegoro hanya sebagai
pengawas saja. Dalam artian, tidak ada kepentikgpantingan politik maupun
tekanan dari DPRD dalam perencanaan ini. Peranamlghih menonjol tentunya
dimiliki oleh BKN yang bertindak sebagai penanggujagvab teknis dari
perencanaan kebutuhan pegawai, serta menganalisa mamberikan
pertimbangan usulan formasi yang diajukan daeramum demikian kewenangan
dan untuk memutuskan kebijakan atas usulan daexedd# di tangan Menpan
dan Reformasi Birokrasi untuk disesuaikan dengaggaran negara. Sedangkan
BKD Kabupaten Bojonegoro yang bertindak sebagaiakselna pengadaan

pegawai di daerah.
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b. Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil

Pengumuman pelamar yang lulus tes disampaikan pegtbat pembina
kepegawaian (PPK) daerah. Pengumuman tersebutikilakmelalui media cetak
yakni Jawa Pos dalam halaman Radar Bojonegoro,aveddktronik yakni web
resmi Kabupaten Bojonegoro dan radio-radio terndim&abupaten Bojonegoro
(misalnya radio malowopati), dan atau media lainf@abila ada peserta yang
dinyatakan lulus dan diterima tetapi mengundurkand&ngan alasan apapun,
serta bagi peserta yang telah dinyatakan lulus ditarima tetapi tidak dapat
memenuhi syarat atau kelengkapan administrasi pbaatas waktu yang
ditentukan. Maka, yang bersangkutan tidak dapatgia menjadi CPNS dan
formasinya tidak dapat digantikan oleh pesertanuy@ang lain. Sehingga, formasi
yang membutuhkan tetap saja kosong, tetapi sisaafirtersebut dapat diajukan
lagi untuk dipertimbangkan pada penetapan formamilaptahun anggaran
berikutnya.

Bapak Erry Tjatur selaku Kasubbid Pengadaan dagdPgkatan Pegawai
mengatakan bahwa :

"Penempatan pegawai yang diterima ini berdasarkala gusunan formasi

yang telah disetujui oleh pemerintah pusat, sextai@ dengan penentuan

kebutuhan pegawai di awal yang disusun bersamangiasasing SKPD”.

Pernyataan yang sama, setidaknya telah disampailan lbu pertiwi
selaku Kasi Ketenagaan dan Kelembagaan PNFI Dieadiéikan, yaitu :

“Penempatan pegawai baru yang kami terima sesusajatiekebutuhan

yang memang sedang dibutuhkan pada formasi yangngpsserta

kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengghkerjaannya.

Misalnya guru olahraga berasal dari sarjana pekaldiolahraga.”
(wawancara pada tanggal 14 Maret 2012)
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Calon pegawai negeri sipil yang dianggap memenuadiifikasi diberikan
pada unit organisasi yang membutuhkan karena agslaian antara persyaratan
jabatan dengan potensi yang dimiliki. Proses yaagsparan juga telah dilakukan
BKD Kabupaten Bojonegoro, hal tersebut dibuktik@mghn adanya kerja sama
dengan pihak ketiga dalam hal ini yang ditunjuklald&Jniversitas Gadjah Mada
(UGM) Jogjakarta. Disini UGM lebih berperan padéhaga seleksi, yakni
mengenai proses seleksi baik untuk menyediakan swalpun mengoreksi
jawaban. Selain itu daftar nilai maupun peringkalamar dapat diakses melalui

web resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegonany.kabbojonegoro.go.id).

1) Proses Penempatan Calon Pegawai Negeri Siplil

Dalam proses penempatan pegawai baru ini, BKD s$&san untuk
menempatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan dBiD $&ng bersangkutan.
Penempatan tersebut dirasa sudah akurat, sebdiedueyai pihak yang terlibat
dalam proses penempatan itu. Adapun, pihak-pihalg yi@rkait diantaranya
adalah BKD khususnya tim pengadaan dan PejabatiRaidbpegawaian daerah
(Bupati). Di mana sebelum diputuskan seorang CPMN&mg@atkan, terlebih
dahulu dilaksanakan rapat dalam menentukan penampséorang CPNS
tersebut. Jadi, penempatan tersebut tidak asalksaja, melainkan harus melalui
persetujuan dari berbagai pihak. Hal tersebut didgkdengan pernyataan dari
Bapak Suhadi selaku Staf Bidang Pengadaan Pegangirngengatakan :

“Penempatan pegawai baru sesuai dengan kebutuham didahas di

dalam rapat. Sasaran dari rapat tersebut adal&#lunihiatau satker yang

membutuhkan pegawai. Kemudian, diserahkan pada tBupatuk
dimintakan persetujuan, sedangkan untuk prosesmihadalah diberikan
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pada BKD guna dibuatkan surat keputusan.” (wawangada tanggal 20
Maret 2012)

Penempatan pegawai sesuai dengan prirthispright man in the right
place and the right man behind the right jétal tersebut dibenarkan oleh Bapak
Adi selaku Kasubbid Mutasi yang mengatakan bahwa :

“Penempatan pegawai sesuai dengan latar belakamdjdgean dengan

jabatan yang diduduki. Hal tersebut mesti dilakukaar pegawai bisa

mengusai tugas sesuai dengan bidang yang dikUasaiohnya, pegawai
dengan latar belakang pendidikan sarjana hukurmgtgkan pada bidang
hukum, tidak mungkin sarjana hukum ditempatkan pédaldang
pertanian”. (wawancara, pada tanggal 13 Februd2P0

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkada ppengadaan
pegawai pada tahun 2010 lalu, Kabupaten Bojonegwmbutuhkan setidaknya
220 pegawai baru yang juga telah disetujui olehapu®leh karena itu, jika
dengan prinsip tersebut dilakukan maka kesempataarbdimiliki oleh setiap
pelamar yang latar belakang pendidikannya sesuagaste formasi yang
dibutuhkan.

Ketika pegawai menjadi seorang calon pegawai negpili bisa disebut
sebagai masa percobaan. Hal tersebut dilakukan&aegiap organisasi memiliki
kewajiban untuk selalu membantu pegawai barunya guelakukan penyesuaian
yang diperlukan selama ia harus mengikuti masaopaan dalam jangka waktu
tertentu. Selain itu, masa percobaan juga dimaksudkina mengenali organisasi
sebagai keseluruhan dan bukan hanya satuan kemarth yang bersangkutan di

tempatkan. Sehingga, diharapkan mampu untuk bekdgagan tingkat

produktifitas yang diamanatkan kepadanya. Jika m@sa@obaan ini dilalui
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dengan baik, barulah akan ditindak lanjuti dengenugasan sebagai pegawai
yang permanen.

Bapak Erry Tjatur selaku Kasubbid Pengadaan dangdPgkatan
Pegawai, pada wawancara tanggal 21 Februari 28li#ubmengutarakan sebagai
berikut :

“Masa percobaan pegawai sangat perlu untuk ditargghal tersebut guna
memperkenalkan pegawai baru pada lingkungan kexjar8ehingga,
diharapkan pegawai bisa bekerja dengan baik setedgigenal lingkungan
maupun suasana tempat kerja. Masa percobaan dilakulnimal 1 (satu)
tahun dan maksimal 2 (dua) tahun. Apabila, kerjabhgé&k maka bisa
diangkat menjadi pegawai tetap atau PNS”.

Lebih mendasar lagi bahwa penempatan pegawai ladeindsuatu jabatan
tertentu atau posisi yang dibutuhkan harus dinig#@igan masa percobaan, guna
beradaptasi terhadap tugas pokok, maupun padautggk tempat dia bekerja.
Sekaligus, hal tersebut untuk membuktikan apa ysmdah dilakukan pada

serangkaian tahap seleksi telah benar-benar megjarang yang paling tepat

pada posisinya.

2) Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Bagi pelamar yang diterima tidak serta merta biganilih penempatan
kerja sesuai kenginannya, hal tersebut sangatadtar Seperti yang sudah
dijelaskan di atas tadi, bahwa penempatan pegaatair dleh BKD khusunya tim
pengadaan serta pihak-pihak yang terkait lainnyalaln forum rapat dengan
pertimbangan dan kebutuhan serta pemerataan pegilai ada pegawai yang
menentang, melanggar dan tidak melakukan periitamaka pegawai tersebut

akan diberikan sanksi.



86

Penempatan calon pegawai negeri sipil tersebuttagkan dengan
persetujuan dari Bupati selaku pejabat pembinagapaian daerah. Jabatan awal
yang didapatkan bagi pelamar yang diterima dang#t@nmenjadi calon pegawai
negeri sipil dari pelamar umum adalah jabatan gla fungsional umum atau
yang biasa disebut dengan staf. Tetapi, jika sutlahgkat menjadi pegawai
negeri sipil dan sudah menjalankan tugasnya selbat®rapa tahun. Akan
kembali dipertimbangkan selama masa percobaara seduai kemampuannya
untuk menempati jabatan struktural maupun jabatargdional penyuluh. Hal
tersebut dibenarkan oleh Bapak Erry Tjatur selalasubbid Pengadaan dan
Pengangkatan Pegawai, beliau mengutarakan selexgaith

“Jabatan awal yang ditempati oleh pelamar yangslufian diterima

menjadi CPNS daerah ditempatkan sebagai fungstonaim atau staf dan

guru, jika sudah diangkat PNS baru bisa diangkahjaciée pejabat

struktural maupun fungsional penyuluh.”. (wawancgrada tanggal 21-

02-12)

Tentunya, dalam pengangkatan calon pegawai negdpili menjadi
pegawai negeri sipil tidak bisa begitu saja merkiggorang pegawai untuk bisa
langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil, kipes jika seorang pegawai
yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga depggabat tinggi daerah dan
dengan alas an lainnya. Pengangkatan tersebut tresladui berbagai tahap dan
persyaratan. Hal tersebut sesuai dengan pernygéagndisampaikan oleh Bapak
Suhadi selaku Staf Bidang Pengadaan yang menyaampa&berapa kalimmat
sebagai berikut :

“Setelah calon pegawai negeri sipil melalui masacg®aan 1 (satu)

sampai 2 (dua) tahun dan telah lulus dari dikladjgiratan ditambah

dengan lulus tes kesehatan dengan dokter yangjukturieh BKD,
misalnya saja RSUD. Setelah semuanya dilakukanjldfardiberikan
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usulan untuk pengangkatan sebagai pegawai negeli’(siawancara,
pada tanggal 20 maret 2012)

Adapun beberapa persyaratan administratif yangshdipenuhi guna bisa
diangkat menjadi pegawai negri sipil adalah :

a) Foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai pag@awai negeri

sipil;

b) Foto copy surat pernyataan melaksanakan tugas;

c) Foto copy tanda tamat pendidikan dan pelatiharabaén;

d) Surat keterangan hasil penyajian kesehatan yangjudikan oleh

dokter penguiji tersendiri (tim penguji kesehatan);

e) Foto copy sah ijazah yang dijadikan dasar dalamggegkatan

sebagai calon pegawai negeri sipil;

f) Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) immt&daksanakan

tugas sampai dengan 1 (satu) tahun;

Secara garis besar, setelah syarat-syarat di atpentuhi maka akan
dibuatkan nota pertimbangan teknis ke Badan Kepaigaw Negara untuk
dimintakan pertimbagan teknis tentang pengangkatanjadi PNS. Setelah di
setujui oleh Badan Kepegawaian Negara, selanjut@n dibuatkan surat
keputusan (SK) oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Dari pernyataan diatas, bisa disimpulkan bahwa ladet@ara calon
pegawai negeri sipil selesai melewati masa percolsskurang-kurangnya 1
(satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun. Apabidai prestasi kerjanya baik,
serta memenuhi syarat kesehatan jasmani rohaniddpat memenuhi syarat

administratif untuk diangkat menjadi PNS dan jugag/bersangkutan telah lulus
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pendidikan dan pelatihan prajabatan maka CPNShgrslapat diangkat menjadi
pegawai tetap atau PNS, dengan ketentuan dibep&angasan yang permanen
pada satuan kerja tertentu dengan tugas yang igpesifa. Selain itu, juga
menerima segala haknya sebagai pegawai negeri sgmerti gaji penuh,
tunjangan jabatan, tunjangan isteri dan anak kadia,) tunjangan pengobatan, hak
cuti, upah lembur. Serta, berbagai hak lainnya rsep&esempatan
mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mptalgiam pendidikan dan

pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi gargangkutan.

4. Faktor-faktor yang Menghambat Proses Perencanaan daPenempatan
CPNS
a. Keterbatasan Waktu
Permasalahan yang sering muncul dalam perencamdatukan pegawai
adalah masalah keterbatasan waktu yang diberikéamdanenyusun usulan
pegawai baru maupun dalam proses pengadan sumperagaratur, sehingga
dibutuhkan kerja yang ekstra dari tim pengadaamkubisa menyelesaikannya
dengan baik.
“Faktor waktu menjadi hal yang sangat penting, theteasan waktu yang
diberikan membuat beban kerja kamimenjadi beratrdikakan harus
melembur untuk mengolahnya. Jika hal tersebut tideki lakukan, maka
segalanya akan berantakan, sekaligus bisa menghaatdanya proses
perencanaan kebutuhan pegawai.”. (wawancara deagakRBErry Tjatur
selaku Kasubbid Pengadaan dan Pengangkatan Pegadaitanggal 21
Maret 12)
Kesimpulan yang dapat di ambil dari pernyataan tds ayakni bahwa

dalam merencanakan atau menentukan kebutuhan peg®&kd® selalu

melakukan koordinasi dengan pihak SKPD. Walaup@mgdn tuntutan waktu
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yang sangat terbatas, tim pengadaan menyiasatiadebekerja lembur untuk
menyelesaikan perencanaan kebutuhan pegawai sgmagai pengadaan calon
pegawai negeri sipil. Tentunya hal tersebut tidatkepas dari kerja keras BKD
khusunya tim pengadaan, serta adanya kerjasamaSH##&D yang bisa tepat
waktu dalam mengajukan kebutuhan pegawai baru B&da serta memberikan

konfirmasi jika SKPD yang bersangkutan tidak merabkéan pegawai baru.

b. Kekosongan Formasi

Permasalahan yang muncul pada saat penempatan ¢&tNSmasalah
adanya kekosongan formasi pegawai baru yang mertidak bisa terpenuhi
dikarenakan adanya beberapa alasan. Adapun, afssan tersebut diantaranya
adalah adanya ketidaksesuaian kompetensi yangildimieh pelamar dengan
kebutuhan pegawai, hal tersebut mengakibatkan ad&ekosongan formasi
pegawai. Ketidaksesuaian kompetensi, memang menjadalah yang riskan.
Sebab jika dipaksakan bagi seorang pegawai untukinakiki suatu jabatan yang
tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan $ettatuhan organisasi, bisa
menimbulkan kekacauan dalam pekerjaan.

Selain itu, adanya formasi yang kosong disebalidemena tidak adanya
pelamar yang mendaftar pada kualifikasi yang dibken dan adanya pelamar
yang sudah diterima namun mengundurkan diri kedikan diangkat menjadi
CPNS dengan berbagai alasan-alasan seperti diteekexja di tempat lain yang
mungkin gajinya lebih besar. Sehingga, mengakilmatgasisi tersebut tetap
kosong dan tidak dapat dipenuhi. Pernyataan inerditkan oleh Bapak Erry

Tjatur selaku Kasubbid Pengadaan dan Pengangkatmwli, sebagai berikut :
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“Kekosongan formasi masih acap kali terjadi ketp@ngadaan CPNS

dilaksanakan, walaupun kekosongan tersebut tidalydia Hal tersebut

dipengaruhi karena tidak adanya pelamar pada foryaasy dibutuhkan
serta adanya pelamar yang diterima namun ketikan akeempatkan

mengundurkan diri"(wawancara, pada tanggal 21-02-12

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Suhadiksektaf bidang
pengadaan, dimana wawancara dilaksanakan padaata2@gnaret 2012, secara
garis besar besar wawancara tersebut adalah sddeaait :

“Kekosongan formasi pegawai pada pengadaan tahd® 2@ lebih

disebabkan karena adanya pelamar yang melamar dotdeya selain

melamar untuk CPNS pelamar yang bersangkutan jedanmar bekerja di

Depag ataupun di perusahaan swasta. Ketika lantaraabut diterima

semuanya, yang bersangkutan lebih memilih untulenpeekli tempat lain,

mungkin dengan pertimbangan gaji yang lebih besar.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwasalah yang timbul
pada saat penempatan pegawai adalah tidak terignyasi pegawai, meskipun
kekosongan tersebut hanya terjadi pada beberap® SER. Fakta tersebut bisa
terjadi dikarenakan tidak adanya kesesuaian komgietgang dimiliki oleh
pelamar pada formasi yang dibutuhkan dan tidak yedpaeserta yang lolos dalam
ujian seleksi, maupun adanya peserta yang lolas geleksi tetapi ketika akan

ditempatkan peserta yang bersangkutan menyatakak mmengundurkan diri

dengan berbagai alasan yang melatar belakangi.

5. Hasil yang di Capai dalam Proses Perencanaan dan mampatan CPNS
Ketika membicarakan hasil, tentu saja akan beigmkinengenai apa yang
sudah dicapai oleh seorang individu maupun organgtelah melakukan suatu

usaha. Hasil bisa dijadikan sebagai tolok ukurugejenana usaha yang telah
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dilakukan maupun sebagai bahan evaluasi guna ni&akyperbaikan pada

kegiatan selanjutnya.

Hasil yang dicapai oleh BKD Kabupaten Bojonegordauia proses

pengadaan sumber daya aparatur pemerintah daesah dikatakan cukup

berhasil. Proses penempatan Calon Pegawai Negeiti d$sesuaikan dengan

kompetensi bidang masing-masing pegawai yang akmmplatkan sehingga

dapat

tujuan

menguasai apa yang menjadi bidangnya agdmyerdapat mencapai
organisasi.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak ErryiMgelaku Kasubbid

Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai, dimana belegutarakan bahwa :

“Hasil yang dicapai dalam pengadaan sumber dayea@pgpemerintah
daerah pada tahun 2010, bisa dikatakan berhadkatékan berhasil,
dengan melihat indikator dimana pegawai baru yarngricha sesuai
kebutuhan dari formasi yang diajukan oleh masinginta SKPD
walaupun ada sedikit formasi yang tidak terisi janempatan yang sesuai
dengan latar belakang pendidikan dengan jabatag galuduki sehingga
menunjukkan kinerja yang memuaskan, serta tidak lkamhaplain dari
masyarakat terkait hasil dari pengadaan tersebwawancara, pada
tanggal 21-02-12)

Tabel 5 Jumlah Formasi CPNS Tahun Anggaran 2010

Tahun Anggaran 2010
No Formasi
Kebutuhan Diterima Ditempatkan
1 Tenaga Guru 99 98 94
2 Tenaga Kesehatan 66 63 62
3 Tenaga Teknis 55 55 55
Jumlah 220 216 211

Sumber : Arsip Bidang Pengadaan
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Selain tabel di atas, ada pernyataan dari Bapak Balaku CPNS di BKD
Kabupaten Bojonegoro yang secara tidak sengaja obeolg dengan saya.
Dimana, obrolan tersebut dapat disimpulkan seldagyaiut :

“Pak Danu adalah seorang CPNS dengan latar belakanglidikan

sarjana komputer dan sekarang telah menjalanai pasabaan kurang

lebih selama 1 tahun. Beliau ditempatkan pada iddokumentasi dan
informasi yang tentunya bidang tersebut sangataiterk dengan latar
belakang pendidikannya sebagai sarjana komputer.”

Dari tabel diatas, dapat diambil kesimpulan bahumlagh CPNS yang
ditempatkan pada setiap SKPD Pemerintah KabupatejpnBgoro adalah
sebanyak 211 orang, dengan rincian tenaga gurud@¥ptenaga kesehatan 62,
dan tenaga teknis sebanyak 55 orang. Penempaiarsthkit jika dibandingkan
dengan data peserta ujian yang diterima yakni selka?16, hal ini terjadi karena
ada 5 orang yang lulus seleksi telah mengundurkanetutama dari tenaga guru
sebanyak 4 orang dan tenaga kesehatan 1 orangtuBega terjadi ketidak
samaan antara jumlah kebutuhan pegawai denganhjymelamar yang diterima,
hal tersebut disebabkan karena tidak adanya Kkeadifipelamar yang cocok
dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutanmbDai#an lain bahwa proses
perencanaan hingga proses penempatan yang dilalalehnBKD Kabupaten
Bojonegoro bisa dikatakan relatif berhasil dengaam®@nuhi persyaratan yang
telah ditentukan, hal tersebut juga bisa dilihati d@simpulan perbincangan
dengan Pak Danu. Selain itu, formasi yang kosorkpmulisebabkan murni

kesalahan dari BKD karena ada beberapa pegawaitgiatgdinyatakan diterima

tetapi mengundurkan diri.
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B. Pembahasan

1. Pengadaan Sumber Daya Aparatur
Dalam praktek pelaksanaan pengadaan sumber dayatuapatau yang

biasa disebut dengan pengadaan calon pegawai regrpada periode tahun
2010 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mendg@umnaketentuan
pelaksanaan berdasarkan pada PP No. 98 tahun @Wadgd pengadaan pegawai
negeri sipil sebagaimana telah dirubah dengan PP1Mdahun 2002 sebagai
pedoman dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sesngaml arahan dari Kepala
Badan Kepegawaian Negara.

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah seteglahya otonomi
daerah di Kabupaten Bojonegroro sudah dilakukaarsgik 6 (enam) kali yaitu
diawali ketika BKD Kabupaten Bojonegoro mulai terhé& pada tahun 2001
yang kemudian dilakukan lagi pada tahun 2003, 2@BQ5, 2008, 2010.
Pengadaan tersebut pelaksanannya dilakukan sefatiriKabupaten Bojonegoro
melalui BKD. Adapun prosesnya secara garis bespatdsaya simpulkan pada

gambar di bawah ini.
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Pengadaan tersebut ditujukan untuk formasi ur Khususnya pad
pengadaan calon pegawai negeri sipil pada tahul® 2H4ih ditujukan untul
pelamar umumdengan kata lain berasal dari sumeksterne bukan sumber
internal atau tenga honorer. Hal tersebut dikarenakan, tenaga hoyarey ad:
padadatabasehasil dari test yang dilakukan sekitar tahun 20€&ht habis da
terakhir kali sudah diangkat menjadi CPNS untuk gi@nformasi pada taht
2009. Tenaga honorer saat ini yang adalah tenaga honorer yang dianc
sepihak oleh satker yang bersangkutan tanpa ppraetkepala daerah yal
lazim istilahnya disebut sebagai tenaga kontrak,tdraebut bisa terjadi kare|
memang saat ini Kabupaten Bojonegoro sedang keffanapegawanegeri sipil
dan juga adanya kebijakan moratorium PNS. Jadiatddsimpulkan bahw

secara prosedural pengangkatan tenaga honorer dn@B&S setidaknya har
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memenuhi persyaratan dimana namanya tercantum diéiar nominatif tenaga
honorer yang ditetapkan oleh Kepala BKN berdasapaua urutan nama yang
ada dalandatabasetenaga honorer BKN, dengan pengangkatan tenagardron
didasarkan pada pertimbangan usia dan masa kejgavpe

Pengadaan CPNS, memang bukan merupakan kegiatgmyaiah untuk
dilakukan karena dalam kegiatan ini diharuskan kimendapatkan para pegawai
yang benar-benar dibutuhkan dengan segala syanmay yeaarus dipenuhi.
Walaupun pengadaan pegawai ini terkesan sulit,piteBKD Kabupaten
Bojonegoro mampu melaksanakannya walaupun ada dmbdrambatan yang
harus dilewati. Pengadaan CPNS daerah memang ddaksikan oleh BKD
Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut lebih disebablkatanya kebijakan dari
Pemkab Bojonegoro untuk melaksaakan pengadaan CQRNf&h sejak tahun
2001 sebagai agenda guna memperbaiki manajemegdweaian yang ada, selain
itu juga untuk mengurangi banyaknya jumlah tenagaoher yang ada sehingga
kedepannya pegawai yang menjalankan tugas penteriatialah pegawai
pemerintahan yang resmi.

Pengadaan sumber daya aparatur atau calon pegeagai $ipil daerah
haruslah berdasarkan pada prinsip apa untuk skpsiquan 2011:28). Dalam
penjabarannya, apa dimaksudkan agar terlebih daménetapkan pekerjaan-
pekerjaannya berdasarkan uraian kebutuhan yang thukan oleh masing-
masing SKPD ke BKD. Kemudian melaksanakan prisgpa, yang maksudnya
adalah pengadaan ditujukan untuk mencari oranggorgang tepat, guna

menduduki jabatan di posisi yang dibutuhkan dersgayala syarat yang terpenuhi
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berdasarkan pada uraian pekerjaan tersebut. Hsé¢bigr jelas, karena jika

melakukan pengadaan tidak berdasarkan apa untpd. sizebih cenderung pada
siapa untuk apa, maka yang dilakukan akan beramtdda@rena, sudah memilih

seorang pegawai untuk menduduki jabatan maupunrjpakeyang belum tentu

memiliki kualifikasi serta latar belakang pendidikpegawai yang sesungguhnya
dibutuhkan. Maka, hal tersebut tentu saja akan kiEata pada penyelesaian
pekerjaan yang terhambat.

Proses pengadaan sumber daya aparatur yang ditalalka Pemkab
Bojonegoro bisa dikatakan berjalan baik dan lanteantama mengenai penentuan
kebutuhan tenaga kerja dan penempatannya. Habterbesa dilihat dari tidak
adanya keterlambatan dalam prosesnya, selesai paddu yang sudah
ditentukan. Hanya saja dalam proses pengangkatgawae baru mengalami
sedikit keterlambatan karena harus melakukan pewmban selama 3 (tiga) bulan
setelah pelaksanaan pengadaan tersebut. Indikaior Gilihat dari sisi
perencanaan kebutuhan pegawai selalu melibatkanDS¥dhg bersangkutan
untuk berkoordinasi mengenai formasi pegawai yahgtdhkan. Selain itu, dari
sisi penempatan pegawai sesuai dengan latar beglgiandidikan serta kebutuhan
satker, hanya saja ada beberapa formasi yang teféd bukan dikarenakan
kesalahan dari tim pengadaan melainkan memang tatkk pelamar yang
memiliki kesesuaian kompetensi serta adanya pelgary mundur.

Pengadaan tersebut sangat mendapat perhatiamailarakat luas. Hal
tersebut dibuktikan dengan banyaknya jumlah makgargang melamar, baik

dari Kabupaten Bojonegoro sendiri maupun dari kaberpgkota lainnya.
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Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapzagaiahan yang muncul,
namun tim pengadaan Kabupaten Bojonegoro mampuk umtengatasinya.
Dalam hal ini yang memiliki peranan besar dalamsesopengadaan CPNS di
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentu saja Badapedfavaian Daerah
(BKD). Seperti yang telah dibahas di atas tadiagnaannya berpedoman pada
PP No. 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai sguesebagaimana telah
dirubah dengan PP No. 11 tahun 2002. Adapun prpsegadaan CPNS di
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan fpkasglitian ini adalah

sebagai berikut :

a. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja

Tahapan awal yang dilakukan dalam proses pengaat#sah penentuan
atau perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Penekgbatuan tenaga kerja ini
pada dasarnya dilakukan untuk mengisi formasi y#mgong. Selain itu,
penentuan kebutuhan tenaga kerja merupakan salafusgsi utama manajemen
kepegawaian yang intinya merupakan proses peramsistematis tentang
permintaan dan penawaran pegawai untuk masa sekamampun yang akan
datang sesuai kebutuhan organisasi. Pernyataarebtérsbertumpu pada
pengertian yang disampaikan oleh Gomes (2003;83)gatakan, perencanaan
SDM adalah langkah-langkah tertentu yang diambéholnmanajemen guna
menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga karg tepat guna menjamin
bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yanay tstuk menduduki berbagai

kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pakia wang tepat.
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Perencanaan kebutuhan pegawai bisa didefinisikbagse suatu proses
kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang &eaaspada segala
perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dan lestiex@n pegawai yang ada.
Banyak alasan yang membuat perencanaan pegawaadnémjgian terpenting,
salah satu sebabnya adalah karena dapat membganisaisi dalam menentukan
masa depannya dengan segala sumber-sumber yamgkhpeserta menentukan
apa yang benar-benar dapat dicapai dengan sumindesyang tersedia.

Dalam tataran pengelolaan sumber daya aparatuai dédfatakan bahwa
dasar dari perencanaan sumber daya aparatur itdhadpaya yang dilakukan
oleh seorang pimpinan organisasi untuk mengamliputkean mengenai jumlah
dan mutu pegawai yang diperlukan oleh organisasebeit. Hal tersebut memiliki
tujuan supaya organisasi bukan hanya memiliki pegasmja sesuai dengan
kebutuhan organisasi dalam menjalankan fungsi dgashya, namun agar para
pegawai yang dimiliki itu memenuhi berbagai perajam yang di tentukan untuk
jabatan dan pekerjaan yang akan dipangku dan dilaksinnya. Pada tahapan ini,
sudah seharusnya diarahkan untuk mencari keseirabaatgu kesesuaian antara
sumber daya aparatur yang akan dipekerjakan dengsih yang ingin dicapai
sesuai misi yang telah dicanangkan. Oleh karenan&amang lebih baik apabila
perencanaan pegawai diselaraskan dengan kebutudgawg@ dengan segala

kemungkinan perubahan dalam organisasi.

1) Formasi
Sama halnya dengan filosofi sepak bola, dimana gkatu tim ingin

meraih gelar juara harus mampu untuk mendapatkangemain yang dianggap
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sesuai dengan kebutuhan tim dan dalam mengaturagoripemain harus

disesuaikan dengaskill yang dimiliki oleh masing-masing pemain dengan
penempatan pada posisi yang pas. Hal tersebut j@ddk beda dengan formasi
pegawai instansi pemerintahan, dimana organisaseliet juga harus mampu

untuk merencanakan kebutuhan formasi pegawai gueadapatkan pegawai

sesuai untuk mengisi jabatan yang tepat pada semmgan kemampuannya.
Sehingga, dapat dikatakan bahwa, penyusunan fommesing-masing organisasi

negara disusun berdasarkan pada analisa kebutubgawai baru, serta

ketersediaan pegawai sesuai dengan jabatan yamsgdigr dengan selalu

memperhatikan informasi jabatan yang disusun sé&diagn anggaran.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah9Korahun 2000
tentang formasi PNS, bahwa penentuan kebutuhangdenria tersebut
didasarkan pada jenis pekerjaan, sifat pekerjamalisss beban kerja dan
perkiraan kapasitas seseorang PNS dalam jangkauwsktentu, prinsip
pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tergemi@asi Persediaan pegawai
adalah jumlah PNS yang dimiliki saat ini, persedipagawai disebut juga dengan
bezetting.

(Manihuruk:1974) Sebagaimana, yang dimaksud denpgais pekerjaan
adalah macam-macam pekerjaan yang harus dilakukah suatu satuan
organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya. éfisgliut dilakukan dengan
adanya kerjasama antar pegawai yang baik guna nmathgekan kerekatan para
pegawai dalam suatu organisasi. Serangkaian adit@rsebut dilakukan secara

berkelanjutan, sehingga tercipta sumber daya mamnsig mampu mendukung
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organisasi. Jenis pekerjaan dapat dibagi menja@iud) jabatan, yakni jabatan
struktural dan jabatan fungsional. Dimana tenadanisetermasuk di dalam
jabatan struktural, sedangkan jabatan fungsiondirielari tenaga pendidikan dan
tenaga kesehatan. Jenis pekerjaan ini sangat bevabaketika jenis-jenis
pekerjaan yang dibutuhkan telah diketahui makaifkkesdi calon pegawai yang
dibutuhkan bisa ditetapkan.

Sifat pekerjaan merupakan pekerjaan yang berpengiaiam penetapan
formasi, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau daudgt waktu melaksanakan
pekerjaan tersebut. Jika ada suatu pekerjaan yamgs hdikerjakan secara
berkelanjutan sampai melampui jam kerja, maka diiltan pegawai yang lebih
banyak jika dibandingkan dengan sifat pekerjaargyaisa dikerjakan pada jam
kerja. Sedangkananalisis beban kerja dan perkiraan kapasitas sasg@egawai
dalam jangka waktu tertentu. Memperkirakan bebamakeari masing-masing
satuan organisasi dapat dilakukan berdasarkantpegan maupun berdasarkan
pengalaman. Penting rasanya ketika tiap kali sakeaja melakukan analisis
beban kerja dilakukan dengan penuh ketelitian, pgaentuan jumlah pegawai
dapat dilakukan dengan dengan tepat.Setelah, ignbéban kerja telah dicapai
maka perkiraan kapasitas seorang pegawai dapaksaiiakan.Hal tersebut
bertujuan agar terjadi keseimbangan antara bebga Hengan pegawai yang
tersedia, sehingga mampu mengatasi pekerjaan yaelgathkan kepadanya.

Prinsip ataupun kebijaksanaan pelaksanaan kegratamiliki pengaruh
yang besar terhadap penentuan formasi kebutuhaawpegMisalnya saja, jika

ada proyek pembuatan jalan yang dikerjakan sendigh Pemda yang
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bersangkutan, maka hanya akan membutuhkan tenaggardegolongan I/a
sebagai tenaga pelaksana dengan jumlah yang baMakun, jika proyek
tersebut diborongkan pada pihak ketiga, maka pemmalaya membutuhkan
pegawai golongan Il dan IV dengan jumlah yang ldediebagai perencana
maupun pengawas proyek yang kemungkinan besampasiisa lebih baik.
Begitu juga dengan jenjang jabatan dan pangkat yangpdia dalam suatu
organisasi mempunyai pengaruh dalam penyusunana$orikarena semakin
tinggi suatu pangkat atau jabatan, semakin terbjaiges pegawai yang dapat
mencapainya.

Selain itu, peralatan yang tersedia atau yang kinadé@n tersedia dalam
melaksanakan pekerjaan akan mempengaruhi peneptodah pegawai yang
dibutuhkan, karena biasanya dengan kualitas atauputu peralatan yang
tersedia dengan jumlah sesuai kebutuhan, akan thapakibat pada sedikitnya
jumlah pegawai yang dibutuhkan, dapat dikatakarwbakecanggihan peralatan
yang tersedia dapat menggantikan keberadaan pefgawaPemkab Bojonegeoro
memiliki jumlah pegawai dengan golongan Il dand&yak yang mendominasi.
Kenyataan tersebut terjadi, karena golongan llihiddanyak tenaga fungsional
seperti tenaga guru yang sangat dibutuhkan. Sebabingkup Pemkab
Bojonegoro banyak terdapat sekolah-sekolah, maaiasnan kanak-kanak (TK)
sampai setingkat sekolah menengah atas (SMA). rSetlaj untuk jabatan
struktural seorang pegawai bisa naik jabatan mewhkanh paling tidak waktu 4

(empat) tahun untuk naik ke jabatan yang lebihdiing
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Formasi pegawai ini masih pusat yang menentukahaupan daerah
mengusulkan jumlah pegawai yang dibutuhkan teidpktsemua disetujui oleh
pusat, karena pusat memiliki pertimbangan-pertirghartersendiri. Keberhasilan
dalam penyusunan formasi pegawai dapat diyakni sedlara langsung maupun

tidak langsung akan mendukung dalam upaya peniaglatektifitas organisasi.

2) Proses Perencanaan Kebutuhan Pegawali

Baru-baru ini terjadi banyak sekali perubahan dalaggala sendi
kehidupan, banyak hal yang mempengaruhi fenomersehit, diantaranya
adalah mengenai kemajuan teknologi serta semakkeimdangnya wawasan dari
masyarakat. Hal tersebut membuat pengelolaan keéga terutama pegawai
negeri sipil sebagai ujung tombak penyelenggaraanepntahan harus mampu
beradaptasi dengan kondisi yang ada. Sehinggatens¢but membuat para
pejabat Pembina Kepegawaian beserta instansi yakagitt pada masing-masing
daerah untuk mampu melaksanakan perencanaan sdayzeaparaturnya dengan
cermat, tepat dan berdaya guna.

Penentuan kebutuhan tenaga kerja ini didasarkaa pddrmasi yang
diterima. Di pemerintah Kabupaten Bojonegoro pamemkebutuhan tenaga kerja
yang didasarkan pada seberapa jumlah pegawai ydmguklkan oleh setiap
SKPD yang bersangkutan dapat dilihat dari berapadei yang kosong pada tiap
SKPD tersebut. BKD yang nantinya akan membuat sedatran formasi dan
usulan kebutuhan pegawai ke tiap SKPD, kemudian C5Kétsebut mengisi

edaran tersebut berdasarkan jumlah pegawai yangasmuhaik pangkat,
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meninggal dunia, dan yang diberhentikan baik sedemanat maupun tidak
hormat.

Setelah itu baru BKD merekap dan menganalisis giatg masuk, mana
jenis pegawai yang lebih diprioritaskan dibutuhke®ehingga, perubahan-
perubahan dan ketersediaan pegawai di SKPD yarsggkutan tentunya akan
bisa diketahui dengan adanya suatu analisis keantuhaupun beban kerja.
Namun, pada kenyataannya hanya beberapa SKPDasajaelah melakukannya.
Selebihnya analisis tersebut justru dilakukan @&D itu sendiri. Hal tersebut
jelas memberikan beban yang lebih pada BKD sebalsmengolah data mentah
tersebut sebelum usulan pegawai baru yang dibututliszrahkan kepada pusat.
Karena memang pada saat itu belum adanya perataranmengharuskan setiap
satker untuk menganalisis sendiri, sehingga BKDyyserus melakukannya.

Berdasarkan prosedur penentuan kebutuhan tenagm Yang ada di
Kabupaten Bojonegoro, telah sesuai dengan tahap-tgdng ditentukan. Dimana
telah melibatkan semua SKPD yang ada, dan sel&hodlinasikan oleh BKD
untuk mengusulkan kebutuhan-kebutuhan pegawaingdi, Jneskipun tidak
menganalisis sendiri setidaknya SKPD tersebut tidaksung dicekoki dengan
pegawai dari BKD tanpa adanya usulan dari SKPD.aBdketika melakukan
analisis kebutuhan pegawai selalu melakukan konasnidengan SKPD. Serta,
diharapkan formasi yang telah ditetapkan terisihol@PNS yang memiliki
keahlian dan keterampilan pada bidang masing-maserng sesuai dengan

kualifikasi yang dibutuhkan. Hal tersebut membuktik bahwa, kebutuhan
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pegawai dalam masalah ini tentu saja tidak hanykatian dengan kuantitas,
akan tetapi juga kualitas sumber daya aparatur gamguhkan.

Pengajuan formasi CPNS daerah Kabupaten Bojonetisampaikan oleh
pejabat pembina kepegawaian daerah (Bupati) dan ratdalui BKD kepada
menteri yang bertanggung jawab di bidang pendaysgunaparatur negara
(Menpan dan RB) dan kepala BKN melalui gubernualaelwakil pemerintah
propinsi. Kemudian, pemerintah pusat menyetujuilarstiormasi tersebut yang
ditandai dengan turunnya surat persetujuan itwisél, saya sependapat apabila
dalam proses perencanaan kebutuhan pegawai dalgkap Pemkab Bojonegoro
tidak dicampuri oleh Pemkab daerah lain. Alasankgagna kemandirian yang
harus dimiliki sebagai perwujudan bahwa Pemkab mBjoro sebagai daerah
otonom dan yang mengetahui segala bentuk kebutmbapun kapasitas sumber-
sumber daerah yang ada adalah Pemkab BojonegordiriseWalaupun
kemandirian harus dimiliki oleh Pemkab Bojoneganamun hal tersebut tidak
lantas membuat pemerintah pusat lepas tangan. étakebut dikarenakan
persetujuan penerimaan pegawai berada di tangamat pdengan segala
pertimbangan yang dimiliki pusat. Serta, yang titalah pentingnya penentuan
kebutuhan pegawai juga dilihat dari besar kecikg@angan pemerintah pusat.

Segala kegiatan tersebut di atas memang sangat petlik dilakukan,
namun hal tersebut juga tidak akan terwujud denbaik apabila aparatur
pemerintah daerah tidak memiliki sikap yang pratesd. Keprofesionalan
sangat perlu dimiliki oleh setiap aparatur, kareméuk mewujudkan visi yang

telah dicanangkan oleh daerah, serta sikap professtidak hanya dibutuhkan
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saat membuat perencanaan dan progam-progam s$aja,jiga diperlukan dalam

melaksanakan perencanaan dan program-program glamgditentukan.

b. Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil

Prinsip pokok dalam penempatan pegawai adalah nmgatken pegawai
negeri sipil yang tepat pada tempat yang tepat. iladlitujukan agar pegawai
negeri sipil yang menempati jabatan sesuai dengsnakipuan yang dimiliki
karena dengan penempatan yang tepat dapat menembgj&irah kerja dan
prestasi kerja yang nantinya akan menimbulkan hgaihg optimal dan
munculnya kreativitas baru yang berdampak posittiik perkembangan daerah
itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan prinsipgydisampaikan oleh Hasibuan
(2005; 64-65), bahwa penempatan itu didasarkan pezl@escriptiondan job
specificationyang telah ditentukan serta berpedoman pada pripsnempatan
orang-orang yang tepat dalam bahasa asing dikatidagarthe right man in the
right place and the right man behind the right jdbalam hal ini, penentuan
penempatan calon pegawai negeri sipil berdasarleata kebutuhan masing-
masing SKPD.

Sesuai dengan hasil penelitian, penempatan CalgamRe Negeri Sipil di
Pemkab Bojonegoro berjalan sesuai dengan prinsgeldat. Hal tersebut dapat
dibuktikan dengan pernyataan dari beberapa SKPDddarKabid Pengadaan itu
sendiri. Pegawai ditempatkan sesuai dengan Kklasifilserta jabatan yang
dikuasai, ada beberapa pertimbangan dalam penempagmwai ini antara lain

penilaian pelaksanaan pekerjaan, keahlian, serteyap@man. Jika pegawai-
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pegawai telah lolos dari pertimbangan-pertimbangasebut maka akan tercipta
kemajuan atau titik cerah dalam Pemkab Bojonegoro.

Satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam peneanppegawai baru
adalah masa orientasi atau magang yang harus kiilakaleh Calon Pegawai
Negeri Sipil yang akan ditempatkan. Masa orientasebut dilakukan selama
sekitar 2 (dua) bulan di daerah pinggiran. Hakumah menjadi kebijakan daerah,
tentu saja masa orientasi tersebut untuk memberikdarmasi sebagai
pengenalan CPNS dengan lingkungan kerja yang hafiarmasi tersebut bisa
meliputi tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewerksy pegawai baru.

Lingkungan kerja merupakan hal penting bagi pegéagai agar diketahui
serta dipahami dengan jelas. Sehingga mempernardabs penyesuaian dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan keyadeelalui masa orientasi
pada awal penugasan diharapkan dapat membentukliteenyang tangguh bagi
CPNS agar merasa lebih siap dalam menerima semiakb&nggung jawab,
serta dapat bekerja dengan penuh percaya diri &atetah dengan jelas
mengetahui situasi, kondisi, peraturan, jenis ga&earbaru yang diterima, hak
dan kewajibannya. Dengan demikian pelaksanaan algastetap mengarah pada

pelayanan yang professional.

1) Proses Penempatan CPNS

Proses adalah suatu usaha yang dilakukan oleh raageonaupun
kelompok untuk mendapatkan hasil yang semaksimahgkio. Jika usaha
tersebut dilakukan oleh kelompok, tentu saja dagt@mgambilan kebijakan juga

harus dilakukan dengan koordinasi dengan selurumen-elemen yang
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berkepentingan di dalamnya, agar apa yang diputusienjadi tanggung jawe
bersama dan tentunya kebijakan yang diambil lebdt klaipada kebijakan yan
diambil oleh individu tanpa persetujuan individungaain Adapun secara gar
besar proses penempatan calon pegawai negeridsipdt saya simpulkan pa

gambar di bawah ini.
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Gambar 5. Proses Penempatan CP!

Gambaran di as setidaknya bisa mewakili atas apa yang dilakukah
Pemkab Bojonegoro dalam penempatan calon pegagerirsgpil. Diman: dalam
pelaksanaannya, keputusan yang diambil berdasar padetujuaidalam rapat
dari berbagai pihak yakni BK khususnya tim pengadagang telah disetujt
oleh Bupatiselaku pejabat pembina kepegawaian d« Keputusan rapat sanc
berpengaruh terhadap penempaCPNS tentunya rapat tersebut berdasar
pada kebutuhan masi-masing SKPD dengan latar belakang pendidikan date
CPNSyang akan ditempatke Sehingga, penempatan seorang CPNS dilak
berdasarkan pada keputusan hasil rapat dan tidakcamot atau seenakn

dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan. Bi@ ada seorang CPNM
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yang menolak untuk ditempatkan, maka CPNS yangabgksitan tidak jadi
direkrut dan tidak dapat digantikan oleh pelamargyiain.

Selain itu, mengelola kapital manusia bisa menpaitimbangan penting
dalam putusan penempatan seseorang pegawai banan®;i kapital manusia
menurut Ress dan Richard yang dialihbahasakan &gkono (2007;33)
mengatakan bahwa kapital manusia secara umum rkgrafla gabungan antara
kapabilitas, pengalaman, kompetensi, sikap danlagarimanusia yang bisa
diubah menjadi hasfloutput). Dengan kata lain, keputusan dalam menempatkan
seseorang harus bisa melihat kedepan tentang sejan seorang individu yang
bersangkutan bisa membawa unit yang ditempatinygate segala modal yang
ada pada dirinya tersebut. Modal yang dimaksudaad&hpital manusia yang
dimiliki. Oleh karena itu, penempatan CPNS yandnjduluar batas kemampuan
yang dimiliki bisa mengakibatkan tingkat kedisphneendah. Sehingga, dalam
penempatan CPNS harus sesuai dengan kemampuan diemiki serta
diusahakan pekerjaan yang diberikan adalah pekeyaag disenanginya. Untuk
itu, pertimbangan kualitas dan kuantitas CPNS hadisesuaikan dengan
kebutuhan organisasi agar tercapainya efektifigata fisiensi guna menunjang
terwujudnya tujuan organisasi.

Menurut Manulang dkk (1987;3) yang mengatakan Ilaahproses
penempatan tenaga adalah suatu fungsi penting dalgamisasi mana pun
dengan tujuan-tujuan yang antara lain meliputi dexi@ sumber daya manusia
maupun sumber-sumber daya bukan manusia. Dari paht&sebut, setidaknya

bisa memperkuat argumentasi bahwa pertimbangamdaémempatan seorang
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aparatur tidak hanya berdasarkan pada kemampueadingaja, melainkan juga
mengenai kebutuhan dari organisasi yang membututatabahan aparatur guna
menunjang kinerja organisasi dengan memanfaatkiansegliaan peralatan yang
dimiliki.

Penerimaan CPNS ini menurut logika saya, bisa alideat melalui cara
yang jujur dan adil. Sebagaimana, bahwa seseor@amg giterima menjadi CPNS
murni mampu melewati tes seleksi yang ketat berkasakemampuannya.
Dimana, dalam proses seleksi tersebut telah mkéibhgtihak ketiga yakni UGM
untuk menyiapkan soal serta mengoreksi jawaban manyusun peringkat
tertinggi dari hasil seleksi tersebut. Penerimad@NE yang dipenuhi dengan
kebohongan dapat dipastikan akan melahirkan CPN§ gambohong pula. Jadi,
penerimaan CPNS bukan berdasarkan pada kemampuekanumtuk membayar.
Selain itu, penempatan CPNS dilakukan secara poof@sdengan menempatkan
seseorang berdasarkan pada kebutuhan formasi dadtjanyang bersangkutan
melalui hasil rapat bersama.

Berdasarkan pada data yang ada, penempatan CPN&riftam
Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan yang agikan oleh pemerintah
pusat. Setidaknya, hal tersebut bisa dilihat dam&ndirian pemerintah daerah
untuk bisa mengatur sendiri penempatan bagi CPN§ gderima. Meskipun ada

beberapa formasi yang masih kosong.

2) Pengangkatan Menjadi PNS
Selama menjadi CPNS bisa dikatakan sebagai masaljan. Selama

masa tersebut, seorang pegawai akan dinilai mendexayakannya untuk
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diterima menjadi pegawai tetap. Dalam masa pereolassebut, sekurang-
kurangnya selama 1 (satu) tahun dan paling lamau&)(tahun. Dimana,
perhitungan tersebut dimulai sejak tanggal seomaegawai diangkat menjadi
CPNS. Bagi para CPNS yang telah menjalani masaopaan, tentunya bisa
diangkat menjadi PNS yang sebelumnya harus melpngkgarat-syarat
administratif yang dibutuhkan. Pengangkatan tersgioma menduduki jabatan
dan pangkat tertentu.

Perubahan status menjadi pegawai negeri sipil nakeupimpian setiap
calon pegawai negeri sipil. Untuk itu ketika masacpbaan diberikan, setiap
calon pegawai negeri sipil harus mampu memberikentribusi yang semaksimal
mungkin agar bisa secepat mungkin diangkat menpadjawai negeri sipil.
Sejatinya, peningkatan status dari calon pegawgemesipil menjadi pegawai
negeri sipil bisa menjadi bukan hak dari seoranigncgegawai negeri sipil.
Tetapi, peningkatan status tersebut merupakan &sstimk penghargaan kepada
seorang calon pegawai negeri sipil yang telah meimersyarat formal
administratif maupun secara teknis atas penilaiastasi kerja, pengabdian, serta
loyalitas kerja. Bagi calon pegawai negeri sipingatelah menjalankan masa
percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memesyarat untuk diangkat
menjadi pegawai negeri sipil, tetapi karena sesse@lbab belum diangkat menjadi
pegawai negeri sipil, maka hanya dapat diangkatjadempegawai negeri siplil
apabila alasannya bukan karena kesalahan yangigkrgan.

Pada umumnya penilaian prestasi pegawai ketikantBajadi seorang

calon pegawai negeri sipil memberikan kontribusng/asangat besar terhadap
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keputusan kapan pegawai tersebut akan diangkatadiepggawai negeri sipil,
serta apakah yang bersangkutan layak untuk diamg&ajadi pns yang tentunya
beban kerja akan semakin banyak jika dibandingkatik&k menjadi calon
pegawai negeri sipil. Penilaian prestasi bisa diak dengan pengamatan
langsung sehari-hari dalam jam kerja dan juga ikkukan dengan ketepatan
pegawai dalam menjalankan maupun menyelesaikanrjpakaya. Setidaknya,
asumsi tersebut sesuai dengan definisi yang diskempaleh Manulang dkk
(1987;67-68), bahwa penilaian prestasi meliputidsukaja kuantitas kerja tetapi
juga watak, kelakuan, dan kualifikasi-kualifikasrigadi dari karyawan dan
penilaian prestasi memberi manajemen suatu caragidestiifikasi karyawan
yang patut mendapatkan kenaikan pangkat.

Mengenai penempatan dari seorang CPNS yang te&lglkdit menjadi
PNS, penempatannya masih berada pada instansi aidiarditempatkan ketika
menjadi CPNS. Hal tersebut dimaksudkan agar pegawaag bersangkutan
mampu dengan baik untuk bekerja seoptimal munglghingga bisa bermanfaat
pada instansi yang bersangkutan. Hal tersebutaphkan terjadi karena adaptasi
yang dilakukan sudah terjadi dengan baik ketikaekeemenjadi CPNS, sehingga
ketika diangkat menjadi PNS dan ditempatkan padsamsi yang sama tidak
perlu adaptasi lagi dengan iklim kerja yang bam tilaggal meneruskan saja serta
meningkatkan kemampuan bekerjanya.

Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerampua¢ Kabupaten
Bojonegoro menjadi daerah otonom. Namun, hal tetsettak lantas membuat

kontrol pemerintah pusat pada PNS di daerah melgadgar. Pemerintah pusat
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masih bisa mengontrol penempatan calon pegawairinggé sesuai kebutuhan
tiap-tiap instansi di daerah. hal tersebut dilakulguna penataan dalam hal

penempatan calon pegawai negeri sipil agar lebiatae

2. Faktor-faktor yang Menghambat Proses Perencanaan daPenempatan
CPNS

Pengadaan calon pegawai negeri sipil bisa dikatéki apabila dalam
pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang tédadpian. Guna melancarkan
pelaksanaan ini, tentunya dibutuhkan sebuah ting gafid. Untuk itu diperlukan
tim pengadaan pegawai yang bertugas untuk merekemananenjalankan serta
mengawasi segala proses dari kegiatan pengadaabuerHal tersebut, tentunya
bertujuan agar proses pengadaan yang dilakukaraisdengan prosedur yang
berlaku. Berdasar dari hasil penelitian yang teladeroleh, proses pengadaan
pegawai di Kabupaten Bojonegoro bisa dikatakandgnealaupun ada beberapa
hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya khususiara geoses penentuan

kebutuhan pegawai dan penempatan calon pegawai sgie

a. Keterbatasan Waktu

Adapun hambatan dalam perencanaan kebutuhan pegadalah
mengenai permasalahan waktu. Keterbatasan wak@mmdakoses pengadaan
khusunya dalam perencanaan kebutuhan pegawai menrugengadaan BKD
Bojonegoro harus bekerja ekstra untuk dapat mesgdignnya. Jeda waktu
antara pengumuman tentang pengadaan dengan peadafian terbatas.

Terbatasnya waktu ini yang membuat banyaknya calelamar yang gagal
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menjadi pelamar karena tidak lengkapnya persyaradministrasi yang

dibutuhkan dan ini sebenarnya dapat mengurang Sudidyga manusia yang
berkualitas yang ingin mendaftar tapi gagal melapgkersyaratan administrasi.
Ketersediaan waktu yang diberikan harus benar-bbisa dimanfaatkan, oleh
karena itu dengan terbatasnya waktu membuat tinggoran harus melembur
sampi tengah malam. Upaya tersebut dilakukan sugiayat menyelesaikan tugas

yang diamanahkan dengan tepat waktu.

b. Kekosongan Formasi

Permasalahan yang muncul pada saat penempatan ¢&ftNSmasalah
adanya kekosongan formasi pegawai baru yang merndak bisa terpenuhi
dikarenakan adanya beberapa alasan. Ternyata kgebsa sumber daya
manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoraiptan daerah lain khusunya
bagi yang melamar menjadi CPNS pada pengadaan 2y tidak lantas bisa
memenuhi segala kompetensi yang dibutuhkan olehDS¢iiha mengisi formasi
pegawai di beberapa posisi yang masih kosong. &lt@suaian kompetensi
ternyata menjadi alasan untuk tidak menerima se®agselamar yang memang
kompetensi yang dimiliki tidak sesuai atau memenkdoimpetensi yang
diharapkan. Jika, dipaksakan maka pekerjaan yabgbdnkan bisa menjadi
berantakan. Kalaupun memang harus dipaksakan hjaarsamun penyesuaian
akan memakan waktu yang lama sedangkan pekerjasm harus diselesaikan
membutuhka waktu yang cepat. Sehingga, lebih batuku tidak merekrut

pelamar yang tidak memiliki kesesuaian kompetensi.
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Adanya formasi yang kosong bisa dikatakan bahwaajarmpegawai yang
diterima lebih sedikit dari jumlah kebutuhan pegawarta jumlah pegawai yang
ditempatkan lebih sedikit dari pegawai yang ditexinierjadinya formasi yang
tidak terisi selain disebabkan oleh ketidaksesu&ampetensi, secara tidak
langsungberkaitan dengan adanya keterbatasan waktu daepmengadaan. Hal
ini dapat terjadi karena tidak adanya pelamar yaeamar di bidang tertentu
sebab tidak dapat melengkapi berkas-berkas yangadiepersyaratan dalam
waktu yang singkat. Serta adanya CPNS yang mengkenduwiri dikarenakan
pada saat bersamaan melamar di dua tempat berlaedéechyata sama-sama
diterima, sehingga pelamar lebih memilih tempat @aripada menjadi CPNS di
Kabupaten Bojonegoro yang mungkin alasannya dilds@m pertimbangan
besarnya gaji lebih banyak daripada menjadi CPNS.

Kekosongan formasi ini sebenarnya bisa merugikanPZKyang
bersangkutan dan Pemkab Bojonegoro karena forexasibut sedang dibutuhkan
tenaganya. Sebab, jika SKPD tidak mampu membepkéayanan yang baik bagi
pelanggan tentu saja akan berdampak pada penitegatif dari masyarakat
kepada SKPD yang bersangkutan dan secara tidalsuaggkepada pejabat
pembina kepegawaian daerah yang menduduki jabatnggi di pemerintahan
kabupaten. Oleh sebab itu, demi meningkatkan pe&ayakepada publik
dibutuhkan juga kuantitas dari aparatur daerah gweaunjang peningkatan
kualitas pelayanan. Dalam hal kekosongan formasidapat disiasati dengan

melakukan pmerataan pegawai yang sudah ada. $®iajuga memaksimalkan
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segala kemampuan pegawai yang sudah ada dengagéiepelatihan-pelatihan

untuk meningkatkan kemampuannya.

3. Hasil yang di Capai dalam Proses Perencanaan dan fampatan CPNS
Hasil merupakan suatu kata yang berhubungan depgacapaian akhir
dari segala kegiatan melalui berbagai proses ydakuétan oleh seorang individu
maupun kelompok. Bagus tidaknya hasil akhir daatswsaha sedikit banyak
bergantung pada kelancaran dari usaha atau proseks mnencapainya. Begitu
juga dengan hasil yang dicapai dari pengadaan GiRN&bupaten Bojonegoro
pada tahun 2010 yang lalu. Hasil tersebut dapatbuktikan sejauh mana tingkat
keberhasilan yang dicapai terutama dalam hal pars@n kebutuhan pegawai
dengan penempatan pegawai. Terkait hal tersebsiasdengan data penelitian
yang diperoleh ketika melakukan penelitian didapatbaik dari sumber data
primer wawancara dengan Kasubid Bidang PengadaaBKd) Kabupaten
Bojonegoro dan dengan dari data sekunder, didapdtithwa hasil yang dicapai
bisa dikataan relatif berhasil walaupun ada belzehapbatan yang harus dilalui.
Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa prosagadaan calon
pegawai negeri sipil di Kabupaten Bojonegoro iprdiritaskan untuk memenubhi
kebutuhan pelayanan dasar yaitu tenaga guru/péndehiaga kesehatan, tenaga
teknis. Dimana, berdasarkan pada tabel 5 dapatatiikie bahwa formasi yang
dibutuhkan untuk tahun 2010 adalah 220 denganamn&naga guru sebanyak 99,
tenaga kesehatan sebanyak 66, dan tenaga tekaisya&hb5 orang. Sedangkan
yang ditempatkan sebanyak 211 pegawai dengan minei@gaga guru 94 orang,

tenaga kesehatan 62 orang, dan tenaga teknis 5. ora
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Dari fakta di atas, sinkronisasi antara perencari@utuhan pegawai
dengan penempatan pegawai bisa dikatakan relatibbg karenapertama;dari
segi jumlah usulan kebutuhan pegawai dari masingilga SKPD hampir
kesemuanya bisa terpenuhi, hanya saja ada belmrpasi yang memang masih
lowong dikarenakan tidak adanya pelamar yang kkasinya sesuai dengan
yang dibutuhkan dan adanya pegawai yang diterintapiteketika akan
ditempatkan yang bersangkutan malah mengundurkan Kkdua; dari segi
kualifikasi pegawai telah sesuai dengan apa yahgtalhkan oleh SKPD, hanya
saja kualifikasi pegawai tersebut tentunya kuadsikpegawai yang telah disetujui
oleh pusat berdasarkan pertimbangan tersendiri yargadi kewenangan pusat.
Ketiga; tidak adanya protes ataupun tuntutan dari masgartdtkait dengan
pengadaan pegawai ini terlebih mengenai penempptgawai baru yang
diterima, serta tidak ada SKPD yang mengeluh tenqagawai yang diterima
karena kinerja yang ditunjukkan oleh para calon apeg negeri Ssiplil

menunjukkan kinerja yang bagus.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkanhasil penelitian yang telah dilakukan pada Kant@ddh
Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro tentangkgshaan pengadaan
sumber daya aparatur pemerintah daerah di dassabratyang lebih tertuju pada
perencanaan kebutuhan pegawai dan penempatan pedytaka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadaan sumber daya aparatur telah dilakukanBX&hPemkab
Bojonegoro sejak BKD itu sendiri terbentuk padautah2001,
terhitung sejak tahun itu sampai pada tahun 20Haksudilakukan
sebanyak 6 (enam) kali. Meskipun sudah menjadiattagtonom yang
dituntut kemandirian dalam pelaksanaan pengadaambesu daya
aparatur tersebut, tidak bisa dilepaskan dari pusegskipun
peranannya tidak sebesar pemerintah daerah.

2. Dalam proses perencanaan kebutuhan pegawai, secaraatif
dikatakan dengan perencanaan yang partisipatifoatkln beberapa
pihak yang berkepentingan, perencanaan sepertlebih banyak
melibatkan orang-orang yang memiliki kepentingaams atbyek yang
akan direncanakan dan lebih cendertmotgtom upplanning dengan
artian pihak BKD dalam mengajukan kebutuhan pegakegiada

pusat, selalu berdasarkan usulan formasi pegawaiS#PD yang
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bersangkutan. Dengan adanya pelibatan SKPD sexagaung dalam
proses perencanaan, akan memberikan dampak paeitgfan lebih
tertujunya untuk siapa formasi tersebut diberikdedangkan dalam
penempatan pegawai sesuai pringip right man in the right place
and the right man behind the right jdierdasarkan pada kebutuhan
yang telah disampaikan oleh masing-masing SKPD yahglumnya
telah ditentukan terlebih dahulu melalui forum tapa

. Proses pengadaan CPNS yang dilakukan oleh Pemkgmegoro
mengalami beberapa hambatan, yaRertama pada tahap penentuan
kebutuhan tenaga kerja yaitu, adanya keterbatasaktuwyang
diberikan dalam proses pengadaan sumber daya apdeasebut.
Kedua, pada tahap penempatan pegawai yaitu adanya kejarson
formasi. Dimana kekosongan formasi tersebut seida# langsung
diakibatkan oleh keterbatasan waktu, sehingga kgkioan besar
calon pelamar tidak bisa melengkapi semua persyaratang
dibutuhkan. Selain itu, adanya CPNS vyang telah ridige
mengundurkan diri dengan berbagai alasan, dan qugaang tidak
adanya pelamar dengan kualifikasi yang dibutuhkesua dengan

lowongan posisi jabatan yang tersedia.
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B. SARAN

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat beberapa gang dapat
diberikan dalam rangka pelaksanaan pengadaan sulap@raparatur pemerintah
di daerah otonom. Saran yang diberikan antarasktiagai berikut:

1. Analisis kebutuhan serta analisis beban pekerjéamgkah baiknya
apabila langsung dilakukan oleh semua masing-maSKgD. Hal
tersebut supaya perencanaan kebutuhan pegawai-limmar sesuai
dengan kebutuhan SKPD. Sebab SKPDlah yang tentuelygn
mengerti mengenai internal instansinya sendiri pdald BKD.
Sehingga, BKD tinggal merekap serta menyerahkam pagat. Hal
tersebut sekaligus mengurangi beban tugas dari B#dkam
melaksanakan keseluruhan proses pengadaan cal@mvgegegeri
sipil.

2. Sebaiknya untuk mengatasi permasalahan waktu yemgyas bisa
disiasati dengan lebih melibatkan pihak ketiga p&eéaeluruhan
proses pengadaan sumber daya aparatur, jadi pdiejakidak hanya
dilibatkan pada tahapan seleksi saja. Hal tersielmitinya diharapkan
bisa lebih meringankan beban BKD khususnya tim pdagn.
Sehingga, keterbatasan waktu yang diberikan tidakjawli beban
bagi tim pengadaan karena sedikit banyak akan nerbaleh pihak
ketiga tersebut. Selain itu, masyarakat umum bismiled bahwa
pelaksanaan pengadaan sumber daya aparatur lebkesae

transparan.
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3. Sedangkan, ketika terjadi kekosongan formasi mumgkierlu
diterapkan  kebijakan untuk menggantikan pelamar gyan
mengundurkan diri dengan pengangkatan pelamardardasarkan
pada peringkat terbaik hasil tes seleksi yang testuerlebih dahulu
peringkat hasil seleksi tersebut harus diumumkararseluas agar
lebih transparan dan masyarakat ikut mengawasinggd, jual beli
kursi pengganti bisa dihindari dan formasi yangokas bisa tetap

terpenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurachman. 198'Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerdakarta: PT.
Media Sarana Press

Adisubrata, W. Surya. 199@tonom Daerah Di Era Reformasiogyakarta: Unit
Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.

Bungin, Burhan. 2003Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Eidis
dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplika¥ikarta: PT
Radjagrafindo Persada.

Gomes, Faustino Cardoso. 2008najemen Sumber Daya ManusYagyakarta:
Andi Offset.

Halim, Abdul dan Ibnu Mujib. 200®roblem Desentralisasi dan Perimbangan
Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah (Peluang dan tafaan
Dalam Pengelolaan Sumber Daya Daera¥ipgyakarta: Sekolah Pasca
Sarjana UGM.

Handoyo B. Hestu Cipto, 1998tonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah
Yogyakarta: Universitas Admajaya.

Handayaningrat, S. (19928 engantar Studi llImu Administrasi dan Manajemen
Jakarta: C.V. Haji Masagung.

.Hariandja, Marihot T. E. 2002anajemen Sumber Daya Manusiakarta: PT.
Gramedia Wiasarana Indonesia.

Hasibuan, Malayu S.P. (201Manajemen Sumber Daya Manusiakarta: Bumi
Aksara

Kaho, Josef Riwu. 1982Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di
IndonesiaJakarta: Bina Aksara.

---------------------- 1995.Prospek Otonomi Daeah di Negara Republik Indonesia
Jakarata: Rajawali

Mangkunegara, Anwar P. 2008lanajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan.
Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Manullang, M. 1987 Manajemen Sumber Daya Manusia. JilidYogyakarta:
Andi Offset.

121



122

Maskun, Sumitro. 19952embangunan Masyarakat Desa (Azas Kebijaksanaan
dan Manajemen)Yogyakarta: Wijaya Mandala

Moeleong, L. J.2002Metodologi Penelitian KualitatifBandung: PT. Remaja
Rosdakaraya

Muluk, M. R. Khairul. 2006Desentralisasi dan Pemerintahan Daerahalang:
Bayumedia Publishing.

Musanef. 1984 Manajemen Kepegawaian di Indonesidakarta: PT Gunung
Agung.

Poerwadarminta, W. J. S. 19amus Umum Bahasa Indonesikakarta: Balai
Pustaka.

Siagian, Sondang P. 200Blanajemen Sumber Daya Manusitakarta: Bumi
Aksara.

Situmorang,Victor M.dan Cormentyna Sitanggang. 199dkum Administrasi
Pemerintahan di Daerahlakarta: Sinar Grafika

Supriatna, Tjahja.199&istem Administrasi Pemerintahan Daerdakarta: Bumi
Aksara

Suradinata, Ermaya, 199&ebijakan Pembagunan dan Pelaksanaan Otonomi
Daerah Bandung: CV. Ramadhan.

Tayibnapis, Burhanudin A. (1995Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan
Analitik. Jakarta: Pradnya Paramita.

Widjaja, A.W. (1997).Administrasi Kepegawaian Suatu Pengantiakarta: PT.
Radja Grafindo Persada.

Wojowasito, S.(2000Kamus Bahasa Indonesia. Malar@V. Pengarang.



123

INTERNET

Otonomi daerah dan desentralisasi, diakses tand&al November 2011.
http://id.wikipedia.org/wiki/desentralisasi,

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentangaldean Pegawai Negeri
Sipil, diakses tanggal 15 November 2011 dari Httpviv.bkn.go.id.pdf

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 PerubBessmturan Pemerintah
Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai iNSgasl,
diakses tanggal 15 November 2011 dari http://www.é.id. pdf

Silahkanngintip.blogspot.can2011, 24 Februari. Pengertian, Prinsip dan Tujuan
Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokolo#Pdkepegawaian,
diakses tanggal 15 November 2011 dari
http://www.depsos.go.id/unduh/pdf/lUU_43 1999.pdf

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahanalbadrakses tanggal 15
November 2011 darihttp://www.prokum.esdm.go.id.pdf

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pembéant®aerah, diakses
tanggal 15 November 2011 dari http://www.kpu.g@a.



Lampiran 1

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2000
TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk mengisi formasi yang lowong dan mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang
Professional, berkualitas serta mewujudkan obyektivitas dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai
Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengadaan Pegawai Negeri
Sipil dalam Peraturan Pemerintah.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Siplil
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris

Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala
Kepolisian Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur
dan Bupati/Walikota.
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Pasal 2

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman,
pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan
pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 3

Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar
menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan
Pemerintah ini.

BAB I
PERENCANAAN, PENGUMUMAN, PERSYARATAN DAN PELAMARAN

Pasal 4

Pejabat Pembina Kepegawaian membuat perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

).
(2).
A).

Pasal 5

Lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil diumumkan seluas-luasnya oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian.

Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan
lamaran.

Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan:
a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;

b syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;

C. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan

d batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 6

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:

a.
b.

St 92y D

Warga Negara Indonesia;

Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh
lima) tahun;

Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengendalian yang
sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana
kejahatan;

Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
pegawai swasta;

Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;

Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
Berkelakuan baik;

Sehat jasmani dan rohani;

Bersedia ditempatkan di Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang
ditentukan oleh Pemerintah; dan

Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan
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BAB Il
PENYARINGAN

Pasal 7

(). Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh suatu panitia
yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2). Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
menyiapkan bahan ujian;
menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
menentukan tempat dan jadwal ujian;
menyelenggarakan ujian;
memeriksa dan menentukan hasil ujian.
(3). Materi ujian meliputi:

a. Test kompetensi;

b. Psikotes

® 20 T

Pasal 8

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus
ujian penyaringan.

BAB IV
PENYARINGAN

Pasal 9

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib
menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

(1). Daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil disampaikan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat nomor
identitas Pegawai Negeri Sipil.

(2). Dalam menyampaikan daftar pelamar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi
data perorangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 11
(1). Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas
Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
(2). Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

(3). Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan
dalam tahun anggaran berjalan, dan penetapannya tidak boleh berlaku surut.

(4). Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,

adalah:

a. Golongan ruang l/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan
menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar./ljazah Sekolah Dasar atau yang setingkat;

b. Golongan ruang l/e bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan

menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
atau yang setingkat;



(5).

(6).

().

).

).

().
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C. Golongan ruang ll/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan
menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
Diploma I, atau yang setingkat;

d. Golongan ruang ll/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan
menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa
atau Diploma ll;

e. Golongan ruang ll/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan
menggunakan ljazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma lll;

f. Golongan ruang lll/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan
menggunakan ljazah Sarjana (S1), atau Diploma 1V;

g. Golongan ruang lll/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan

menggunakan ljazah Dokter, ljazah Apoteker dan ljazah lain yang setara, Magister
(S2), atau ljazah Spesialis |;

h. Golongan ruang lll/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan
menggunakan ljazah Doktor (S3), atau ljazah Spesialis II.

ljazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah ljazah yang diperoleh dari Sekolah
atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau ljazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan
Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

ljazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri hanya dapat
dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ljazah dari Sekolah atau
Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 12

Hak dan gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal yang
bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat
pernyataan oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya sudah
dianggap nyata melaksanakan tugas sejak ia berangkat menuju ke tempat tugasnya, yang
dibuktikan dengan surat perintah perjalanan/penugasan dari pejabat yang berwenang
menugaskan.

Pasal 13

Masa kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertama
adalah:

a. selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, kecuali selama menjalankan cuti diluar
tanggungan negara;

selama menjadi Pejabat Negara;

selama menjalankan tugas pemerintahan;

selama menjalankan kewajiban untuk membela negara; atau
selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah.

Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar
lingkungan badan-badan pemerintah yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan
tidak terputus-putus, diperhitungkan %2 (setengah) sebagai masa kerja untuk penetapan gaji
pokok dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) tahun.

® 20O
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BAB V
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 14

(1). Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1
(satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila :

a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;

b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil; dan

C. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

(2). Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dinyatakan dalam surat keterangan
yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh
Menteri Kesehatan.

(3). Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ dinyatakan dengan Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian.

(4). Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak
boleh berlaku surut.

Pasal 15

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan
telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tetapi karena sesuatu
sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diangkat menjadi Pegawai
Negeri Sipil apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

Pasal 16
Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 yang
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan pangkat:
a. Juru Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/a;
Juru bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang l/c;
Pengatur Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang Il/a;
Pengatur Muda Tingkat | bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang ll/b;
Pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang ll/c;
Penata Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang lll/a;
Penata Muda Tingkat | bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang lli/b;
Penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang lll/c.

Se@ "o a0 0o

Pasal 17

(1). Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung
mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas.

(2). Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji Kesehatan
dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri diangkat menjadi Pegawai
Negeri Sipil terhitung mulai tanggal surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang
bersangkutan.
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BAB VI
PEMBERHENTIAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 18

(1). Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila:

a.

® 20O

mengajukan permohonan berhenti;

tidak memenuhi syarat kesehatan;

tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;

tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;

menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu
lingkungan pekerjaan;
dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak
benar;

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu
tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan/tugasnya; atau

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

(2). Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, dan c, diberhentikan dengan hormat.

(3). Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf g, h dan | diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 19

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian.

BAB Vi
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Anggaran untuk menyelenggarakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pusat dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 21

Untuk mengisi lowongan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilakukan melalui
penyaluran kelebihan Pegawai Negeri Sipil dari instansi pemerintah Pusat/Daerah yang mengalami
penyederhanaan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Untuk membangun data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil secara nasional, Pejabat Pembina
Kepegawaian wajib menyampaikan tembusan surat keputusan pengangkatan sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil dan surat keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negara.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut
oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983 tentang
Perlakuan Khusus Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas dan Cacat Karena Dinas,
serta segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 25
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 10 Nopember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 10 Nopember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 195
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PRESIDEM
REPUBLIK INDORESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 98 TAHUN 2000
TENTANG PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan
bertanggung jawab, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah
Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dengan
Peraturan Pemerintah;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4014);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran

131
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Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 98
TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6
(1) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :

a. warga negara Indonesia;

b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-
tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;

C. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

e. tidak berkedudukan sebagai calon/Pegawai Negeri;

f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
g. berkelakuan baik;

h. sehat jasmani dan rohani;

i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan

J- syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
(2) Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan bagi

mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan
khusus dan dilaksanakan secara selektif."
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2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11
(1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor
identitas
Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat
1)

ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)

dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak boleh berlaku surut.

(4) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai

Negeri
Sipil, adalah :
a. Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya
memiliki
dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/ljiazah Sekolah Dasar
atau yang setingkat;
b. Golongan ruang l/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya
memiliki

dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama atau yang setingkat;

C. Golongan ruang ll/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya
memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, Diploma I, atau yang setingkat;

d. Golongan ruang IlI/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya
memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah Sekolah Guru
Pendidikan Luar Biasa atau Diploma lI;

e. Golongan ruang ll/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya
memiliki dan menggunakan ljazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma ll;

f. Golongan ruang lll/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya
memiliki dan menggunakan ljazah Sarjana (S1) atau Diploma IV;

g. Golongan ruang lll/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya
memiliki dan menggunakan ljazah Dokter, ljazah Apoteker dan Magister (S2) atau
ljazah lain yang setara,

h. Golongan ruang lll/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya
memiliki dan menggunakan ljazah Doktor (S3).

(5) ljazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah ljazah yang
diperoleh dari sekolah atau  perguruan tinggi negeri dan/atau ljazah yang
diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau
pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
berwenang menyelenggarakan pendidikan.
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(6) ljazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya
dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ljazah dari
sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan

yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan."

3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 11 A
yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11 A

Calon Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan tugas selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan, setelah menerima keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil."

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 13

(1) Masa kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok
pengangkatan pertama adalah :

a. selama menjadi Pegawai Negeri, kecuali selama menjalankan cuti di
luar tanggungan negara,;

b. selama menjadi Pejabat Negara;

c. selama menjalankan tugas pemerintahan;

d. selama menjalankan kewajiban untuk membela negara; atau

e. selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah.

(2) Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di
luar lingkungan badan-badan pemerintah yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun
dan tidak terputus-putus, diperhitungkan ¥ (setengah) sebagai masa kerja untuk penetapan gaji
pokok dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tahun."

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 17
() Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diangkat menjadi

Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan
tewas.

(2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji
Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri,
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

3) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil

dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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(4) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada
bulan ditetapkannya surat keterangan Tim Penguji Kesehatan."
Ketentuén Pasal 18 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

(1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila :

a. mengajukan permohonan berhenti;

b. tidak memenuhi syarat kesehatan;

C. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;

d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksana-kan tugas;

e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat
mengganggu lingkungan pekerjaan;

f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak
benar;

h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu
tindak pidana kejahatanatau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada

hubungannya jabatan/tugasnya;

i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

J 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena

kesalahan yang bersangkutan.

(2) Calon Pegawai Negeri  Sipil yang diberhentikan karena ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan j, diberhentikan dengan hormat.

3) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, dan h, diberhentikan tidak dengan hormat.

(4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena  ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dan i, diberhentikan dengan hormat atau
tidak dengan hormat."

Pasal Il
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2002

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan |l

Edy Sudibyo

PENJELASANATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000
TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

. UMUM

Dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-Po
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, antara

lain.

diatur bahwa Pegawai Negeri Sipil untuk mengiormasi yang lowong dalam suatu
organisasi pada umumnya berdasarkan kebutuhan.

Bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yangfgsional, bertanggung jawab, jujur dan
adil, maka perlu mengubah beberapa ketentualamd Peraturan Pemerintah Nomor 98

Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
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PASAL DEMI PASAL

Pasal | Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)

Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipj yaglebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun
dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, khususmg imereka yang telah mengabdi kepada
instansi yang menunjang kepentingan nasioe&lurang-kurangnya 5 (lima) tahun, sebelum
Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penetapan pengangkatdon GRegawai Negeri Sipil tidak boleh
berlaku surut dalam ketentuan ini adalah igapenetapannya pada bulan yang sedang
berjalan, maka mulai berlakunya adalah tanggaatlY$ulan berikutnya.

Ayat (4)
Huruf a sampai dengan huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan ljazah lain yang setadalah ljazah yang dikeluarkan oleh
perguruan tinggi yang bobot untuk memperolehnsetara dengan ljazah Dokter/ljazah
Apoteker dan ljazah Magister (S2) yang penetapaetkeaannya dilaksanakan oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

Huruf h
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
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Pasal 11 A

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menarisurat keputusan pengangkatan, segera
melapor pada satuan organisasi dan melaksanakasniay

Pasal 13
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelasrtfic

Masa selama menjalankan tugas pemerintahan aatan@asa penugasan sebagai :

p

Lokal Staf pada Perwakilan Republik Indonesiaal negeri;

b. Pegawai tidak tetap;

c. Perangkat Desa;

d. Pegawai/Tenaga pada Badan-badan Internasional;

e. Petugas pada pemerintahan lainnya yang petairas dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Huruf d

Masa selama menjalankan kewajiban untuk membelarfdegntara lain masa sebagai :
a. Prajurit Wajib; dan b. Sukarelawan.

Huruf e

Perusahaan milik Pemerintah terdiri dari Badlisaha Milik Negara dan Badan Usaha
Milik

Daerah. Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengamugahaan yang berbadan hukum termasuk
perusahaan swasta asing yang berbadan hukum.

Pasal 17

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Cukup jelas
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Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a sampai dengan huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Dalam ketentuan ini yang termasuk pengertian keterangan-keterangan atau bukti-bukti
yang tidak benar adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada
Negara atau setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk
diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, misalnya pada waktu melamar memberikan
keterangan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, padahal pernah dikenakan
pemberhentian tersebut, dan lain sebagainya yang serupa dengan itu.
Huruf h, i,
dan j Cukup
jelas Ayat
2
Cukup
jelas
Ayat (3)
Cukup
jelas
Ayat (4)
Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat, apabila :
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
b. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah mengajukan
surat permohonan berhenti secara tertulis kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian.
Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, apabila :
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
b. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengajukan surat
permohonan berhenti secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
Pasal Il

Cukup

jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4192
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Lampiran 3

A
BUPATI BOJONEGORO

PENGUMUMAN
Nomor : 810/ 5749 /203.412/2010

TENTANG

HASIL SELEKSI PENERIMAAN CPNS DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim dari Univesitas Gadjah Mada
Yogyakarta di Ruang Pertemuan Angling Dharmo yang berakhir pada hari Senin tangal
13 Desember 2010, bersama ini diumumkan Hasil Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2010. Bahwa dari total formasi sebanyak 220 orang, yang dinyatakan Iulus
ujian tulis sebanyak 216 orang, terdiri dari : 98 Tenaga Guru, 63 Tenaga Kesehatan dan 55
Tenaga Teknis.

Adapun pengumuman lebih rinci terkait masing-masing formasi jabatan / kualifikasi
pendidikan sebanyak 216 orang, dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini.

Sedangkan daftar peringkat nilai selengkanya untuk seluruh peserta ujian tulis, dapat
dilihat di Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di www.bojonegorokab.go.id.

Selanjutnya bagi peserta yang dinyatakan lulus sekaligus diundang untuk mengikuti
penjelasan pemberkasan besok pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Desember 2010

Pukul . 09.00 WIB

Tempat . Pendopo Malowopati Pemerintah Kab. Bojonegoro

Pakaian . Putih hitam dan bersepatu

Keterangan . 1, Harap membawa nomor peserta ujian, bukti diri berupa KTP

dan alat tulis menulis
2. Pengumuman ini sekaligus sebagai undangan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan perhatiannya.

Bojzﬂ(ggggg{w ?0 Desember 2010

/"BUPATI BOJONEGORO
..';_“.: / ‘ A

-

TS
~§UYOTO, M.Si
,/"
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NO.

NOMOR
PESERTA

2

1. TENAGA GURU
Guru SD NEGERI

1. Guru Kelas

‘,:'J:E\omwmmawmw

fury
w

ey

wlwlwlw wl s I
& .

‘ 35
' 36

27-101201-0191
27-101201-0357
27-101201-0116
27-101201-0212
27-101201-0047
27-101201-0045
27-101201-0033
27-101201-0328
27-101201-0192
27-101201-0242
27-101201-0277
27-101201-0018
27-101201-0230
27-101201-0382
27-101201-0002
27-101201-0181
27-101201-0011
27-101201-0056
27-101201-0276
27-101201-0199
27-101201-0295
27-101201-0015
27-101201-0102
27-101201-0157
27-101201-0017
27-101201-0147
27-101201-0309
27-101201-0198
27-101201-0152
27-101201-0216
27-101201-0149
27-101201-0153
27-101201-0125
27-101201-0284
27-101201-0079
27-101201-0084

Lampiran Pen
B10/5749/203

Nomor

Tanggal : 20 Desember 2010

HASIL SELEKSI PENERIMAAN CPNS DAERAH

KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010

NAMA

3

/ s-1 PGSD

TAUFIK VARISEPSI VIYANTO
TRI PURNOMO

NIKHAYATUL FITRIYAH
WINARTI

MAFLUHATUL AZIZAH

ANIS DWI MARTINI
GUNARNO

EMA DWI YUNANTO
SUNARTI

DICKY FLORENTINA

YUVITA NUR AROFAH

EKO SUGENG PRIYONO
ELIVANI LAILATUR ROHMAH
KRISTIA AMININGSIH

FEBRI SETYO NUGROHO
SUGIANTO |

SRIATUN

SETIYA NINGGIARTL
RINAWATI

RENNY ATIKAWATI

HABIB FAIZIN

SUTAJL

JUMIATI KASARL

DIENI WULANROMANTI

AL MUKHLISIN EKO HARIANTO
FITHRI ENDAH ISTIQOMAH
ENY BUDI LIS PURWANTI
DYAH AYU LINGGAN KENCANA
SUNDARL

HERLIN DARWATI

TKA NOVIANINGSIH

CATUR SEPTA YUANA

EKO SUBIANTORO

DWI MAHMUDAH

TITIS ATMANINGSIH

DEWI PANJI PUSPOSARI

2. Guru Penjaskes /s-1 Penjaskes

1

2
3
4

27-102202-0025
27-102202-0011
27-102202-0035
27-102202-0038

HADIID FIRDAUS WIBISONO
RUDY SUSANTO
JATMIKO

—_—

ASMARADANTA FRIESCHA WULANDARI

NILAI
TPU | TBS | TSK
4 5 6
2057 | 18,00 | 3634
18,86 | 17,00 | 3657
20,57 | 1500 | 3566
19,71 | 1500 | 3589
22,29 | 1400 | 3429
314 | 1200 | 3543
71,43 | 13,00 | 3566
19,71 | 16,00 | 3406
18,86 | 1500 | 3520
19,71 | 14,00 | 3497
15,43 | 18,00 35,20
6,29 | 17,00 | 3497
18,00 | 1500 | 3520
16,20 | 16,00 | 3589
15,43 | 18,00 | 3474
18,86 | 14,00 | 3474
18,00 | 1500 | 3451
1371 | 17,00 | 3657
19,71 | 13,00 | 34.29
16,00 | 1400 | 3451
1629 | 1400 | 3611
16,20 | 1600 | 3406
18,00 | 13,00 34,97 |

16,29 | 14,00 | 3566
15,43 | 1600 | 3451
1371 | 1500 | 37,03
17,14 | 1400 | 3451
16,29 | 1500 | 3429
15,43 | 13,00 | 37.03
16,29 | 1500 | 33,83
1371 | 1500 | 3634
14,57 | 17,00 | 33,37
1457 | 17,00 | 33.37
1714 | 14,00 | 3360
12,00 | 1600 | 3657
11,14 | 1700 | 3634
20,57 | 14,00 | 3474
1543 | 12,00 | 3474
_755?_:FZ65‘_3§55"
11,14 | 1500 | 3474

gumunan Bupati Bojonegoro
412/2010

TOTAL

7

74,91
72,43
71,23
70,60
70,58
70,57
70,08
69,77
69,06
68,68
68,63
68,26
68,20
68,18
58,17
67,60
67,51
67,28
67,00
66,51
66,40
66,35
65,97
65,95
65,94
65,74
65,65
65,58
65,46
65,12
65,05

64,94
64,94 |
64,71
64,57
4,48

69,31
62,17
61,12
60,88
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Guru SMP NEGERI )
1, Guru BP/BK/S-1 Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling

:
ey o oA | 071 |
2. Guru TIK /S-1 Pend. Komputer/ 5-1 Komputer dan Akta IV
nm EEA

2 oo [ sEoRm | 1020 |

i

3
4
5
6

1
2
Q 3
4

1

1

Penjaskes
BUDI CAHYONO
HERNOWO *!
2. Guru Matematika [ S-2 Pendidikan Matematika
RASTINA DWI PURWANTARA
5, Guru Bahasa Indonesia / 5-1 Pendi
FRAWDTO

7. Guru IPA [ S-1 Pendi

[ 1 [ 27-109208-0005 ABDUL WAHAB

1. GuruTIK /S-1 pend. Komputer/ 5-1 Komputer dan Akta IV

3

EMA DEWI AMANAH
27-103203-0025

penjaskes / S-1

37-110204-0004 |MUCH. FENANDI PURWADINATA
27-110204-0027
27-110204-0014

an dan Bimbingan Konseling

FREEO WAL | 171 ]
Y e T
UNSA HUDIANA

FERI YURIKAWATI

ARIF RADITIYA
7. Guru BP/BK /S-1 Psikologi Pendidik

3634 | 67,34 |

Guru SMK NEGER1

1
2
3
4

27-111203-0023 KHOLISOTUL AJIZAH 18,00 13,00

27-111203-0026 THOYIVA NORMAYANTE 15,43 17,00 33,14 65,57

27-111203-0037 AJENGRANI KARTIKANDI 13,71 15,00 34,51 63,22

-27-111203-0046 FARIDA A’ IZZATI 16,29 14,00 31,77 62,06
3, Guru Bahasa Inggris / S-1 Pendidikan Bahasa Inggris

27-112207-0031 |DYAH NUR AINI [ 18,86 | 17,00 | 3497 | 7083
4. Guru Bahasa Ind nesia / S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

27-113206-0015 FENNY YULINANITA 21,43 18,00 31,31 70,74
1. GuruIPA [ S-1 pendidikan Fisika, Biologi, Kimia

577114208-0082 |LILIK NURISNAINI KHOIROH 18,86 15,00 | 37,03 | 7489

27-114208-0136 {SINTA ANIATIL 18,00 20,00 35,89 73,89

27-114208-0131 DWI ERNA SULISTIANI 18,86 18,00 36,80 73,66

27-114208-0075 MARIANTI ENDRAYANA KUSUMASTUTIL 18,86 16,00 36,80 71,66
2. Guru Fisika [ S-1 Pendidikan Fisika

27-115208-0229 FATHA AULAL MUBARAK 20,57 24,00 35,66 80,23

27-115208-0231 MIFTAHUL HASANATUN ALFIAH 19,71 20,00 36,57 76:5-8

27-115208-0001 LUSI KUSUMA WARDANL 18,86 20,00 36,57 75,43

27-115208-0184 AMALIA IKA NURSANTI 22,29 17,00 35,66 74,95

77-115208-0247 TEGUH HANDRIANTO 22,29 17,00 35,43 74,72

27-115208-0240 |MOCH ASRORI 17,14 20,00 | 36,80 73,94

57-115208-0009 [SLTI MARIATUL ULUM 1629 | 21,00 736,57 | 73,86

o w| afw]s] =
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~~ | NOMOR NILAI |
0. | peserra NAMA TPU | TBS | TSK | TOTAL

1 T2 3 4 5 6 7

3. Guru Kimia / S-1 pendidikan Kimia :
T | 77-116206-0240 |DEWI LAILIYATUL HIKMAH 16,86 | 22,00 | 36,34 | 77,20
5 137-116208-0171 |HAFIDAH NURNGAINI 31,43 | 19,00 | 36,11 | 76,54
3 [ 27-116208-0168 |RIZA SEPTIANA 2143 | 19,00 | 34,51 | 7494
@[ 27-116208-0226 |DEVVY YUNIAR 53,14 | 15,00 | 36,34 | 7448
T [ 37-116208-0001 |ARINA MANASIKANA 20,57 | 18,00 | 3543 | 74,00
&1 37-116208-0186 |EKO BUDI PRASETYO 18,00 | 15,00 | 36,57 | 7357

4. Guru Tata Busana / S-1 pendidikan Tata Busana

1|

37-117209-0022 |ALT SUWARTINI

[ 1629 [ 14,00 | 3543 [ 6572

5. Guru BP/BK [ S-

1 Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling

1]

27-118203-0005 |EVA DWI ARIMASTUTI

[1371 [ 13,00 | 3611 | 62,82

6. Guru Teknik Otomotif

/ Kendaraan Ringan / S-1 Pend.

Teknik Otomotif atau S-1 Teknik Otomotif

1 27-119210-0038 |SURURI 20,57 23,00 35,66 79,23
2 27-119210-0039 [LUTHFI SUCI ELHAMI 18,00 16,00 35,20 69,20
7. Guru Pertambangan / S-1 Pendidikan Pertambangan atau S-1 Teknik Pertambangan + Alta IV
1 57-120211-0001 [ASEP GUNAWAN 14,57 16,00 32,69 63,26
2 < - -t - = - ia
8. Guru Matematika / S-1 Pendidikan Matematika
1 27-121205-0427 |SITI KHOLIFAH 22,29 20,00 36,34 78,63
2 27-121205-0017 |ABDUL MALIK 18,86 23,00 35,43 77,29
3 27-121205-0251 |SUYANTO 20,57 18,00 36,57 75,14
9. Guru Bahasa Indonesia / 5-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
hl 27-122206-0022 |YUYUN SULISTIYOWATL 2143 14,00 36,34 71,77
['_z 27-122206-0165 |SRI WAHYUNINGSIH 16,29 18,00 36,11 70,40
10, Guru Bahasa Inggris / S-1 Pendidikan Bahasa Inggris
1 27-123207-0683 |HARIYADI 19,71 18,00 37,03 74,74
2 27-123207-0228 |RATNA WIDYAWATI 18,86 18,00 37,03 73,89
3 27-123207-0649 |AHMAD RIZQULILLAH KHOIRUZ ZADITT. 20,57 17,00 36,11 73,68
4 37-123207-0707 |BAHRUL ULUMIYAH 21,43 16,00 36,11 13,54
11. Guru Penjaskes / S-1 Penjaskes
1 27-124202-0001 [AMIN ZAHRONI - 14,57.| 12,00 36,34 62,91
2 27-124202-0032 |MUHAMMAD ARIF ¢ 15,43 11,00 36,11 62,54
3 27-124202-0040 [TEGUH TRIATMOJO 74 14,57 15,00 3291 62,48
II. TENAGA KESEHATAN
1. Dokter Spesialis Anak /Dokter Spesialis Anak
1 | 27-201101-0001 [AISYAH [ 17,14 | 16,00 | 3657 | 69,71
2. Dokter Spesialis Radiologi /Dokter Spesialis Radiologi
1] - - - - - =
3. Dokter Spesialis Anestesi /Dokter Spesialis Anestesi I : J l
1| : [ - - - - -
4, Dokter Spesialis Kandungan & Kebidanan /Dokter Spesialis Kzlmdunganl & Kebidlnan
1] 2 _ e - ‘ :
5. Dokter Umum ]Dokteir Umum : 1 I
1 27-205212-0001 [TRI KARAHMAWATI 21,43 20,00 34,29 75,72,
2 27-205212-0007 [WHENNY DYAH PRAJANTI 16,29 23,00 35,20 74,45
3 27-205212-0004 |YUDHA BAYU PRONAWAN 17,14 21,00 36,34 7'4;48
4 27-205212-0027 |YUSTIAN DEVIKA RAKHMAWATI 19,71 16,00 36,80 72,51
5 27-205212-0010 |{SUHASTA NOVA 18,86 16,00 37,03 71,89
6 27-205212-0038 |ADI WIJANTORO 15,43 19,00 36,80 | 71,23
7 37-205212-0002 |HAPSARI PARAMITA NARENDRANI 17,14 17,00 | 3634 | 7048
8 27-205212-0028 |RENI SETYOWATI 14,57 21,00 34,29 69,86
] 27-205212-0019 |YUZIE QOMARIAH AL FATIH 18,86 14,00 36,11 68,97
10 | 27-205212-0033 |RAHMAT EFENDL 19,71 13,00 | 35,20 67,91
11 | 27-205212-0014 |ENDAH WIDY HASTUTI 18,86 13,00 | 35,66 67,52
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NOMOR NILAI
NO. |  pESERTA et 70 | TBs | TSK | TOTAL
1 2 3 4 5 6 7
6. Dokter Gigi /Dokter Gigi
T T 27-206213-0007 [MUHAMMAD KURNIARIEF 3143 | 16,00 | 3406 | 7149
> [ 37-206213-0003 |TRI DHARMA AP 19,71 | 17,00 | 3429 | 7100
3 27-206213-0014 |ANGELLIA KIEMTAMMY OENTORQ 18,00 | 16,00 | 3520 | 69,20
& | 27-206213-0009 |RIKA SRI HANDAYANI 1971 | 14,00 | 3497 68,68
5| 27-206213-0017_|EKO SUNAR WALUYO PRABOWO 5,43 | 17,00 | 3611 68,54
7. Apoteker/ Apoteker
T T 27-207214-0004 |ITA DIANITA WULANDARI 1886 | 19,00 | 37,03 | 7489
3| 27-207214-0039 RIBUT TIRTAYANA 20,57 | 2000 | 33,83 | 7440
3 [ 27-207214-0012 |ARDHANI WIDYANINGRUM 2143 | 17,00 | 3589 | 7432
7| 27-207214-0007 |IRMA RIDHAYATUL RAHMI 20,57 | 17,00 | 3589 73,46
£ 27-207214-0043 |DEWI KARTIKA SARI 18,00 | 1800 | 36557 | 7457
8. Administrator Kesehatan/S-1 Kesehatan Masyarakat
T | 27-208215-0043 |DWIYANA SHOLICHATIN 1971 | 1800 | 3589 | 73,60
5| 27-208215-0072 |WAFIROTUL HIDAYAH 1543 | 19,00 | 37,03 | 74,96
3 [ 27-208215-0052 |NURUL TSNAWATL 20,57 | 1500 | 3566 | | 71,23
4| 27-208215-0002 |NOVE ZAIN WISUDA 18,00 | 1500 | 37,26 | 702
5 | 27-208215-0001 |PRISTIYA MAULANINGRUM 1886 | 1600 | 3451 | 6937
9. Bidan /D-I1I Kebidanan
1 [ 27-209301-0237 |DIAN YUSMARIKADEWI 12,00 | 22,00 | 3749 71,49
37-709301-0129 |FIDIYAWATL 13,71 | 20,00 | 3680 | 7051
3| 27-209301-0159 |RISDYAH AYUNINGTYAS 17,14 | 1500 | 37,03 | 6917
10, Perawat /D-III Keperawatan
11 27-210302-0125 [MARYONO 1543 | 22,00 | 3634 | 7377
5[ 27-210302-0253 |EDL PURNOMO 18,00 | 16,00 | 3543 | 6943
31 27-210302-0408 |ILDAGIS BINARSIA 17,14 | 16,00 | 3611 | 69,23
2| 37-210302-0175 |IMRON AMROZI 12,86 | 19,00 | 3589 | 67.75
= | 27-210302-0305_|YUNAN ROSYID 16,20 | 1800 | 3337 | 67.66
& [ 27-210302-0242 |PUJIATL 1457 | 17,00 | 3543 [ 67,00 |
51 27-210302-0310 |AKHMAD NURUL HUDA 16,29 | 15,00 35,66 | 66,95
| 27-210302-0081 |EKO DWIYANTO 15,43 | 16,00 | 3337 | 6680
5| 27-210302-0371 [TUTIK RO"IYAH 15,43 | 18,00 33,37 | 66,80
11, perawat Gigi/D-I11 Keperawatan Gigi -
1 | 27-211303-0001 [EKA UTAMI P 30,29 | 11,00 | 3566 | 5695
17, Nutrisionis/D-III Gizi
1| 27-212304-0025 |ERNI ERNAWATI 12,86 | 18,00 36,57 | 67,43 |
7 27-212304-0022_|PUJT INDRIANL 12,00 | 20,00 | 3360 | 6560
5[ 39-212304-0023 |YULIANTO SUBEKTL 1457 | 1600 | 3497 | 6554
13, Pranata Laboratorium Kesehatan/D-III Analis Kesehatan
T T 27-213305-0044 |ARYES FERY YUDHATAMA 16,29 | 1500 | 3406 | 6535
5| 77-213305-0022 |YANITA RACHMAWATI 10,20 | 17,00 | 37,43 | 6478
3 [ 27-213305-0003 |SRI ANDARWATI 15,71 | 1400 | 3611 | 6382
4| 27-213305-0081 |MOH. UBAIDILLAH 11,14 | 17,00 | 3520 | 63,34
= [ 77-213305-0016_|SANTIL MAY EKA YUPITA 10,29 | 17,00 34,29 | 61,58
&1 27-213305-0074 _|BADRIATUS SOLICHATIN 11,14 | 14,00 | 3589 | 61,03
7| 27-213305-0005_|ELLY ERMAWATI 11,14 | 14,00 | 3520 | 60,34
@ | 27-213305-0054 |NUR HANIFAH G,43 | 1500 | 3543 | 59.86
5| 27-213305-0008 |NIKA SEPTRI H 1457 | 12,00 | 3314 | 5971
14, Sanitarian /D-III Kesehatan Lingkungan
T T 27-214306-0050 |ENI PURWANINGSIH 16,29 | 1500 | 3406 65,35
7| 27-214306-0001 |FATKUR ROZI 13,71 | 1500 | 35686 | 64,37
3| 27-214306-0025 |DIDIK WIYATNO 12,00 | 1600 | 3611 | 6411

PN
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NOMOR { NILAI l
PESERTA RAFA TPu | TBs | TSk | TOTAL
4 | 5 | 6 7
15. Radiografer /D-III Radiografi
T 27-215307-0018 |RIAN JATI PRASETYA 12,86 | 1600 | 3543 | 6429
5[ 77-215307-0003 |PRAHARA RIO EKA YUDHA 12,86 | 1500 | 3474 | 6260
31 27-215307-0008 |KUKUH HUSADANA 543 | 18,00 | 3474 | 6217 |

16, Perekam Medis /D-II1 Rekam Medis

YONASTA PANCA WIDYA 12,06 | 21,00 | 3543
37-216308-0013 |ENDIK JOKO NORITANTO 12,00 | 14,00 | 3474 60,74
57-716308-0014 |NUR SUSILOWATL 10,20 | 10,00 | 3634 | 56,63
FFFRIWULANDARI B57 | 12,00 | 3451 | 5508

17. Teknisi Elektromedik /D-I11 Teknik Elektromedik
1 ]27-21730910005 [NOVIAN ABADI 1543 | 18,00 ‘ 3543 | 6886
I, TENAGA TEKNIS
1. Medik Veteriner Dokter Hewan
1 vuq MUSTOFA 20,57 | 17,00 | 3451 | 72,08
2 | 27-301216-0001 [LAILATULMUQMIROH ______ 18,86 | 19,00 | 33,37 1 7123 |
2. Pengawas Teknik Banm__mmﬂms‘“_ﬁ@kmr
1 | 27-302217-0008 |NUGROHO TRI HANDOKQ 18,86 | 16,00 | 3566 | 70 52
3. pengawas Tata Pertamanan S-1 Landscape Pew
T | 27-303218-0001 [YASMINTO HADL SAPUTRO 943 ] 10,00 | 32,91 | 5234 |
4. Perencana /S-1 perencanaan Wilayah dan Kota
1 | 27-304219-0001 [DWI RATNA PUTRI PURNAMANINGSIH [ 19,71 | 16,00 | 3406 | 69,77
5. Perencana /S-1 Teknik Sipil
T | 27-304220-0008 |[TAUFIK ISNANTO [ 1629 | 18,00 | 3566 [ 69,95
6. Pengawas Teknik 3Jalan dan Jembatan /S-1 Teknik Sipil
1 | 27-305220-0071 |ANTON SUGIARTO [ 19,71 | 19,00 | 3634 | 7505
5T 27-305220-0029 |IKA PRAHASTUTI REVERAWATL [ 17,14 | 20,00 | 37,26 74,40
7. Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan /D-III Teknik Sipil
T | 27-305310-0024 [RISALDT KAUTSAR 17,14 | 19,00 | 36,57 [ 72,71
8. Auditor /S-1 Teknik Sipil
T | 27-306220-0001 [HARTATY [ 19,71 | 22,00 [ 3589 [ 77,60
9, Auditor /S-1 Ekonomi Akuntansi
T | 27-306221-0066 _[DEWI RETNO INDRIANI [ 20,57 | 17,00 | 3634 [ 7391
5| 27-306221-0105 _|IKE RIZKY AMALIA ["1s00 | 1800 | 3634 | 72,34
10. Pengawas Pengo; erasian Alat Berat / S-1 Teknik Mesin
_ T | 27-307222-0004 |ZAENAL ARIFIN [ 2314 | 17,00 | 3634 | 7648
{ 11. Pengendali pampak Lingkungan / S-1 Teknik Lingkungan
57-308223-0007_|ARIF WIDIYANTO [ 16,29 | 18,00 | 3520 | 6949
12. Pengawas Teknik Pengairan / S-1 Teknik Pengairan
1 [27-309224-0013'10ANANG KHURNIAWAN \ 16,29 | 20,00 | 36,34 [ 72,63
5[ 27-309224-0010 |BAYU WICAKSONO 15,43 | 18,00 | 3291 | 6634
13. Ins ektur Tamban S-1 Geologi / Pertambangan
1 | 27-310225-0002 | ALFIAN AMIN SAHRIN [=000 | 300 | 000 [ 3,00 i
14. Pranata Komputer / S-1 Sistem Informasi
T | 27-311226-0027 [MOCHAMAD YUSUF [ 1971 ] 1500 | 3543 | 70.14
5| 27-311226-0025 [ABDUL MAJID 1543 | 17,00 | 3543 | 67,86
’&Pra nhata Komputer [ §-1 Teknik Informatika
1| 27-311227-0091 [PREHATI DANU ASMARA 1543 | 18,00 | 3680 | 70,23
5| 27-311227-0089 |AKMAL ISMAIL YATIM 18,00 | 16,00 | 3566 [ 69,66
3 | 27-311227-0070 |MUSTAQBIRIN 15,43 | 16,00 | 37,71 | 69,14
16. Penyusun Program dan Evaluasi / S-1 Ekonomi ( Semua Jurusan )
1| 27-312228-0261 [IMA AGUSTINA 21,43 | 20,00 | 37,49 | 7892
2| 27-312228-0008 [ADITYA WIDYANTO 18,00 | 20,00 | 3611 | 74,11
3| 27-312228-0050 |GION MUHAMMAD KHARISMAWAN 19,71 | 17,00 | 3634 | 73,05
7 [ 27-312228-0076 |WINDA-NURLIANA 18,86 | 18,00 | 3611 | 7297
17. Penyusun Program dan Evaluasi / 5-1 Administrasi Negara
T T 27-312229-0030 [FITRI SAIMIMA PUSPASARI 2229 | 16,00 | 3589 | 7418
5| 27-312229-0061 |AHMAD AGUS SALIM 18,66 | 17,00 | 3543 | 71,29 |
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o o, NOMOR NAMA pLAL
. PESERTA TPU | TBS | TSK | TOTAL
/ 1 2 3 4 5 6 7
18. Penyusun Program dan Evaluasi / S-1 Ekonomi Manajemen
‘ 1 [ 27-312230-0211 [SUCI RAHMADIANTO | 20557 [ 21,00 [ 36,11 [ 77,68
; 2 | 27-312230-0365 |FAHMI KHOMSA 1B,00 | 15,00 | 37,26 | 74,26
, 3| 27-312230-0204 |BAKTI ARIFIN 19,71 | 18,00 | 34,97 | 72,68
| 4 | 27-312230-0146 |FANDIK SUMARIANTO 2229 | 12,00 | 37,71 | 72,00
: 19. Penggerak Swadaya Masyarakat /S-1 Kesehatan Masyarakat
1 [ 27-313215-0002 [KHOTIBUL UMAM | 19,71 ] 18,00 | 3580 | 74,51
20. Analis Kepegawaian /S-1 Hukum
i [ 27-314231-0025 [ARY SUHIKTO | 2314 ] 1500 [ 3566 [ 73,80
21. Analis Kepegawaian /S-1 Psikalogi
1 [ 27-314232-0038 [NUR RAHMAH | 1714 ] 1400 | 37,03 | 68,17
22. Pengawas Ketenagakerjaan /S-1 Hukum
1 [ 27-315231-0030 [DWI KURNIA WAKARRUSNI [ 1886 | 19,00 | 32,69 [ 70,55

23, Perancang Paraturan Perundang-Undangan /S-1 Hukum

1] 27-316231-0031 [M. AMIN ASROFIN ' | 17,14 T 15,00 [ 3566 [ 71,80
24, Analis Perijinan /S-1 Hukum

1 | 27-317231-0048 [ABDUL AZIZ | 1886 [ 14,00 | 3657 | 69,43
25. Analis Kesbangpol /S-1 Ilmu Pemerintahan

1 [ 27-318233-0010 [ANDRIE SUSANTO | 21,43 [ 1800 | 37,71 | 77,14
26, Penyuluh Kehutanan /S-1 Kehutanan

1 [ 27-319234-0010 [ETHA YULIAN RESTANTI [ 1200 T 19,00 | 3680 | 67,80
27. Penyuluh Perikanan /S-1 Perikanan

1| 27-320235-0015 [SITI ROBIAH NURBAITI | 1971 [ 1800 | 3634 | 74,05
28. Penyuluh Peternakan /S-1 Peternakan

1 [ 27-321236-0002 [FAJAR TRI HANTORO | 1886 [ 23,00 [ 3474 [ 7660
29. Penyuluh Pertanian /S-1 Pertanian

1 | 27-322237-0018 [YULIA PUSPITA RAHAYU 21,43 | 18,00 | 3566 | 7509

2 | 27-322237-0107 [DWI RATNANINGDIYAH 19,71 | 19,00 | 36,11 | 74,82
30. Penyuluh Pertanian /D-III Pertanian

1 | 27-322311-0029 [INDRA KUSUMA 1543 | 17,00 | 3680 | 69,23

27-322311-0023 |[RATNA WIDYA RAKHMAWATI 12,00 | 17,00 | 3543 | 64,43

31, Pranata Hubungan Masyarakat /S-1 Komunikasi

1 [ 27-323238-0030 [EKA PUSPITASARI | 17,14 T 17,00 | 3520 | &9,34

5 32. Pranata Hubungan Masyarakat /D-III Komunikasi
1 | 27-323312-0002 [BAYU YOGGI ROSBIANTO 14,57 | 9,00 | 3566 [ 59,23
2 | 27-323312-0005 |AYU RATIH PUSPOSARI 1029 | 11,00 | 3451 | 5580

33. Pemandu Wisata /D-III Perhotelan
1 [ 27-324313-0013 [HENDRIK MARDINATA
34. Pengelola Jaringan Transportasi /D-III LLAJ

11,14 | 18,00 | 3429 [ 63,43

1] 27-325314-0001 [ARISKA PRADIANAFATI [ 1371 [ 18,00 [ 3611 | 67,82
35, Penyuluh Keluarga Berencana /D-I1II Semua Jurusan

1 | 27-326315-0133 [DIAN ANGGRAINI 1629 | 22,00 | 3634 | 74,63

2 | 27-326315-0318 |DEFI ARIANTINI 1629 | 19,00 | 3451 | 69,80

3 | 27-326315-0190 |AINUL KHAKIM 1457 | 18,00 | 3634 | €851

36. Penguji Kendaraan Bermotor /D-II PKB
1| 27-327401-0004 [SETIA WAHYUDI

1543 | 14,00 | 34,51 | 63,94




Lampiran 4

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- JI. Trunojoyo No. 12 Telepon / Fax. (0353) 893526
BOJONEGORO

SURAT IZIN
Nomor : 072 / 110 / 204.412 / 2012

TENTANG
SURVEY/ RESEARCH/ PENELITIAN/ KKN

Dasar: a. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan

onkwh-=

Bupati Bojonegoro Nomer : 5 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat ,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kab.Bojonegoro

b. Peraturan Bupati Bojonegoro No. 06 Tahun 2006 tanggal 10 Februari 2008 Tentang Regulasi
Perizinzn di Kabupaten bojonegoro

c. Surat Edaran Bupati Bojonegoro No. 188/1896/412.12/2005 tanggal 10 November 2005
Tentang Pemrosesan Perijinan.

d. Surat Dekan Fak. llmu Administrasi Universitas Brawijaya No:700/UN10.3/PG /2012 tanggal
18 Januari 2012 perihal pengantar untuk kegiatan penelitian skripsi

MENGIZINKAN :

Nama :  RIZKI RADESTYA BASTIYAN

NIM : 0810310113

Jurusan : limu Administrasi Publik

Keperluan :  Penelitian

Tempat penelitian : Badan Kepegawaian Daerah Kab.Bojonegoro

Judul : Pengadaan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan di Daerah Otonom

(Studi tentang perencanaan dan penempatan sumber daya aparatur pada
Badan Kepegawaian Daerah Kab.Bojonegoro)
Waktu : Tmt 30 Januari 2012 s/d 30 Maret 2012

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

Dalam jangka waktu 1 x 24 jam tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada
Kecamatan/Kantor Instansi setempat.

Mentaati ketentuan yang beriaku dalam daerah hukum/instansi setempat.

Menjaga tata tertib keamanan dan kesusilaan serta menghindari penyataan-pernyatan baik lisan maupun tulisan
yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan
penduduk.

Tidak diperkenakan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai
tersebut diatas.

Setelah berakhirnya dilakukan tugas diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Kecamatan/Kantor
Instansi setempat genai selesainya pelaksanaan tugas tersebut sebelum meninggalkan daerah tempat
dimaksud.

Setelah melakukan kegiatan diwajibkan/diharuskan untuk memberikan/ mengirimkan 1 buah hasil

penelitian/ survey/ reserch, kepada Bupati Bojonegoro melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro.

Surat ijin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat pengantar ini tidak
memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan makium dan untuk dipegunakan sebagaimana mestinya

Bojonegoro, 30 Januari 2012

ANKESATUAN BANGSA, POLITIK

& SYARAKAT
13‘-' ;
Tembusan Yth : e
1. Sdr.Kepala Badan Kepegawaian Daerah 1 P
Kab.Bojonegaro

2. Sdr. Dekan Fak. llmu Administrasi Universitas Brawijaya

4. Arsip

. Yang bersangkutan
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Lampiran 5

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
J1. Teuku Umar No. 42 Telephon 881552

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/{7 65/203.412/ 2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Drs. Ec. Boedi Rahardjo, MM.
NIP : 19570216 198003 1 009
Gol.ruang  :1V/¢

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rizki Radestya Bastiyan
NIM 10810310113
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya

Telah selesai melakukan penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro
dengan judul “Pengadaan Sumber Daya Aparatur di Daerah Otonom (Studi tentang perencanaan
dan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kab.Bojonegoro)”
mulai tanggal 1 Februari sampai dengan 30 Maret 2012,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

__Bojonegoro, 4 April 2012

BUPATEN BOJONEGORO
=) |

“NIP. 19570216 198003 1 009



Nama

Nomor Induk Mahasiswa

Tempat dan tanggal lahir

Pendidikan

CURRICULUM VITAE

: Rizki Radestya Bastiyan

: 0810310113

: Bojonegoro, 14 Desember 1989

: 1. SDN Kadipaten 01 Tamat tahun 2002
2. SMP Negeri 05 Bojonegoro Tamat tahun 2005
3. SMA Negeri 04 Bojonegoro Tamat tahun 2008

4. S1 Fakultas Ilmu Administrasi (Jurusan

Administrasi Publik) Universitas Brawijaya

masuk tahun 2008
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